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ABSTRAK

Isu tindak pidana korupsi didaerah cukup menjadi perhatian khususnya
korupsi di DPRD Kota Yogyakarta maka, tujuan dari penelitian ini ialah untuk
mengetahui bagaimana terjadinya kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota
Yogyakarta, pengungkapan dan penyelesaian kasus tersebut, serta

merekomendasikan upaya pencegahan agar tidak terjadi kembali kasus semacam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan
permasalahan yang diteliti. Objek dalam penelitian ini ialah kasus korupsi DPT
DPRD Kota Yogyakarya dengan data yang diperoleh berasal dari literatur dan
dokumen yang mendukung terkumpulnya informasi terkait kasus tersebut serta
wawancara kepada narasumber yang dianggap memiliki kompetensi untuk
memberikan keterangan. Data yang berasal dari literatur, dokumen, dan hasil
wawancara kemudian dilakukan teknik analisis dengan penulis sebagai instrumen

analisa utama. Pengujian terhadap data dilakukan dengan triangulasi dan diskusi.

Dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa motivasi korupsi
yang dilakukan oleh para pelaku korupsi memenuhi unsur dari teori fraud triangle
dimana terdapat unsur kesempatan, tekanan dan rasionalisasi dilakukannya
tindakan tersebut. Penelitian ini juga menunjukan dalam pola korupsi yang
dilakukan menunjukan adanya kesesuaian dengan teori fraud element triangle
dimana terdapat unsur act, concealment, dan conversion. Berdasarkan analisis
yang dilakukan terhadap keterangan narasumber dan data yang diperoleh,
dihasilkan suatu rekomendasi sebagai upaya pencegahan, diantaranya bahwa
sistem penganggaran harus sesuai dengan prinsip penganggaran yang baik dan

peraturan penganggaran yang jelas.

Kata kunci : Akuntansi Forensik, Korupsi, Fraud Triangle, Fraud Element
Triangle.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi saat ini sudah menjadi berita yang tidak asing lagi
didengar oleh masyarakat Indonesia. Dengan maraknya tindak pidana korupsi
yang terjadi bukan hanya ditingkat pemerintahan pusat melainkan didaerah pun
banyak tindak pidana korupsi yang muncul kepermukaan. Menurut Transparency
International bahwa ditahun 2012 Indonesia menempati urutan ke 118 dari 176
negara dalam Indeks Presepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI)
dan memiliki skor 32. Dari hasil diatas jelas sangat tidak elok wajah birokrasi di

Indonesia dengan maraknya korupsi dimana-mana.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa “Korupsi
merupaka tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain
(perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langusng maupun tidak
langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materil
perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai
keadilan masyarakat”. Jelas Negara menjabarkan bahwa unsur yang terkandung
dalam korupsi yakni berupa tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau
kelompok, merugikan keuangan Negara, dan bertentangan dengan nilai keadilan

masyarakat.



Korupsi yang merupakan bagian dari fraud menjadi wabah yang
menyebar dan menjangkit hampir diseluruh tatanan birokrasi di negeri ini. Data
yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan data Global
Corrution Barometer (GCB) tahun 2013 yang menempatkan indonesia sebagai
Negara terkorup dengan indeks korup tertinggi berada di tiga lembaga Negara
yakni POLRI, DPR/DPRD, dan Pengadilan (kejaksaan). Hal tersebut menjadi
cermin bahwa dalam setiap instansi di negeri ini pasti mempunyai riwayat atau

indikasi korupsi.

Indonesia mengalami sejarah panjang terkait dengan permasalahan
korupsi jauh sebelum reformasi bergulir yakni ketika jaman kerajaan masih
berjaya sudah ada maksud-maksud korupsi yang tumbuh. Maksud korupsi ketika
itu dilakukan untuk menambah kekuasaan dengan memelihara perang dan terus
berkonflik dengan kerajaan-kerajaan lain. Hal tersebut tercermin dari beberapa

kerajaan seperti Majapahit dan Singosari.

Setelah masuk abad pertengahan yakni masuknya jaman kolonialisme
atau penjajahan yang ketika itu Belanda masuk ke Indonesia yang ingin
mengeksploitasi sumberdaya Indonesia. Letak korupsinya tumbuh ketika pribumi
diangkat menjadi lurah dan bupati sebagai perpanjangan tangan dari Belanda yang
nantinya bertugas sebagai pihak yang memanen upeti. Pada saat itu lurah dan
bupati yang diangkat hanya dijadikan alat politik guna memperalat rakyat untuk

kepentingan golongan tertentu saja.



Dijaman modern pun mulai dari orde lama sampai dengan pasca
reformasi sering dijumpai tindak pidana korupsi berat yang menjadi konsumsi
pemberitaan setiap harinya. Yang paling terasa ketika Soeharto berkuasa dengan
rezim otoriter dan politik dinasti yang dibangun, maraknya tindak Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi bahkan hampir tidak tersentuh oleh
tangan hukum. Ketika rezim orde baru runtuh muncul kasus besar lainya seperti
kasus korupsi BLBI, Bulog gates, Century, Hambalang, dan lain-lain. Bukan
hanya ditingkat pusat, bahkan kasus korupsi saat ini banyak terjadi di daerah di

seluruh Indonesia.

Kasum (2007) dalam Lukman (2011) menyatakan bahwa fraud sering
terjadi dinegara yang sedang berkembang yang berdampak negatif pada
perekonomian Negara tersebut. Seperti halnya pernyataan tersebut, Indonesia pun
menjadi salah satu contoh ketika perekonomian dalam negeri masih terpuruk
tetapi disisi lain masih maraknya tindak pidana korupsi yang terkuak dan mungkin

masih banyak lagi yang belum muncul kepermukaan.

Kementrian dalam negeri mencatat sepanjang oktober tahun 2004 sampai
denga juli 2012 ada sekitar 277 kepala daerah yang meliputi bupati, walikota dan
gubenur tersandung kasus korupsi. Angka tersebut belum termasuk bawahan-
bawahannya yang mungkin terlibat, jika dihitung bisa mencapai angka 1500an
orang. Maraknya kasus korupsi didaerah menggelitik penulis untuk mengangkat
tema terkait pendeteksian kasus korupsi. Menurut data dari kejaksaan negeri,

tinggi dan kejaksaan agung se-indonesia tercatat ada 1018 kasus korupsi yang



masuk tahap penyidikan. Dari total kasus yang masuk hanya 357 yang dilanjutkan

ke tahap penyelidikan dan 825 kasus diantaranya sudah sampai pada penuntutan.

Dari data diatas menunjukan bahwa masih kurangnya kasus korupsi yang
dibawa sampai pengadilan. Hal tersebut mungkin terjadi karena beberapa faktor,
salah satunya adalah kurangnya bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara ke
pengadilan. Contohnya pada perkara penggelapan dana yang masih ada kekurang
bukti karena proses pencarian bukti belum optimal dilakukan dengan metode

tertentu.

Agar lebih fokus penulis mencoba mengambil studi kasus korupsi Dana
Purna Tugas (DPT) DPRD Kota Yogyakarta dimana kasus tersebut menyeret
sebanyak 13 anggota DPRD Kota Yogyakarta. Kasus tersebut sudah mencapai
putusan di tingkat peradilan kasasi dan MA pun telah menjatuhkan vonis ke 13
mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta tersebut. Pada kasus tersebut penulis
mencoba menggunakan akuntansi forensik sebagai instrument dalam pembuktian

kasus korupsi tersebut.

Akuntansi  forensik disini digunakan sebagai instrument dalam
pendeteksian kecurangan dan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya
kecurangan tersebut, walaupun ada metode audit yang sering kita dengar dan
dilakukan oleh BPK yakni audit ivestigasi yang merupakan bagian dari akuntansi
forensik. Audit investigasi yang biasa dilakukan oleh BPK, KPK, BPKP, dan
instansi lainnya biasanya digunakan dalam mencari apakah ada kerugian Negara

atau tidak dalam sebuah perkara. Ada yang memandang bahwa akuntansi forensik



dan audit investigasi adalah dua hal yang berberda dan ada juga yang berpendapat

sama hanya penggunaan istilah yang berbeda.

Mengacu dari penelitian sebelumnya seperti Yanti yang mencoba
menelisik fungsi akuntansi forensik dalam perhitungan kerugian negara dan
Agustina mencoba menelaah tentang pentingnya audit investigasi, serta Lukman
Alifudin yang menanalisis akuntansi forensik pada kasus korupsi dan kajian kasus
korupsi melalui perspektif fraud triangle. Penulis mencoba menelaah kasus Dana
Purna Tugas (DPT) DPRD Kota Yogyakarta yang memiliki unsur fraud akan di
gali lebih dalam tentang korupsi pada aspek fraud triangle yang menjadi
pendorong tindakan tersebut dan fraud elements triangle sehingga munculnya
kerugian negara. Dalam penelitian kali ini, penulis akan melakukan kajian terkait
akuntansi forensik pada kasus tersebut yang sekaligus menerangkan melalui
perspektif akuntansi forensik atau audit investigasi. Dari fokus tersebut penulis
akan mengambil judul : Analisis Akuntansi Forensik Pada Kasus Korupsi

Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang oenelitian, maka penulis menyusun rumusan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.  Bagaimana pengungkapan dan penyelesaian kasus korupsi Dana Purna
Tugas DPRD Kota Yogyakarta?
Dalam rumusan ini penulis memfokuskan bagaimana kasus tersebut
terdeteksi dengan mengurut secara kronologis modus operandi pelaku

selanjutnya proses hukum yang dilakukan aparat hukum, kemudian



upaya hukum vyang dilakukan, sampai dengan putusan dan vonis
dijatuhkan kepada pelaku yang menyatakan bahwa pelaku secara sah dan
meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta.

2. Bagaimana kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta
bila ditinjau dari Fraud Triangle dan Fraud Elements Triangle?
Dalam rumusan ini penulis memfokuskan pada pendeteksian indikasi-
indikasi kecurangan yang dijelaskan dalam kronologis keterjadian kasus
sehingga kasus korupsi ini muncul dan dianggap merugikan Negara.
Kemudian dari hasil analisis dan bukti yang diperolelah selanjutnya
penulis akan mencoba menjabarkan kasus korupsi yang terjadi
menggunakan perspektif Fraud Triangle dan Fraud Elements Triangle
sebagai dasar penulis dalam menjelaskan faktor dan keterjadian
dilakukannya korupsi.

3. Bagaimana upaya pencegahan yang perlu dilakukan untuk menghindari
terjadinya korupsi seperti ini terjadi kembali di lembaga tersebut?
Dalam rumusan ini penulis memfokuskan pada rekomendasi yang
nantinya akan diusulkan sebagai tindakan prefentif kepada instansi
dimana korupsi DPT ini terjadi khusunya agar tidak terjadi kasus seperti

ini lagi setelah dilakukannya penelitian ini

Dari rumusan diatas penulis dapat menjelaskan peran penting dari penggunaan
akuntansi forensik dalam pendeteksian, pengungkapan adanya kecurangan yang

terjadi. Akuntansi forensik juga nantinya digunakan sebagai alat pertimbangan



kewajaran atau tidaknya kebijakan yang dibuat terkait Dana Purna Tugas DPRD

Kota DIY.

1.3. Batasan Masalah
Agar penelitian skripsi ini dapat terarah dan fokus pada apa yang menjadi
objek penelitian maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini. Mengingat
waktu dan sumber data yang terbatas, maka focuspenelitian diarahkan pada:
1. Kasus korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta
2. Data dan informasi dari pihak yang dianggap terkait seperti: DPRD Kota
Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, BPKP perwakilan Wilayah
DIY,
3. Para pengamat korupsi dan akademisi, seperti PUKAT UGM dan dosen.
1.4. Tujuan Penelitian

1.  Untuk mengetahui pengungkapan, dan penyelesaian kasus korupsi DPT
DPRD Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui terjadinya kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD
Kota Yogyakarta ditinjau dari perspektif fraud triangle dan fraud element
triangle.

3. Untuk mengusulkan upaya pencegahan agar dimasa yang akan datang

tidak terjadi lagi kasus seperti ini di DPRD Kota Yogyakarta.



1.5.

1.6.

Manfaat Penelitian

Bagi Penulis

Dapat mengetahui dan membandingkan antara teori dan praktek terkait
mata kuliah akuntansi forensik serta menambah wawasan terkait tindak
pidana korupsi.

Bagi Almamater

Sebagai sumbangsih pengetahian bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia khususnya dalam penerapan akuntansi
forensik pada kasus korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta.

Bagi Objek Penelitian

Sebagai bentuk pembelajaran bagi pihak yang berada dilingkungan
penelitian dan berupa rekomendasi untuk mencegah hal serupa dapat
terjadi

Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB | :

BAB Il

Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penelitian.

: Landasan teori

Bab ini berisikan penjabaran teori yang akan digunakan oleh penulis
dalam mendukung penelitian, teori-teori yang digunakan mampu

membantu dalam penyelesaian pertanyaan dalam rumusan masalah.



Dengan teori tersebut penulis akan lebih memiliki kekuatan dalam aspek
argumentasi hasil penelitian.Tentang konsep-konsep teori yang akan
digunakan seperti: teori tentang akuntansi forensik, teori fraud triangle
and fraud elements triangle, teori tentang korupsi, dasar hukum pidana
yang berkaitan tentang fraud.
BAB Il1: Metode Penelitian
Bab ini berisi penjelasan atas metodologi yang disertai praktek yang
dilakukan dalam penelitian. konsistensi penulis atas metodologi yang
diterapkan dengan fakta dilapangan, sehingga hasilnya nanti mengarah
pada fokus penelitian dan membantu menjawab rumusan masalah atas
penelitian. Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, sumber
data, dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis
data, pengujian kredibilitas data, uji kredibilitas, serta uji transferability.
BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk analisis data setelah
semua data-data yang berkaitan dengan kasus korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta, deskripsi hasil putusan pengadilan, hasil
instrumen penelitian, uji kredibilitas, dan uji transferability. Berdasarkan
teori yang ada, penulis akan menganalisis data yang dikumpulkan
tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan,
serta bagi pembaca bab ini akan memberikan pengetahuan seperti apa
permasalahan yang ada serta temuan-temuan yang berkaitan dengan

permasalahan. Hasil analisis data merupakan informasi yang digunakan



BAB V:

10

untuk mengetahui apakah rumusan masalah dapat terjawab. Dari
kesemuanya itu penulis dapat menemukan sebuah temuan yang
diharapkan dikemudian hari akan bermanfaat bagi perkembangan
Akuntansi Forensik.

Penutup

Pada bab ini berfungsi sebagai penjelas dari akhir penelitian,
menjelaskan kesimpulan dari temuan selama melakukan penelitian,
memberikan saran bagi pihak yang membutuhkan dan penelitian
berikutnya, dan juga dalam bab ini akan dijabarkan keterbatasan yang
ada dalm penelitian. Dengan adanya bab ini pembaca pun akan
memahami secara menyeluruh dari penelitian tersebut. Bab ini terdiri

dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.
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BAB I1
KAJIAN TEORITIK

2.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori yang mendukung dalam
penelitian dan digunakan sebagai petunjuk dalam penyusunan penelitian. Kajian
teoritik digunakan oleh penulis sebagai dasar yang mendukung jawaban rumusan
masalah yang akan dikembangkan selama proses penelitian berlansung. Adapun
teori yang dijelaskan dalam bab ini antara lain fraud, bagian dari fraud itu sendiri
yang menjadi konsentrasi dalam penelitian yakni korupsi serta dasar hukumnya,
dan definisi istilah akuntansi forensik dan bagaimana peran akuntansi forensik.
Dalam bab ini juga dijelaskan telaah pustaka yang menggambarkan secara singkat
tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan akuntansi forensic.
2.2 Fraud

2.2.1  Definisi Fraud

AICPA (2002) dalam SAS No. 99 mendefinisikan fraud sebagai

“bentuk tindakan disengaja yang mengakibatkan salah saji material

dalam laporan keuangan yang merupakan subjek dalam audit”.

Sedangkan U.S. Government Audit Office dalam Government Audit

Standar (1999) menyatakan bahwa “Penipuan adalah jenis tindakan

illegal untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai melalui keliru yang

disengaja”.

Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2004)

berpendapat bahwa penipuan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh
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seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap
orang lain. Tindakan kecurangan tersebut diantaranya berbohong
kelicikan dan tipu muslihat. Penipuan dapat mencakup semua kejahatan
kerah putih, secara sengaja berkomitmen untuk mendapatkan keuntungan
yang menggunakan tipu daya, tapi semua tipu daya bukan suatu
kecurangan karena kecurangan harus ada kerusakan (Wells, 1997 dalam
Sitorus dan Scott, 2010).

Albrecht et al (2006, h 7) dalam bukunya menyebutkan definisi
yang dia ikuti bahwa:

“fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means
which human ingenuity can devise, which are resorted to by one
individual, to get an advantage over another by false
representations. No definite and invariable rule can be laid down
as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise,
trick, cunning and unfair ways by which another is cheated. The

only boundaies defining it are those which limit human knavery”.

Kecurangan merupakan tipu daya yang meliputi elemen : a
representation ( sebuah representasi); abaut a material point (hal yang
material); which is false (palsu); intentionally or recklessly (kesengajaan
dan ceroboh); which is believed (diyakini); and acted upon by the victim
(ditindaklanjuti oleh korban); to the victim's damage (atas kerugian
korban).

Theodorus M.Tuanakotta (2010, h 194-195) Dalam kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pasal-pasal yang

termasuk fraud diantaranya :
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a. Pasal 362 : tentang pencurian (definisi KUHP : “mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan
hukum”);

b. Pasal 368 : tentang pemerasan dan pengancaman (definisi
KUHP : “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya
membuat hutang maupun menghapuskan piutang”);

c. Pasal 372 : tenang penggelapan (definisi KUHP : “dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”);

d. Pasal 378 : tentang perbuatan curang (definisi KUHP :
“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

memberi hutang maupun menghapuskan piutang”);
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e. Pasal 396 : tentang merugikan pemberi piutang dengan
keadaan pailit;

f. Pasal 406 : tentang menghancurkan atau merusakkan barang
(definisi KUHP : “dengan sengaja atau melawan hukum
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai
atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain”);

g. Pasal 209, 210, 378, 388, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425,
dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-undang
pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang nomor
31 tahun 1999)

2.2.2 Klasifikasi Fraud

Menurut Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)

dalam buku Tuanakotta (2007) mengklasifikasikan fraud dalam tiga

kelompok berdasarkan perbuatan, yaitu :

1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation)
Asset Misappropriation atau pengambilan atau mencuri asset secara
illegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang
memiliki wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut,
disebut penggelapan. Dalam tindakan asset misappropriation ini yang
sering muncul adalah penjarahan cash atau uang (cash
misappropriation), yang menjadi sasaran jarahannya yakni berupa

uang yang tidak berada di bank atau sebaliknya seperti giro dan
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deposito. Ada beberapa bentuk penjarahan uang diantaranya:
skimming atau lapping yang biasanya uang dijarah sebelum masuk ke
perusahaan; larceny yang biasanya terjadi karena lemahnya system
pengendalian internal, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan
keselamatan aset; dan frauduleny disbursements adalah bentuk
pencurian yang pengeluaran yang tidak sah.

. Kesalahan dalam pelaporan (Fraudulent Statement)

Fraudulent statement merupakan tindakan untuk menyembunyikan
informasi yang sesungguhnya dalam laporan keuangan dengan tujuan
untuk mempercantik isi laporan keuangan (window dressing). Secara
otomatis isi dari laporan keuangan sengaja dibuat menyesatkan apakah
dengan cara menyajikan aset dan pendapatan lebih tinggi dari yang
sebenarnya (overstatements) atau sebaliknya (understatements).

. Korupsi (Corruption)

Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi
undang-undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa Korupsi merupakan
tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lai
(perseorangan atau korporasi), yang secara langsung maupun tidak
langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara, yang dari
segi materil perbuatan itu dipandangan sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Dalam definisi
menurut undang-undang diatas bahwa korupsi bisa berupa pencurian

atau penggelapan.
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Faktor Dilakukannya Fraud (Fraud Triangle)
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Ada tiga factor dimana seseorang melakukan fraud yang

terangkum  menjadi

fraud triangle

(segitiga  kecuranga)

yang

dipopulerkan oleh Donald R. Cressey dalam desertasi doktornya

(Tuanakotta, 2007) tiga factor tersebut diantaranya :



17

1. Tekanan (pressure)
Tekanan merupakan suatu kondisi dimana seseorang dihadapkan pada
keadaan yang dapat melakukan kecurangan. Tekanan disini meliputi
tekanan keuangan dana non-keuangan. Tekanan keuangan biasanya
dihadapkan pada kondisi keuangan pelaku yang serba sulit ataupun
tekanan karena tuntutan gaya hidup yang bermewah-mewahan.
Sedangkan tekanan non-keuangan biasanya dihadapkan pada suatu
kondisi keterpaksaan karena adanya tekanan secara vertikal dari
atasan yang membuat seseorang melakukan fraud (Albrecht et al.,
2006). Dalam publikasinya Donal L. Cressey mengemukakan bahwa
terdapat dua komponen perspektif kesempatan dalam melakukan
tindakan fraud
2. Kesempatan (Opportunity)

Kesempatan merupaka suatu kondisi adanya peluang untuk
melakukan kecurangan dimana para pelaku biasanya memanfaatkan
posisi/jabatan yang dimiliki untuk melakukan kecurangan atau fraud
(Arifudin : 2013). Kesempatan biasanya muncul ketika adanya
pengawasan yang lemah dan/atau ketika seseorang tersebut dipercaya.
Kesepmpatan untuk melakukan kecurangan kerap kali dimulai ketika
adanya kesalahan tanpa disengaja yang tidak disadari, haltersebut
memperlihatkan suatu pengawasan internal yang lemah (Coderre :

1999).
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Gambar 2.2.

Fraud Triangle

Tekanan

Kesempatan Rasionalisasi

Sumber : ACFE (2004)

3. Rasionalisasi (rationalization)
Rasionalisasi berkaitan dengan upaya untuk mencari pembenaran atas
tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang Rasionalisasi ialah
keputusan yang secara sadar dengan menempatkan kebutuhan mereka
diatas segalanya, mereka membenarkan perbuatanya dikarenakan
keadaan-keadaan tertentu. Banyak hal seseorang melakukan
rasionalisasi dalam tindakan fraud-nya misalnya seseorang tidak
menggunakan seluruh hasil kecurangannya untuk dirinya sendiri
melainkan untuk kegiatan-kegiatan social dan biasanya sebagian besar
pelaku kecuranan seperti ini tidak memiliki catatan kriminal (Vona :

2008 dalam Primardhani : 2011)
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2.2.4  Fraud Element Triangle
Dalam mengaudit Auditor biasanya mendeteksi adanya fraud
dengan melihat keberadaan kecurangan itu sendiri dan objek sasaran
kecurangan dengan bertumpu pada tiga elemen penting yang disebut
fraud element triangle sebagai berikut (Albrecht et al, 2009):
Gambar 2.3.

Fraud Element Triangle

Concealment

Act Convertion

Sumber : ACFE (2004)

1. Theft (Pencurian)
Aktifitas pencurian termasuk didalamnya tindakan pencurian kas,
persediaan, informasi dan aset lainnya yang dapat terjadi dengan cara
manual, melalui computer, atau telepon sehingga pencurian dapat
dilakukan oleh pelaku.

2. Concealment (Penyembunyian)
Yang dimaksud dalam aktifitas ini adalah segala cara untuk

menyembunyikan tindakan kecurangan yang telah dilakukannya agar
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tindakannya tidak diketahui oleh orang lain. Biasanya
penyembunyian dilakukan dengan cara menghapus catatan keuangan,
merekayasa perhitungan kas dan persediaan, dan bahkan
menghilangkan bukti.
3. Convertion (Konversi)
Segala bentuk tindakan yang termasuk dalam konversi diantaranya
dengan menjual barang curian atau merubahnya dalam bentuk kas
dan menyimpan kas tersebut. Jika aset yang dicuri adalah Kkas,
biasanya pelaku hanya menyimpan kas tersebut agar tidak terdeteksi
atau menggunakannya untuk keperluan pribadi
Korupsi
2.3.1  Definisi Korupsi
Menurut Kartono (1983) dalam Yanti (2012) bahwa Korupsi
sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan
guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan
negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari
kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber
kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan
formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk
memperkaya diri  sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya
penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau
pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi

atau keluarga, sanak saudara dan teman.
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Djaja (2008) dalam bukunya mengutip Benviste dalam Suyatno

(2005) definisi korupsi dapat dipandang dari berebagai aspek, bergantung

pada disiplin ilmu yang digunakan diantaranya:

1.

Discretionery corruption, adalah korupsi yang dilakukan karena
adanya kebebasan dalam menentukan Kkebijaksanaan, sekalipun
nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima
oleh para anggota organisasi.

Illegal corruption, adalah suatu jenis tindakan yang bermaksud
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan
regulasi tertentu.

Mercenery corruption, jenis tindakan pidana korupsi yang dimaksud
untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan

wewenang dan kekuasaan.

. Ideological corruption, adalah jenis korupsi ilegal maupun

discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Menurut Priyono (2002) memberantas korupsi di indonesia

bukan usaha yang mudah, apalagi ketika korupsi sidah dilakukan secara

sistemik. Penegakan hukum bagi pelaku korupsi belum optimal ditangah

para pihak didalam lembaga peradilanpun melakukan korupsi. Upaya

yang paling efektif untuk menekan angka korupsi yakni dengan

penyadaran kolektif moral masing-masing individu. Setiap individu harus

memiliki kesadaran, dimana kesadaran sendiri terbagi atas motivasi tak

sadar, kesadaran diskursif, dan kesadaran praktis
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Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang nomor 31

Tahun 1999 yang meliputi 30 tindak pidana korupsi. Berdasarkan

pengertian yang tercantum dalam UU tersebut, setidaknya secara umum

dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur dalam Tindak Pidana Korupsi
adalah (Rosjidi, 2001 dalam Arifudin, 2013) :

1. Melawan hukum

2. Menyalahgunakan wewenang

3. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu Korporasi

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Skema di mana seseorang menggunakan pengaruhnya dalam
sebuah transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah
bertentangan dengan tugas orang tersebut ke atasannya. Korupsi dapat
dibagi menjadi tiga tipe skema berikut (ACFE, 2006 dalam Albrecht,

2006) :

1. Suap mencakup menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta
sesuatu yang berharga untuk banyak mempengaruhi sebuah tindakan
resmi. istilah "tindakan resmi" berarti bahwa undang-undang suap
biasanya hanya mengharamkan pembayaran yang dilakukan untuk
mempengaruhi keputusan pemerintah atau karyawan.

2. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang memiliki kepentingan
ekonomi atau pribadi yang dirahasiakan melalui suatu transaksi yang

berdampak merugikan suatu entitas. seperti skema korupsi lainnya,
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konflik kepentingan melibatkan penggunaan pengaruh (wewenang)

yang merugikan perusahaannya.

. Pemerasan dan Gratifikasi pada dasarnya bagian dari skema

penyuapan. Pemerasan biasanya dilakukan oleh seseorang yang
meminta pembayaran kepada orang lain karena dirinya memiliki
kewenangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan gratifikasi
biasanya berupa pemberian hadiah kepada seseorang kerana orang

tersebut mempunyai power dalam pengambilan keputusan.

2.3.2  Sebab Terjadinya Korupsi

Ada beberapa sebab seseorang melakukan korupsi yang di

jabarkan dalam empat aspek (Singh, 1974 dalam Yanti, 2012):

1.

Aspek Individu Perilaku Korupsi

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab manusia
terdorong melakukan korupsi antara lain: sifat tamak manusia, moral
yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang
mencukupi kebutuhan hidup yang wajar dan mendesak, gaya
hidupkonsumtif, tidak mau bekerja keras, serta ajaran-ajaran agama
kurang diterapkan secara benar.

Aspek Organisasi

Organisasi dapat memberi andil terjadinya praktek korupsi apabila
ada kesempatan untuk berkorupsi di organisasi tersebut. Jika tidak
ada kesempatan maka korupsi juga tidak akan terjadi. Dari sudut

pandang organisasi, sebab-sebab terjadinya korupsi antara lain
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kurangnya keteladanan pemimpin, kelemahan sistem pengendalian
manajemen sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang
memadai, dan tidak adanya kultur organisasi yang benar.

Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada
Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa yang harus
bertanggung jawab atas terjadinya korupsi hanyalah aparat
pemerintah saja. Padahal pihak swasta (anggota masyarakat itu
sendiri) terkadang menjadi pemicu dan punya andil yang cukup
dalam praktek korupsi. Misalnya penerimaan pajak penghasilan
Negara yang seharusnya besar ternyata menjadi lebih kecil karena
sebagian masuk ke kantong aparat pemerintah, tentunya dengan
kesepakatan si wajib pajak yang bersangkutan.

Aspek Perundang-undangan

Tindakan korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam
peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: adanya
peraturan perundangundangan yang monopolistik, kwalitas peraturan
perundang-undangan yang kurang memadai, sosialisasi peraturan
kurang, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan
pandang bulu, dan lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan

perundang-undangan.
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2.4 Akuntansi Forensik

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (Edisi 10) memberikan
pengertian forensik bermakna : yang berkenaan dengan pengadilan atau berkenaan
dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Walaupun
pengertian diatas menyatakan bahwa forensik berkaitan erat dengan perkara
hukum dipengadilan, namun pada dasarnya akuntansi forensik secara umum tidak
seperti demikian. Akuntansi forensik tidak sepenuhnya selalu berkaitan dengan
pengadilan saja. Istilah “pengadilan” seolah-olah bahwa akuntansi forensik hanya
dipakai ketika ada perkara hukum di pengadilan. Istilah lain dalam kegiatan
tersebut ialah litigasi. Selain litigasi, penyelesaian sengketa (non litigasi) juga
dapat menggunakan jasa akuntan forensik (Tuanakotta, 2007)

Conen (2005) berpendapat bahwa aplikasi akuntansi forensik melibatkan
konsep akuntansi itu sendiri dan teknik untuk penyelesaian masalah hukum.
Akuntan forensik menyelidiki kecurangan berupa dokumen-dokumen keuangan
dan tindak kriminal kerah putih seperti penyelidikan dugaan fraud dan
penggelapan, estimasi kerugian atas kerusakan aset dan analisis transaksi
keuangan yang tingkat kompleksitasnya tinggi (Lukman, 2011)

Akuntansi Forensik menurut Digabriele (2008) dalam Putra (2012)
terbagi menjadi dua bagian, yakni “akuntansi investigasi dan dukungan hukum.
Akuntansi investigasi memanfaatkan keterampilan dari akuntansi, audit, dan
keterampilan investigasi untuk mendukung pemeriksaan laporan keuangan
perusahaan atau menyelesaikan masalah keuangan yang sesuai dengan

pengadilan”.
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Akuntansi forensik yang selanjutnya dilakukan audit sebagai metode
pembuktian dimana audit yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara
kenyataan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya terjadi. Audit forensik
atau audit investigasi adalah audit dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan
dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (fraud), ketidakteraturan
(irregularities), pengeluaran ilegal (illegal expenditures) atau penyalahgunaan
kewenangan (abuse of power) di bidang pengelolaan keuangan negara, yang
memenuhi (Rosjidi, 2001) :

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK), dan atau

2. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN),

yang harus diungkapkan oleh auditor serta ditindaklanjuti oleh instansi
yang berwenang Kejaksaan atau Kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Akuntansi forensik di Indonesia biasanya dilakukan oleh lembaga-
lembaga seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Pusat Pelaporan dan Analisis Trnsaksi Keuangan (PPATK), dan kantor-kantor
akuntan public (KAP). Dalam beberapa kegiatan atau penugasan seringkali istilah
akuntansi forensik tidak dipergunakan. Bahkan ada akuntan yang tidak menyadari
bahwa kegiatan yang dilakukannya termasuk dalam lingkup kerja akuntnsi
forensik, dikarenakan penggunaan istilah oleh penyedia jasa seringkali berbeda-
beda namun memiliki maksud yang sama seperti fraud examiner, akuntansi

forensik itu sendiri, audit forensic, dan audit infestigasi (Tuanakotta, 2007).
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Lembaga-lembaga diatas dirancang untuk memiliki keahlian dan

kemahiran dalam melakukan akuntansi forensik walaupun lembaga-lembaga

tersebut memiliki fungsi dan tugas dasar masing-masing. Untuk mendukung

kinerja lembaganya sudah pasti lembaga tersebut harus memiliki orang/akuntan

yang memiliki keahlian akuntansi forensik. Berikut adalah keahlian yang harus

dimiliki oleh seorang akuntan forensik yang professional (Albrecht et al, 2006 : h

16):

a.

C.

Keahlian analitis: Deteksi fraud dan investigasi merupakan suatu
proses analitis yang melakukan penyelidikan investigasi berbagai
kemungkinan terjadinya fraud, berbagai gejala dan indikator bahwa
fraud dapat ditimbulkan, dan cara untuk menguji dan menindaklanjuti

gejala yang telah ditemukan.

. Keahlian komunikasi: Penguji fraud menghabiskan waktunya untuk

mewawancarai saksi dan tersangka dan mengomunikasikan hasil
temuannya kepada saksi, pengadilan dan pihak lain. Seorang
komunikator yang baik akan mengetahui betapa sulitnya desakan atas
bukti dan pengakuan, bagaimana struktur pertanyaan dan wawancara
untuk membuat mereka menjadi lebih produktif dan bagaimana dalam
menulis laporan yang bernilai bagi pengadilan, pengacara dan pihak
lain. Sangat tidak mungkin menjadi seorang penguji fraud tanpa
memiliki keahlian dalam berkomunikasi.

Keahlian teknologi: Teknologi memungkinkan penguji fraud untuk

menganalisis database yang sangat banyak dengan cepat.
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Bagaimanapun juga, dengan kemajuan teknologi yang berkelanjutan
beberapa tahun terakhir ini, kita dapat secara proaktif mencari tanda-
tanda fraud, dan pelaku fraud, serta membangun kedua fraud-tree,
dan juga profil kecurangan.
2.5. Teknik-teknik Audit Forensik
Menurut Tuanakotta (2007) Teknik audit atau prosedur audit adalah cara
yang digunakan oleh auditor dalam melakukan penilaian atas kewajaran suatu
entitas. Dengan melakukan teknik audit diharapkan auditor dapat menemukan
bukti yang cukup dan kompeten sebagai dasar pemberian opini. Ada tujuh teknik,
yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dalam audit atas laporan
keuangan, dengan aplikasi dan contoh-contoh audit forensik yaitu :
a. Memeriksa Fisik Dan Mengamati
Memeriksa fisik atau physical examination diartikan sebagai penghitungan
uang tunai (baik dalam mata uang rupiah atau ata uang asing), kertas
berharga, persediaan barang, asset tetap, dan barang berwujud (tangible
assets) lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera
kita untuk mengetahui sesuatu. Dalam hal audit investigasi anatar
pemeriksaan fisik dan pengamatan tidak dibedakan dalam arti katanya
karena sama-sama menggunakan alat indera untuk mengetahui sesuatu
yang sedang terjadi.
b. Meminta informasi Dan Konfirmasi
Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditee, merupakan

prosedur yang biasa dilakukan auditor. Dalam audit ataupun audit
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investigasi permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau
dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat
(substantiated) dengan cara lain. Permintaan informasi sangatlah penting,
dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigasi.
Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain (dari yang diaudit
investigasi) untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu
informasi. Dalam hal konfirmasi dilakukan untuk mengetahui informasi
tentang keuangan atau nonkeuangan suatu entitas yang diaudit.
Memeriksa Dokumen
Review Analitikal
Stringer dan Stewart (2010) mendefinisikan Review Analitikal sebagai a
form of deductive reasoning; sebagai suatu bentuk penalaran deduktif.
Tekanannya adalah pada penalaran, proses berfikirnya. Penalrannya yang
membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai
wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disumpulkan dari
gambaran yang diperoleh secara global. Review Analitikal meliputi
perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang
wajarnya atau layaknya harus terjadi. Ada beberapa teknik Review
Analitikal untuk memudahkan pemahaman mengenai Review Analitikal
yaitu :
- Membandingkan Anggaran dengan Realisasi

Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan

adanya fraud. Hal yang perlu dipahami adalah mekanisme pelaksanaan
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anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif (keuangan
maupun nonkeuangan) yang terkandung dalam system anggarannya.
- Analisis Vertikal dan Horizontal
Analisis Vertikal dan Horizontal merupakan analisis rasio laporan
keuangan. Analisis vertical menunjukkan rasio antara suatu akun
dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama.
Contohnya analisis laporan laba rugi. Dan dapat juga dilakukan untuk
neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan, dengan jumlah asset.
Analisis  horizontal menunjukkan perubahan (kenaikan atau
penurunan) suatu akun untuk suatu tahun (periode) dibandingkan tahun
(periode) sebelumnya atau tahun (periode) berikut:
1. Hubungan antara Satu Data Keuangan dengan Data Keuangan
Lainnya
2. Menggunakan Data Nonkeuangan
e. Menghitung Kembali
Menghitung Kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran
perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain ). Dalam audit
investigasi, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks,
didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi
perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda.
Perhitungan dilakukan oleh supervise yang berpengalaman.

2.6. Telaah Pustaka
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Penelitian terdahulu tentang korupsi relatif sudah banyak dilakukan
dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti, pendekatan hukum, persepsi
pelaku, dan ekonomi. Pada penelitian ini penulis akan mengangkat topik spesifik
yang merupakan bagian dari perilaku korupsi dalam bidang ekonomi yakni
akuntansi atau audit. Namun, dalam perjalanannya penelitian ini dibuat tidak
hanya semata-mata penggunaan akuntansi atau audit dalam pembuktian korupsi
akan tetapi ada perspektif hukum dan perilaku yang nantinya dilibatkan dalam

membuktikan tindak korupsi yang telah terjadi.

Primardani (2011) dalam penelitian “Pentingnya Akuntansi Forensik :
Persepsi Para Akuntan” menyebutkan bahwa pentingnya akuntansi atau audit
forensik dalam mendeteksi tindakan kecurangan karena akuntansi forensik
diperlukan ketika seorang auditor mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi
fraud. Dijelaskan pula bahwa prosedur-prosedur yang umum belum mampu
mengakomodir pendeteksian fraud sehingga diperlukan teknik dan metode-
metode yang lebih represif agar kecurangan dapat lebih mudah untuk dideteksi
yakni mengggunakan akuntansi forensic. Seorang auditor dalam mendeteksi suatu
kecurangan diperlukan kemampuan khusus dalam menganalisi suatu kejadian dan
bukti dimana level dari tindakan kecurangan dapat terlihat samar ketika resiko
dari kecurangan tersebut tidak terlalu signifikan. Sehingga kemampuan auditor
dalam menilai tingkat resiko yang ada menjadi kewajiban bagi auditor (Jaffar,

2009)

Pada penelitian Kasum (2008) dengan judul “ The Relevance of Forensik

Accounting to Financial Crime in Privat and Public Sectors of Third World
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Economies: A Study From Nigeria” mencoba menganalisis penggunaan akuntansi
forensik untuk kasus yang berada di Negara berkembang khususnhya nigeria
dimana perilaku korupsinya masih didasarkan pada system ekonomi yang lemah
sehingga dalam penerapannya, akuntansi forensik sangat bisa digunakan sebagai
instrument pemnuktian tindakan kecurangan baik di sektor public maupun swasta.
Jelas bahwa dikatakan pula bahwa korupsi yang dilakukan dinegara berkembang
membawa dampak yang negative bagi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan
tenaga yang mampu mendeteksi adanya tindakan kecurangan disuatu entitas pada

sektor public maupun swasta.

Contoh tindakan korupsi yang dimaksud oleh Kasum ada pada penelitian
studi kasus dari Sari (2011) yang mengangkat penggunaan audit forensik untuk
tindak pidana korupsi loket pembantu Pasar Pakem, Turi dan Colombo pada PD
BPR Bank pasar Kabupaten Sleman dimana dalam penjelasanya terlihat bahwa
system pengendalian dari proses bisnis yang lemah sehingga dapat terjadi hal
demikian. Selain itu, faktor fraud triangle terlihat jelas dalam kasus ini
dikarenakan adanya tekanan, rasionalisasi da kesempatan yang menyebabkan

pelaku dapat dengan leluasa melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Lain halnya dengan penelitian Yanti (2012) tentang “Akuntansi Forensik
dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Korupsi” dengan studi
pada dana rekunstrukksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa di Bantul yang
menjelaskan tentang perhitungan kerugian Negara yang ditanggung dikarenakan
adanya tindak pidana korupsi. Dalam penelitiannya, Yanti pun mencoba mengurut

secara jelas dan rinci bagaimana pelaku mencoba memulai sampai muncul
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tindakan yang dikatagorikan sebagai korupsi dengan pendekatan fraud triangle.
Sama halnya dengan penelitian dari Lukman (2011) terkait korupsi pengadaan
buku di Kabupaten Sleman dan Arifudin (2013) yang keduanya menggunakan
pendekatan fraud triangle sebagai faktor terjadinya dan dilakukannya fraud oleh

pelaku.

Penelitian dengan judul ”Audit Forensik Pada Kasus Korupsi di PDAM
Kabupaten Sleman Tahun 2005 oleh Erviani (2011) dan Lukman (2011) tentang
“Analisis Akuntansi Forensik Pada Kasus Korupsi Pengadaan Buku di Kabupaten
Sleman” meneliti tentang kronologis peristiwa hukum yang dikatagorikan sebagai
korupsi. Dimana dalam penelitian ini juga dijelaskan beberapa pendekatan
terjadinya korupsi seperti fraud triangle dalam menganalisis sebab terjadinya
korupsi. Dalam pembahasannya, penulispun mencoba mengungkap kembali
bagaimana tindakan yang dilakukan bisa dikatakan sebagai korupsi mulai dari

prosen penyidikan, penyelidikan dan penuntutan ke pengadilan.

Penelitian kali ini menarik benang merah dari penelitian-penelitian
terdahulu dengan menggunakan objek penelitian yakni kasus korupsi Dana Purna
Tugas DPRD Kota Yogyakarta dan penggunaan Akuntansi Forensik sebagai
instrumen yang digunakan dalam melakukan pembuktian. Penelitian ini pula
menggunakan analisis teori fraud triangle dan fraud element triangle untuk
mengidentifikasi motivasi dan keterjadian kasus korupsi tersebut. Pada bagian

akhir akan direkomendasikan agar dikemudian hari tidak terjadi kasus seperti ini.
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengenalan Bab

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan metodologi yang dilakukan
dalam penelitian ini. Seluruh data dan fakta yang diperoleh dilapangan akan
diterapkan berdasarkan pada metodologi yang penulis rangkum sehingga dapat
membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah yang penulis buat. Pada bab
ini akan dijelaskan secara lengkap mulai dari pendekatan penelitian, tempat
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik
analisis data, dan pengujian keabsahan data yang diperoleh
3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif menjadi metode yang dilakukan dalam menyusun
penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu paradigma penelitian untuk
mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat
tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Penelitian ini tidak
menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong,
2005). Menurut Strauss dan Corbin (2009) penelitian kualitatif adalah jenis
penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai
(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain
dari kuantifikasi (pengukuran).

Hadani Nawawi dan Martini (1974) menambahkan, penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya

dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting)
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dengan tidak diubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan
penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan
rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau
metode yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan,
mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kulitatif,
mengadakan analisis data secara induktif, megarahkan sasaran penelitiannya pada
usaha menemukan teori-teori dari dasar, bersifat induktif, lebih mementingkan
proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat
kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat
sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak; penulis dan
subjek penelitian (Moleong, 2005). Oleh karena itu, dalam peneltian ini, penulis
menggunakan metode penelitian kualitatif agar hasil yang diperoleh dalam
penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus dan mendalam sehingga didapat
hasil yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3.3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang memiliki sumber-sumber
informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Perpustakaan
merupakan pusat penyimpanan yang kaya bagi data sekunder untuk menemukan
informasi terkait dengan topik penelitian (Sekaran, 2006). Dalam prakteknya
penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di instansi sebagai berikut:

1. Kantor Kejaksaaan Negeri Kota Yogyakarta;

2. Kantor BPKP Perwakilan DIY;
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3. Kantor DPRD Kota Yogyakarta;

4. Kantor PUKAT Korupsi FH UGM

Pemilihan tempat-tempat diatas sebagai usaha untuk memperoleh data,
informasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk
memperoleh data wawancara, penulis tidak hanya melakukan wawancara di
tempat-tempat yang penulis tulis diatas nhamun ada narasumber yang dianggap
paham dan berkaitan langsung terhadap objek yang diteliti seperti pelaku dalam
kasus ini, sehingga penulis mampu memperoleh dan memperdalam informasi
terkait penelitian.
3.4. Sumber Data Penelitian

Sugiyono (2012) menjelaskan dalam penelitian kualitatif tidak
menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation”
atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas
yang berinteraksi secara sinergis. Sugiyono (2012) juga menambahkan bahwa
dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian
kualitiatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu dan
hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke
tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi social pada
kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan
responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisan, informan, teman dan guru
dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel
statistic, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah

menghasilkan teori.
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Emzir (2010) mengemukakan bahwa observasi, wawancara, dokumen
pribadi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal merupakan sumber data
kualitatif. Sumber data yang paling umum digunakan adalah observasi,
wawancara dan dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur
dan wawancara, Sumber data literatur berasal dari berbagai macam literatur yang
dianggap relevan dengan topik yang sedang dibahas kemudian dilakukan kajiian
yang mendalam terhadap literature-literatur tersebut. Apabila dirasa data dari
hasil kajian literatur kurang mencukupi maka sumber data lain yang di gunakan
adalah catatan hasil wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahn yang harus diteliti, tetapi juga apabila penulis ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2012).

Yin dalam Bungin (2007) menyebutkan bahwa sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata (ucapan informan) dan tindakan, selebihnya
adalah data tambahan, misalnya dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini,
kasus yang digunakan adalah salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Kota
Yogyakarta yaitu kasus Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta. Pemilihan
kasus korupsi sebagai objek penelitian disebabkan oleh ketertarikan penulis untuk
melakukan penelitian terhadap motivasi terjadinya korupsi dan spesifik pada
penggunaan akuntansi forensik sebagai instrumen pengungkapan kasus dan
perhitungan kerugian negara, adapun alasan kasus Dana Purna Tugas DPRD Kota

Yogyakarta yang dijadikan sebagai subjek penelitian karena memang hanya BAP
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dari kasus ini yang dapat penulis peroleh. Adapun jenis sumber data yang
digunakan pada penelitian ini adalah:
1. Sumber Data Primer
Merupakan fakta atau keterangan yang diperoleh langsung melalui suatu
penelitian dilapangan dengan mengadakan pencatatan secara sistematis
tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian ini (Sekaran,
2006). Data primer pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara
dengan salah satu orang pelaku kasus ini yang juga mantan anggota
DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, Kepala Divisi Investigasi
BPKP Perwakilan DIY (Slamet Tulus Wahyana, SE., Ak., CA., CFr.A),
dan Peneliti PUKAT Korupsi FH UGM (Zaenur Rohman).
2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara mengutip dari
sumber seperti literatur, dokumentasi, serta sumber lainnya yang
berhubungan dengan gambaran umum organisasi dan struktur organisasi
(Akbar, 1996 ). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah
Dokumen Perkara dan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Korupsi
Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta, Risalah-risalah Sidang
DPRD Kota Yogyakarta antara tahun 2003-2004, Tata Tertib DPRD
Kota Yogyakarta, Profil DPRD Kota Yogyakarta, Putusan Mahkamah
Agung, Himpunan Lembaran Daerah, dan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2004 serta studi kepustakaan yang digunakan

untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.
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3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012). Teknik
pengumpulan data kualitatif, menurut Emzir (2010) dapat dilakukan dengan
observasi, wawancara dan dokumen lokasi. Wawancara dapat didefinisikan
sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling
berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi
atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan
keyakinannya (Emzir, 2010)

Esterberg dalam Sugiyono (2012) mengemukakan beberapa macam
wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.
Secara ringkas, ada tiga macam wawancara. Wawancara Terstruktur digunakan
dalam teknik pengumpulan data, bila penulis atau pengumpul data telah
mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Pengumpul data
telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternative
jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara semi terstruktur lebih
bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur, tujuan dari wawancara jenis
ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak
yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ideidenya. Wawancara tidak

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan
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pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan datanya.

Dalam kajian dokumen atau literatur Sugiyono (2012) menjelaskan
dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang
mungkin tersedia mencakup: budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan,
memo, arsip sekolah, korespondensi, brosur informasi, materi pengajaran, laporan
berkala, websites, paket orientasi atau rekruitment, kontrak, catatan proses
pengadilan, poster, detik-detik pertemuan, menu, dan banyak jenis item tertulis
lainnya (Emzir, 2010). Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering
memiliki posisi yang penting dalam penelitian kualitatif. Sumber data yang
berupa arsip, dokumen, ataupun literatur-literatur yang terkait dengan penelitian
merupakan sumber data pokok dalam penelitian kesejarahan, terutama untuk
mendukung proses interprestasi dari setiap peristiwa yang diteliti (Sutopo, 2002).

Dalam penelitian kali ini, penulis fokus pada dua teknik pengumpulan
data yaitu wawancara dan kajian dokumen atau literatur. Jika dirinci terdapat 3
tahap dalam pengumpulan data dalam penelitian ini. Tahapan-tahapan tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dokumen-dokumen atau literatur yang terkait dengan
penelitian. Dokumen-dokumen ini penting untuk mendukung penelitian.

Hasil dari pengumpulan data, penulis berusaha menganalisis dan

menelaah literatur yang telah dikumpulkan. Dokumen yang dikumpulkan

dan ditelaah dalam tahap ini adalah Putusan Mahkamah Agung,
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Dokumen perkara dan BAP Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD

Kota Yogyakarta.

. Tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara untuk lebih

memperdalam informasi dan mendapatkan informasi tambahan yang
relevan terhadap penelitian. Sehingga penulis bisa mendapatkan
gambaran permasalahan yang lebih lengkap dan komprehensif. Metode
yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur.
Wawancara ini dilakukan kepada salah satu orang pelaku kasus ini yang
juga mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, Kepala
Divisi Investigasi BPKP Perwakilan DIY (Slamet Tulus Wahyana, SE.,
Ak., CA., CFr.A), dan Penulis PUKAT Korupsi FH UGM (Zaenur

Rohman).

. Tahap terakhir, hasil wawancara kemudian dicatat kembali setelah selesai

melakukan wawancara. Selanjutnya, hasil wawancara di dokumentasikan
dalam Transkrip Wawancara Penelitian.
Instrument Penelitian

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil

penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah

penulis itu sendiri (Sugiyono, 2012). Penulis kualitatif sebagai human instrument,

berfungsi menetapkan fokus, penelitian, memilih informan sebagai sumber data,

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan

data dan membuat kesimpulan atas temuannya.



42

Moleong (2005) menjelaskan bahwa kedudukan penulis dalam penelitian
kualitatif cukup rumit. Seorang penulis tidak hanya melakukan penelitian saja,
tetapi sekaligus merencanakan penelitian, melakukan pengumpulan data,
menganalisis, menafsir data, dan pada akhirnya ia melaporkan hasil penelitiannya.
Lebih lanjut, Moleong (2005) mengungkapkan bahwa pengertian instrumen
penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses
penelitian. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek
penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang
diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara
dan akan dikembangkan setelah penulis memasuki objek penelitian.

Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dikembangkan instrument
penelitian  yang sederhana, sehingga dapat melengkapi data dan
membandingkannya dengan data yang telah ditemukan dalam observasi dan
wawancara (Sugiyono, 2012). Instrument sederhana yang dikembangkan untuk
membantu penulis dalam penelitian Ini berupa beberapa point permasalahan
antara lain :

1. Modus Operandi dan Kronologi terjadinya Korupsi Dana Purna Tugas

DPRD Kota Yogyakarta;

2. Proses hukum yang ditempuh dalam penyelesaian kasus;

3. Analisis motivasi dengan teori fraud triangle

4. Analisis kejadian dengan fraud element triangle;

5. Kerja Akuntansi/Audit Forensik dalam kasus ini, serta;

6. Upaya Pencegahan agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi.
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3.7. Teknik Analisa Data

Dalam peneltian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian
adalah penulis itu sendiri. Oleh karena itu penulis sebagai instrument juga harus
“divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang
selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2012). Pernyataan diatas menunjukan
bahwa penulis tak hanya sebagai menganalisa data atau literatur yang digunakan
untuk penelitiannya, namun juga melakukan analisa terhadap dirinya sendiri
dalam proses penelitiannya. Sugiyono (2012) menjelaskan, analisis data dalam
penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di
lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) dalam
Sugiyono (2012) menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan
menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai
penelitian hasil penelitian.

Berdasarkan model Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2012),
analisis data kualitatif selama di lapangan terdiri atas tiga aktivitas, yaitu data
reduction, data display dan conclution drawing/verification. Dari ketiga rangkaian
aktivitas tersebut, akan dijabarakan secara singkat dan jelas sebagai berikut :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2012), reduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari

sebuah bentuk pola dan tema serta membuang hal-hal yang tidak penting.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
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yang jelas, mempermudah penulis untuk mengumpulkan data penelitian
selanjutnya, dan mencari informasi yang relevan dan dibutuhkan.
2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun dan akan

memberikan gambaran penelitian yang menyeluruh. Penyajian data yang

disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan
memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti
baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Penyajian data
selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan
hasil penelitian yang diperoleh.

3. Conclution Drawing/Verification

Kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya untuk mencari arti, makna,

penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan

mencari hal yang penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk
pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan tetap berpegang pada
tujuan penelitian.

Lebih lanjut, Moleong (2005) menyatakan bahwa proses analisis data
dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen
pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya, setelah dibaca, dipelajari, dan kemudian
ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan
dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat

rangkuman yang inti, proses dan pertanyaanpertanyaan yang perlu dijaga sehingga
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tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam
satuan-satuan kemudian dikategorisasikan. Kategori-kategori itu dibuat sambil
melakukan koding.

Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan
keabsahan data. Setelah tahap ini kemudian menafsirkan data dalam mengolah
hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu.
Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan penulis tidak jauh berbeda dengan
apa yang disajikan pada teori di atas. Setidaknya ada 5 tahapan yang dilakukan
oleh penulis dalam melakukan analisis data, yaitu :

1. Pada tahap awal, penulis mengumpulkan data-data atau literatur yang
relevan dengan topik penelitian melalui berita online. Selelah berita
tersebut dibaca, dipahami, dan ditelaah kemudian ditarik kesimpulan
awal mengenai gambaran masalah yang akan diteliti, yakni tentang
Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta.

2. Setelah memahami tentang permasalahan yang akan diteliti, penulis
kemudian melakukan pengumpulan data kembali, data tambahan yang
dikumpulkan adalah literatur berupa dokumen-dokumen berkaitan
dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Dokumen yang diperoleh
merupakan data resmi yang berkaitan dengan objek penelitian berupa
Berita Acara Pemeriksaan, Risalah Sidang DPRD Kota Yogyakarta, dan
beberapa dokumen lainnya seperti aturan Peraturan Daeran serta

Undang-Undang.
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3. Untuk memperdalam kembali Kkeseluruhan data-data yang telah
dikumpulkan, maka dilakukan wawancara. Dalam wawancara ini
dilakukan juga verifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Agar
mendapatkan infromasi yang maksimal, penulis melakukan wawancara
langsung kepada pihak berkaitan langsung dengan keterjadian kasus yang
menjadi objek penelitian serta ahli yang dianggap kompeten memberikan
keterangan terhadap objek yang diteliti seperti Kepala Divisi Investigasi
BPKP Perwakilan DIY, dan Penulis Pukat Korupsi FH UGM. Pemilihan
narasumber untuk wawancara tersebut didasarkan pada kapasitas dan
kompetensinya untuk menjawab pertanyaan terkait dengan data yang
ingin penulis peroleh.
4. Setelah keseluruhan data literatur dan hasil wawancara terkumpul, penulis
lalu menguraikan data tersebut secara deskriptif dan terperinci untuk
menggambarkan kejadian ataupun peristiwa yang sebenarnya yang
terjadi.
5. Tahap akhir setelah data-data tersebut diuraikan berdasarkan oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten maka dapat ditarik kesimpulan yang akan
digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
3.8. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian kredibilitas data didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu
terdiri atas uji kredibilitas (derajat kepercayaan) dan uji transferability (Sugiyono,
2012). Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan

tersendiri.
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3.8.1. Uji Kredibilitas

Data dalam penelitian kualitatif harus benar-benar valid. Ukuran
validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah
sudah tepat, benar, dan sesuai. Alat untuk menjaring data penelitian
kualitatif terletak pada penelitian yang dibantu dengan metode
wawancara dan observasi dan studi dokumen. Dengan demikian yang
diuji ketepatannya adalah kapasiatas penulis dalam merancang fokus,
menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan
data, menganalisis dan menginterpretasikan, dan melaporkan hasil
penelitian yang kesemuanya itu menunjukkan konsistensi satu sama lain
(Satori dan Komariah, 2009).Uji kredibilitas data atau kepercayaan
terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan ketekunan
pengamatan, triangulasi, diskusi analitik, dan menggunakan bahan
referensi (Moleong, 2005).

3.8.1.1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara

konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan

proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha

membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang dapat

diperhitungkan dan apa yang tidak (Erviani, 2010).

3.8.1.2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Artinya memanfaatkan
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data dari berbagai sumber dan berbagai waktu untuk melakukan
pengecekan data. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan
karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan
informal tidak dapat dilakuakan dengan alat-alat uji statistik
akan tetapi melalui pembanding atau pengecekan suatu data
terhadap data lain. Dengan demikian terdapat triangulasi
sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi
waktu (Sugiyono, 2012).
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui
beberapa sumber.
b. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Triangulasi teknik pengumpulan data terdapat dua strategi
yaitu pengecekan derajat kepercayan penemuan hasil
penelitian  beberapa teknik pengumpulan data dan
pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data
dengan metode yang sama.
c. Triangulasi Waktu
Waktu kadang sering mempengaruhi kredibilitas data. Data
yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari
pada saat informana atau narasumber masih segar, belum

menemui banyak masalah, akan memeberikan data yang
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lebih relevan sehingga lebih kredibel. Dalam hal ini

pengujian dilakukan dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka

dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan

kepastian data tersebut (Sugiyono, 2012).
3.8.1.3. Diskusi Analitik

Diskusi analitik dapat menyingkap kemelencengan
penulis dan pengertian mendalam ditelaah yang nantinya
menjadi dasar Klarifikasi penafsiran. Pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan agar disusun sehingga dapat diklarifikasikan
menurut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan teori
substantive, metodologi, hukum dalam peraturan, etika dan lain-
lain yang relevan. Penulis sebagai pemimpin diskusi hendaknya
sepenuhnya menyadari posisisi, keadaan, dan proses yang
ditempuhnya sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan
(Lincoln & Guba, 1985).
3.8.1.4. Menggunakan Bahan Referensi
Bahan referensi adalah data pendukung untuk

membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Data hasil
wawancara sebisa mungkin dapat direkam sehingga dapat
mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh penulis

(Sugiyono, 2012).
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3.8.2. Uji Transferability
Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian
kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan (Sugiyono,

2012). Agar orang lain atau pihak eksternal dapat memahami hasil

penelitian kualitatif, sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil

penelitian tersebut, maka penulis harus memberikan uraian yang rinci,
jelas, sistematis, dan dapat dipercaya dalam membuat laporannya.

Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian

tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bilamana
pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian
jelasnya, maka suatu hasil penelitian dapat diberlakukan transferability,
maka penelitian tersebut dapat memenuhi standar transferabilitas.

Dalam Penelitian ini, untuk menguji keabsahan data penelitian
maka hal yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian
kualitatif. Caranya dengan melakukan peningkatan ketekunan dalam
penelitian terhadap literatur atau data-data yang telah diperoleh.
Seperti Dokumen Perkara Kasus Korupsi DPRD Kota Yogyakarta
Kejari Yogyakarta atau BAP Kejaksaan Negeri Yogyakarta, aturan
Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Himpunan

Lembaran Daerah Kota Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 22 tahun
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1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 110
Tahun 2000, Putusan MA, serta dokumen dan data-data pendukung
lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

. Cara lain yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yakni
dengan cara triangulasi teknik, yaitu mengecek data kepada sumber
yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh berupa
BAP Kejaksaan Negeri Yogyakarta lalu dicek dengan metode
wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dan pihak yang
dianggap paham terkait kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota
Yogyakarta.

. Selanjutnya dalam uji transferabilitas atau keteralihan penulis dalam
melaporkan hasil penelitiannya dilakukan dengan mengurai atau
menjabarkan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan
keseluruhan proses penelitian. Seperti menjelaskan kronologi kasus
yang terjadi, menjelaskan proses pembuktian menggunakan akuntansi
forensik, menjelaskan perilaku dan motivasi pelaku korupsi Dana
Purna Tugas dengan menggunakan perspektif fraud triangle dan fraud
element triangle, serta menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan
oleh DPRD Kota Yogyakarta untuk mencegah terjadinya kecurangan
khususnya di bidang legislative.

Terakhir dalam uji dependability dan konfirmability dengan
melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya

dilakukan oleh auditor yang independen, dalam hal ini yang bertindak
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sebagai auditor adalah dosen pembimbing untuk mengaudit
keseluruhan aktivitas penulis dalam melakukan penelitian yang

dilakukan oleh penulis.
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BAB IV
PEMBAHASAN
Pengenalan Bab

Pada bab ini menjelaskan seluruh pembahasan penelitian yang diperoleh

dilapangan ketika meneliti. Data yang disajikan merupakan representasi dari kasus

korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta dan penggunaan audit

forensik atau akuntansi forensik dalam mengungkap kasus ini yang selanjutnya

dijelakan berdasarkan temuan penulis berupa hasil wawancara, telaah pada berkas

perkara dengan mengkorelasikan pada teori yang ada. Dalam pembahasan ini pula

dimaksudkan untuk menjawab seluruh rumusan yang telah disusun.

4.2.

Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan
Deskripsi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota
Yogyakarta 1999-2004

4.2.1. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang
anggotanya dipilih oleh masyarakat yogyakarta dan merupakan
representatif perwakilan masyarakat kota Yogyakarta. DPRD Kota

Yogyakarta memiliki tiga fungsi utama yakni :

1. Fungsi Legislasi (membuat peraturan), diwujudkan dalam
membentuk  peraturan  daerah  bersama  kepala  daerah
(walikota/bupati).

2. Fungsi anggaran(Budgeting), diwujudkan dalam menyusun dan

menetapkan APBD bersama pemerintah daerah (eksekutif).
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3. Fungsi pengawasan (Monitoring), diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah,
keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah.

Dalam menjalankan fungsinya itu, DPRD harus memperhatikan
aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya (konstituen) karena mereka
(anggota dewan) bekerja atas nama rakyat untuk kepentingan rakyat.
DPRD Kota Yogyakarta merupakan lembaga legislatif di Kota
Yogyakarta, beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono 43 Yogyakarta.
Menjalankan fungsi kedewanan, DPRD Kota Yogyakarta memiliki alat
kelengkapan sebagai berikut (TATIB-DPRD, 2010):

1. Pimpinan; yang dimaksud sebagai pimpinan adalah terdiri dari satu
orang ketua dan dua orang wakil ketua. Secara umum unsur pimpinan
bertugas untuk memimpin sidang yang dilakukan oleh DPRD dan
menyimpulkannya untuk diambil keputusan.

2. Badan Musyawarah; merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan
keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah bertugas untuk :

a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu)
masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang,
perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu
penyelesaian rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak

mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
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b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam
menentukan garis kebijakan yang meyangkut pelaksanaan tugas
dan wewenang DPRD;

c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat
kelengkap-an DPRD yang lain untuk  memberikan
keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas
masingmasing;

d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna
kepada Badan Musyawarah.

3. Komisi; merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaanDPRD.
Adapun tugas dari komisi ini adalah sebagai berikut :

a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan
rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas
komisi;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
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d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian
masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat
kepada DPRD;

e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti
aspirasi masyarakat;

f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di
daerah;

g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas
persetujuan pimpinan DPRD;

h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam
ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan

j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang
hasil pelaksanaan tugas komisi.

Beradasarkan tugas tersebut, maka dibentuk empat komisi yang

masing-masing mempunyai tangung jawab yang berbeda yaitu :

1) Komisi A : Pemerintahan
Pemerintahan meliputi bidang/sub bidang : Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi,
Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan
Informatika, Perlindungan Masyarakat.

2) Komisi B : Perekonomian dan Keuangan
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Perekonomian dan Keuangan meliputi bidang/sub bidang
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Penanaman
modal, Pariwisata, Administrasi Keuangan Daerah.

3) Komisi C : Pembangunan.

Pembangunan meliputi bidang/sub bidang : Energi dan Sumber
Daya Mineral, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup.

4) Komisi D : Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang/sub bidang : Pendidikan,
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera, Sosial, Nakertrans, Pemuda dan Olahraga,
Perpustakaan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, Agama.

4. Badan Legislasi Daerah; merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Badan legislasi
daerah mempunyai tugas antara lain :

a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar
urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya
untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dengan
mempertimbangkan masukan dari masyarakat;

b. mengkoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD

dan Pemerintah Daerah;
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c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan
program prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota,
komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan
daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah
yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di
luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar
rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi
daerah;

f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui
koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan
peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik
yang sudah maupun yang sudah maupun yang belum terselesaikan
untuk dapat digunakan sebagai bahan olen Komisi pada masa
keanggotaan berikutnya;

5. Badan Anggaran, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat
tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan

DPRD. Adapun tugas badan anggaran adalah sebagai berikut :
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. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran
DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan
sebelum ditetapkannya APBD;

. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada
komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka
pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan
plafon anggaran sementara;

. Memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam
mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD dan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang
APBD dan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi
gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;

. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah
terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh
walikota;

. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan

anggaran belanja DPRD;
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6. Badan Kehormatan; merupakan alat kelengkapan DPRD yang

bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan

keanggotaan DPRD. Adapun tugas badan kehormatan antara lain:

a.

Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/ atau kepatuhan terhadap
moral, kode etik, dan/ atau peraturan tata tertib DPRD dalam
rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan Kkredibilitas
DPRD;

Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD
terhadap peraturan tata tertib dan/ atau kode etik DPRD;
Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan

pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/ atau masyarakat; dan

. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan,

verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c

kepada rapat paripurna DPRD.

7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat

paripurna, merupakan alat kelengkapan yang tidak bersifat tetap, dan

dibentuk melalui rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari

badan musyawarah. Jadi alat kelengkapan ini hana bersifat insidental

yang akan dibentuk sesuai kebutuhan saat itu, misalnya pantia

anggaran, yang khusus untuk membahas tentang rencana anggaran

bersama eksekutif. Dalam menjalankan aktivitasnya, DPRD dibantu

oleh Sekretariat Dewan (Sekwan).Sekwan adalah unsur PNS dari

pemerintah Kota Yogyakarta yang memfasilitasi segala kebutuhan
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dewan dalam menjalankan fungsi kedewanan. Dengan kata lain
Sekwan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Dalam
aktivitasnya di DPRD, Sekwan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang
secara operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan
secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota Yogyakarta
melalui sekretaris DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
menyediakanserta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
olen DPRD sesuai dengan kemampuankeuangan daerah. Untuk
mendukung tugas dan fungsi kesekretariatannya, maka di dalam
Sekretariat DPRD juga memiliki beberapa bagian, yaitu : bagian
persidangan, bagian keuangan, bagian umum, dan bagian humas dan
perundang-undangan.
4.2.2. Deskripsi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota
Yogyakarta 1999-2004
Kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta pada
awalnya muncul atas laporan dari LSM yang tergabung dalam LSM
MASAPEDE (Maysarakat Anti Pesangon Dewan). LSM ini
mempertanyakan terkait uang pesangon atau uang penghargaan
pengabdian anggota dewan di akhir masa bakti yang diberikan kepada 40
masing-masing anggota dewan sebesar Rp 75.000.000,- (sebelum

dipotong pajak). Bukan hanya DPT saja yang menjadi tinjauan LSM
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tersebut melaporkan para anggota dewan, dimana mereka menaruh
kecurigaan terhadap dugaan kasus korupsi pada penganggaran Dana Tali
Asih TA 2002 dan 2003 yang kemudian dilanjutkan tuntutan mereka
terhadap DPT.
Gambar 4.1.
Proses Pengungkapan Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota

Yogyakarta 1999-2004

Laporan LSM

MASAPEDE
Ada UU yang tidak
DPT DPRD Kota Diterapkan
Yogyakarta _—— —_—
1555-2004
- A 4 \ Operasilntelejen
Kejaksaan W A Yustisial KEJATI
- - -
Tinggi DIY {Penyelidikan)
A
W @

Saksidan
OperasiIntelejen laporanOperasi | N J[ 77 Saksi Ahli
Yustisial KEJARI Yustisial Intelejen
{Penyelidikan)
@ @ Terindikasi
A

Dianggap
tidak ada
N\ Penyidikan /

y
Kejaksaan
Negeri
Yogyakarta

pelanggar

Sumber : Diolah dari Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan
Negeri Kota Yogyakarta
Pada awalnya kasus ini dibebankan kepada Kejaksaan Negeri
Kota Yogyakarta atas penugasan dari Kejaksaan Tinggi DIY yang ketika

itu langsung dilaksanakan operasi intelejen yustisian. Namun, dalam
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perjalanannya tim dari kejaksaan negeri tidak menemukan adanya tindak
pidana korupsi dan kerugian Negara yang ditimbulkan dari penerbitan
kebijakan DPT DPRD tersebut karena masih dalam koridor tidak
menyalahi undang-undang yang berlaku.

Dari hasil laporan operasi yang dilakukan oleh kejari kota
Yogyakarta, kejaksaan tinggi menindaklanjuti dengan mengkaji kembali
yang menghasilkan temuan dimana ada regulasi yang tidak di terapkan
dalam penyusunan kebijakan ini. Setelah disimpulkan, Kejaksaan Tinggi
DIY kembali membuka kasus tersebut dengan membentuk tim untuk
melakukan Operasi Intelejen Yustisian dan memulai penyelidikan
berdasarkan Laporan Operasi Intelejen Nomor : R-OPSIN-
02/0.4.3/Dek.3/02/2005. Dalam perjalanan operasi ini, untuk menunjang
pengambilan keputusan dan pertimbangan hokum para penyidik
melibatkan akademisi dalam bidang hokum pidana dan hokum tatanegara
untuk menilai sejauh mana kebenaran atau kesalahan dari kasus tersebut
(Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

Berdasarkan keterangan saksi yang dimintai keteranggannya dan
dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengambilan keputusan, tim
Operasi  Intelejen  Yustisial  menyimpulkan  bahwa  terdapa
penyalahgunaan dan pelanggaran hokum dalam asus tersebut. Dengan
adanya keyakinan tersebut pada akhirnya kasus ini ditingkatkan status

pemeriksaannya menjadi penyidikan dengan diterbitkannya Sprindik
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Nomor ; PRINT-56/0.4/Fd.1/04/2005 (Berkas Perkara DPT DPRD Kota
Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).
Pengungkapan dan Penyelesaian Kasus
4.3.1. Modus Operandi Pelaku

Dalam proses penyidikan, para penyidik memulai dengan
mencari informasi yang dianggap dapat menunjang proses penyidikan,
dimana penyidik melibatkan beberapa unsur penting dengan jumlah saksi
sekitar 53 orang terbagi dalam unsur eksekuti atau pemerintah daerah
kota Yogyakarta, legislative yaitu mereka yang sedang dan telah selesai
menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta, dan akademisi yang
merupakan pakar hokum sebagai saksi ahli. Hasil dari pemeriksaaan ini
penyidik menetapkan 17 tersangka yakni, Nazaruddin, SH., Ir. H.
Sukardi Yani, MM., Nanda Irwan, SH., Turino Junaidy, Drs. Tjatur
Gono, Awang Nuryanto, Drs. Suhartono, ST., M. Syalthut Aridloi, SE.,
Drs. Herkitanto Djawadi C., H. Totok Pranowo, BA., Ary Dewanto, M.
Surandi, Andreas Nino, SE. MM., Ir. Cinde Laras Yulianto, Arief Eddy
Subianto, dan Mayor (Sus) Catur Sudarmadi. (Berkas Perkara DPT
DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

Dalam mengurutkan keterjadian kasus ini penyidik mengurutkan
kronologi pengusulan, perencanaan, penganggaran, sampai dengan
regulasi tersebut direalisasikan sebagai berikut (Putusan MA No. 150

K/Pid.Sus/2009):
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Gambar 4.2.
Alur Penganggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

TA 2004 yang Didalamnya Terdapat Anggaran Dana Purna Tugas
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- Selasa, 4 November 2003 (Gedung DPRD Kota Yogyakarta)
Para terdakwa dan saksi (anggota DPRD) mengikuti rapat paripurna
DPRD dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota Kota
Yogyakarta tentang Raperda APBD TA 2004, yang didalam Rencana
Anggaran Belanja DPRD Uang penghargaan tidak dianggarkan.

- Hari dan tanggal yg tidak dapat ditentukan antara bulan Nopember
2003 s/d Desember 2003
Rapat Intern Panitia Anggaran dimana timbul aspirasi dari fraksi-fraksi
untuk mengusulkan adanya anggaran uang penghargaan dengan landasan
hokum Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No: 24/K/DPRD/2000
tentang Susunan Kedudukan Keuangan DPRD Pasal 15. Selanjutnya
masih dalam rentang waktu yang sama terdapat pembahasan besaran
Uang Penghargaan dimana masing-masing fraksi menyampaikan usulan
mulai dari Rp 30.000.000,-, Rp 50.000.000,-, s/d Rp 150.000.000,-.
Berkali-kali rapat kordinasi antar pimpinan fraksi untuk menentukan
besaran namun belum tercapai kesepakatan dan dikembalikan kepanitia
anggaran.

- Senin, 29 Desember 2003 (Gedung DPRD Kota Yogyakarta)
Tindak lanjut Panitia Anggaran dengan acara kordinasi Intern Oanitia
Angaran tentang RAPBD DPRD dan Sekretariat DPRD TA 2004 dan

belum mendapat kesepakatan
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- Selasa, 30 Desember 2003 pk 9.30 WIB (Gedung DPRD Kota
Yogyakarta)
Lanjutan Rapat Intern Panitia Anggaran memutuskan angka DPT dengan
menjumlah seluruh usulan dan membagi dengan jumlah fraksi yang
hasilnya DPT yang dianggarkan yakni masing-masing Rp75.000.000,-
untuk setiap anggota dewan yang berjumlah 40 orang dalam Anggaran
Belanja DPRD Kota Yogyakarta mata Anggaran Belanja Administrasi
Umum, kode rekening 2.01.01.1.1.01.2 Pos Belanja Tetap dan Tunjangan
Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 3.000.000.000,-

- Selasa, 30 Desember 2003 pk 10.00 WIB (Gedung DPRD Kota
Yogyakarta)
Diselenggarakan rapat paripurna intern DPRD yang dipimpin oleh
Bahtanisyar Basyir, SE dan terdakwa 2 Ir. H. Sukardi Yani, MM., selaku
pimpinan DPRD Kota Yogyakarta dengan acara Penetapan Keputusan
DPRD kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota
Yogyakarta. Dalam rapat tersebut, Panitia Anggaran mengusulkan
supaya keputusan rapat Panitia anggaran tentang penetapan uang
penghargaan Rp 75.000.000 segera diputuskan dan dicantumkan dalam
Anggaran Belanja DPRD mata anggaran Belanja Administrasi Umum,
kode rekening 2.01.01.1.1.01.2 Pos Belanja Tetap dan Tunjangan
Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 3.000.000.000. sekalipun ada
interupsi dari saksi H.M. Wasul Widya Pranata, BA yang tidak

menyetujui anggaran uang penghargaan dicantumkan dalam pos rekening
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diatas dan dasar yang menyatakan beliau tidak setuju juga bahwa jumlah
yang diusulkan terlalu besar. Dari interupsi tersebut anggota dari Fraksi
Persatuan Islam tersebut mengusulkan hanya Rp 30.000.000. Dan
akhirnya Rapat Paripurna memutuskan Keputusan DPRD Kota
Yogyakarta Nomor: 30/K/DPRD/2003, tanggal 30 Desember 2003
tentang Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota
Yogyakarta dengan mencantumkan usulan hasil rapat intern Panitia
Anggaran (DPRD Kota Yogyakarta, 2003).

Selasa, 30 Desember 2003 pk 19.30 WIB (gedung DPRD Kota
Yogyakarta)

Dilangsungkan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta dengan agenda
Penetapan RAPBD TA 2004 menjadi APBD TA 2004 melalui Keputusan
DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 31.K/DPRD/2003 terhadap penetapan
PERDA Kota Yogyakarta Nomor : 6 Tahun 2003 tentang APBD TA
2004. Didalamnya telah disetujui pula anggaran uang penghargaan
sebesar Rp 3.000.000.000 (DPRD Kaota Yogyakarta, 2003)

Rabu, 28 Januari 2004 (Gedung DPRD Kota Yogyakarta)

Pimpinan DPRD menyelanggarakan Rapat Pimpinan yang mengundang
Pimpinan Panitia Anggaran dan saksi Arief Eddy Subianto dengan acara
kordinasi membahas Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29
Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggorta DPRD. Dari hasil rapat pimpinan tersebut

memutuskan bahwa surat dari Mendagri agar dibahas di Panita Anggaran
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agar kemudian DPRD akan mengambil sikap. Dan Panita Anggaran
langsung mengadakan rapat Intern Panita anggaran dengan pembahasan
terkait surat Mendagri yang berkesimpulan bahwa surat tersebut hanya
dijadikan “Referensi” atay “bacaan” dan hasil dari rapat tersebut
disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.

Bulan Februari (keterangan waktu tidak diketahui)

Pimpinan Bahtanisyar Basyir, SE menerima surat dari Walikota
Yogyakarta tentang perbandingan anggaran DPRD antara Surat Edaran
Mendagri dengan anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 yang berisi
“ Pada prinsipnya perlu disikapi dan dilakukan pencermatan kembali,
pada lampiran 1 butir 9 tentang uang penghargaan DPRD Kota sebesar
Rp 75.000.000,- peranggota, karena didalam Surat Mendagri Nomor
161/3211/SJ tersebut tidak diatur”. Hasil dari surat itu tidak ditindak
lanjuti ke Panitia anggaran dengan alasan kode suratnya bersifat rahasia
maka surat tersebut hanya boleh diketahui oleh Pimpinan dan Sekretaris
DPRD untuk diarsipan padahal Ir. Sukardi Yani, MM., dan Nanda Irwan,
SH., selaku salah satu bagian dari pimpinan yang merangkap sebagai
anggota Panitian Anggaran seharusna dibahas dan dicermati oleh panitia
Anggaran yang mempunyai Hak untuk melakukan perubahan Anggaran
Belanja DPRD.

16 April 2004 (gedung DPRD Kota Yogyakarta)

Ketua DPRD mengundang Komisi A dan Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah (BPKD) untuk rapat pimpinan yang dihadiri oleh terdakwa wakil
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Ketua DPRD Ir. H. Sukardi Yani, MM., dan Nanda Irwan, SH, dan saksi
lainnya dengan acara membahas realisasi anggaran DPRD Kota
Yogyakarta TA 2004, yang hasilnya : “untuk realisasi anggara TA 2004,
pada pos Belanja Pegawai, Belanja Tetap, Khususnya Uang
Penghargaanm perlu dibuat keputusan pimpinan DPRD Kota
Yogyakarta. Seharusnya para terdakwa diatas menyarankan untuk tidak
diterbitkan Keputusan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta
periode 1999-2004 melainkan untuk diadakannya revisi dengan
membatalkan anggaran khusus uang penghargaan karena tidak diatur
dalam Surat Mendagri No 161/3211/SJ bahkan bertentanggan dengan
rasa keadilan atau norma kehidupan social dalam masyarakat mengingat
defisit anggaran tidak sedikit dan kesejahteraan masyarakat masih sangat
perlu ditingkatkan.

20 April 2004 (Gedung DPRD Kota Yogyakarta)

Tindak lanjut rapim tanggal 16 April 2004 diterbitkanlah Keputusan
Pimpinan Nomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004 tentang pemberian uang
penghargaa kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Dan selanjutnya
Ketua DPRD berdasarkan Keputusan diatas memerintah sekretaris DPRD
Kota Yogyakarta untuk membuat dan mengusulkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) tanggal 20 April 2004 kepada walikota untuk
mendapat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) uang penghargaan.
Selanjutnya Walikota menerbitkan SPMU Nomor : 530, yanggal 22 April

2004 yang ditandatangani BPKD dan akhirnya uang penghargaan itupun
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dicairkan melalui Bank BPD Senipati oleh Pemegang Kas Sekretari
DPRD Kota Yogyakarta dan uang tersebut diberikan kepada 39 orang
anggota DPRD dalam 3 tahap. Dengan demikian para Terdakwa justru
mempercepat menerima uang penghargaan jauh sebelum akhir masa
bakti DPRD yang baru berakhir tanggal 12 Agustus 2004

Sekitar Bulan Juli 2004

Pimpinan Dewan menerima Surat dari Mendagri  Nomor:
163.1/7/711/OTDA, tanggal 24 Mei 2004 tentang Tunjangan Purna Bakti
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berisi : “Penyediaan Belanja
DPRD dalam APBD supaya berpedoman pada surat Mendagri Nomor :
161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD*. kemudian surat
tersebut diteruskan kepada Panitia Anggaran untuk dicermati oleh Panitia
Anggaran, hasil pencermatan Panitia Anggaran termasuk para Terdakwa
telah memutuskan bahwa Surat Mendagri Nomor : 163.1 /711/0OTDA
tanggal 24 Mei 2004 tersebut hanya sebagai “Referensi “ dan Panitia
Anggaran tetap tidak melakukan perubahan/ pembatalan anggaran uang
penghargaan, padahal jelas uang penghargaan tersebut tidak diatur dalam
Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ. Selanjutnya panitia Anggaran tidak
mengusulkan atau memberikan saran untuk melakukan perubahan
Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 menyesuaikan
dengan surat Mendagri khususnya untuk uang penghargaan melainkan

justru ikut menyetujuai keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut



72

tentang perubahan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003, yaitu
perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja daerah tanggal 29 Juni 2004

4.3.2. Penanganan Hukum

Setelah dilakukannya penyidikan dan penyelidikan, proses yang
dilakukan selanjutnya adalah penuntutan yang dimana proses ini adalah
proses penentuan apakah suatu kasus dinyatakan benar atau salah
didepan hokum. Dalam kasus ini para pelaku melakukan upaya hokum
sampai dengan MA dimana para pelaku tidak merasa mendapatkan
keadilan dalam upaya hokum sebelumnya yakni di tingkatan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi. Adapaun salah satu pelaku yakni Ketua
DPRD Kota Yogyakarta ketika itu melakukan upaya hokum luar biasa
yakni Peninjauan Kembali (BAP terpisah) yang ketika itupun hasil PK
tersebut ditolak kembali oleh MA.

Dalam upaya hokum yang dilakukan penyidik menggunakan
beberapa dasar yang dijadikan alat bukti dan pembuktian yang dianggap
bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh anggota Panitia Anggaran
DPRD Kaota Yogyakarta adalah salah. Diperkuat dengan keterangan saksi
ahli yang memberatkan melalui dengan perspektif ahli tersebut juga lah
yang dijadikan pertimbangan perbuatan yang telah dilakukan cacat
hokum walaupun sampai saat ini pelaku tetap berkeyakinan bahwa apa

yang dilakukannya sesuai dengan peraturan yang ada.
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4.3.2.1. Alat Bukti

Dalam perkara korupsi ini majelis hakim agung yang
memimpin sidang mempertimbangkan dan memberikan putusan
berdasarkan atas bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Adapun
bukti yang dijadikan pertimbangan dalam memutus antara lain

(Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan

Negeri, 2012):

1. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 903/263 Tanggal 19
Februari 2004 Hal : Telaah Anggaran DPRD Kota
Yogyakarta,;

2. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kota
Yogyakarta yang disampaikan pada Penyampaian Nota
Keuangan Walikota tanggal 4 Nopember 2003;

3. Tanda Terima Uang Presensi Rapat :

- Tanggal 29 Desember 2003, pk.14.00 dan pk.16 .00
WIB, Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE
tentang Pembahasan RAPBD TA. 2004;

- Tanggal 30 Desember 2003, pk.10.00 WIB, Rapat
Paripurna DPRD;

- Tanggal 30 Desember 2003, pk.14.00 wib dan pk.16.00
wib, Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE tentang

Pembahasan Lanjutan RAPBD TA.2004;
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- Tanggal 28 Januari 2004, Rapat Pimpinan DPRD
dengan Pimpinan Panitia Anggaran membahas Surat
Mendagri No.161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003
perihal Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD;

- Tanggal 16 April 2004, pk.08.00 dan pk.10.00 WIB,
Rapat Pimpinan DPRD membahas Realisasi Anggaran
DPRD;

DPRD Kota Yogyakarta No : 3/K/DPRD/1999, tanggal 23

September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib;

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No. 34/K/DPRD/2000,

tanggal 20 Desember 2000 tentang Kedudukan Keuangan

DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta;

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No. 30/K/DPRD/2003,

tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran Belanja

DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat

DPRD Kota Yogyakarta TA. 2004;

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No 31/K/DPRD/2003,

tanggal 30 Desember 2003 tentang Persetujuan DPRD Kota

Yogyakarta Terhadap Penetapan Perda Kota Yogyakarta ;

Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta No

19/K/PIMP/ DPRD/2004, tanggal 20 April 2004 tentang
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14.
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Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Yogyakarta ;

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No : 10/K/DPRD/2004,
tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan DPRD Kota
Yogyakarta Terhadap Penetapan Perda Tentang Perubahan
APBD TA.2004;

Keputusan Walikota Kota Yogyakarta No : 164/KI1D/2004,
tanggal 22 April 2004 tentang Penerbitan SPM Pengisian
Kas Lebih Dari Sepuluh Juta Pada DPRD Kota Yogyakarta

Surat Menteri Dalam Negeri No 161/3211/SJ , tanggal 29
Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Surat Walikota Kota Yogyakarta No : X.910/011, tanggal
20 Februar i 2004 tentang Telaahan Anggaran DPRD Kota
Yogyakarta ;

Surat Menteri dalam Negeri No. 163.1 /711 /OTDA, tanggal
24 Mei 2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD;

Hasil rapat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Rabu tanggal
28 Januari 2004 dengan acara Koordinasi membahas Surat
Mendagri Nomor : 161/3211/SJ) , tanggal 29 Desember

2003;
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Surat Walikota Kota Yogyakarta No : 172/2109, tanggal 23
Juni 2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD;

SKO tanggal 1 April 2004 Nomor 102/KD/SKO/2004,
Kode reken ing 2.01.01.1.1.01.09.2 sebesar
Rp3.000.000.000, - ;

Surat Perintah Membayar TA.2004, tanggal 22 April 2004
Nomor SPM 530;

Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Nomor 27a
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang di tujukan kepada
Walikota Yogyakarta (BPKD) ;

Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2004 Bulan
April 2004,

Surat pernyataan untuk SPP Pengisian Kas;

Perincian penerimaan dan pengeluaran Kode rekening
2.01.01.1.1.01.09.2 TA.2004, tanggal 30 April 2004;

Bukti Kas Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
untuk pembayaran uang penghargaan bagi anggota DPRD
Kota Yogyakarta masa bhakti 1999- 2004 tanggal 30 April
2003, sebesar Rp2.625.000 .000 , - beserta bukti penyetoran
PPH;

Tanda Penerimaan Uang Penghargaan Bagi anggota DPRD

Kota Yogyakarta Masa Bhakti 1999- 2004;
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24. PERDA Kota Yogyakarta No. 6/2003, tanggal 30 Desember
2003 tentang APBD Kaota Yogyakarta TA. 2004;

25. PERDA Kota Yogyakarta No. 5/2004, tanggal 29 Juni 2004
tentang Perubahan APBD Kota Yogyakarta TA. 2004;

4.3.2.2. Tindakan dan Peraturan yang Dilanggar

Kasus ini pada mulanya terlihat bias dikarenakan tidak
terlihat adanya peraturan undang-undang atau tata tertib yang
dilanggar. Namun dalam perjalanannya ada hal yang perlu
dicermati tentang prosedur dan kepatuhan yang seharusnya
dilakukan yang pada akhirnya tidak dilakukan. Hal tersebut
selanjutnya melanggar hokum normatif yang menyebabkan
kasus tersebut dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Jelas kaitanya ketika kebijakan ini terlihat pada
akhirnya hanya sebagai alat untuk memperkaya pribadi dan
kelompok, dimana secara hokum yang berlaku di Indonesia
menyatakan adanya kesalahan yang menyebabkan adanya
kerugian negaran dan cacat hokum. Dalam hal ini penulis
mencoba menjelaskan regulasi atau peraturan yang dilanggar
dalam penyusunan kebijakan DPT ini diantaranya (Berkas
Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012):
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 19 diatur bahwa DPRD

mempunyai hak antara lain : “Menentukan Anggaran Belanja
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DPRD dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD*“ dan
“Pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib
DPRD%, sedangkan dalam pasal 21 anggota DPRD
mempunyai hak antara lain : “Keuangan/Administrasi‘ dan
“Pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib
DPRD*;
Bahwa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2003, tanggal 31
Juli 2003 mengenai Kedudukan Keuangan DPRD diatur
dalam Pasal 101 ayat (3) yang berbunyi : “Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan
Pemerintah* ;
Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah R.l. Nomor
105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan  dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang isinya
menyatakan : Pasal 4 “Pengelolaan Keuangan daerah di
lakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilandan
kepatutan® ;
Bahwa di dalam Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 menyatakan : Pasal 20 (2)

“Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud



79

pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja yang ber
tanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam
rangka penyusunan Rencana APBD dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan;

Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor :
3/K/DPRD/1999 tanggal 23 September 1999 tentang
Peraturan Tata tertib DPRD Kota Yogyakarta dan keputusan
DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 9/K/DPRD/2001 tanggal 27
April 2001 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kota
Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata
Tertib DPRD Kota Yogyakarta di dalam Pasal 53 mengatur
bahwa Panitia Anggaran mempunyai tugas : a. Melakukan
koordinasi dengan Walikota dalam mempersiapkan RAPBD,
perubahan dan penghitungannya; b. Menyusun Rencana
Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD
serta mengkoordinasikannya dengan Walikota guna
ditetapkan menjadi bagian dari APBD; c¢. Memberikan saran
dan pendapat untuk dijadikan sikap DPRD terhadap Nota
Keuangan dan RAPBD, Perubahan serta Penghitungannya
yang telah disampaikan oleh Walikota ; d. Menyusun
Rancangan Pengelolaan Anggaran Belanja DPRD dan
Anggaran Sekretariat DPRD guna ditetapkan dalam Rapat

Paripurna ; Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan
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: “DPRD berhak menyusun Anggaran Belanja DPRD dan
Anggaran Belanja Sekretariat DPRD dengan mengingat Hak
Protokoler, Keuangan dan Administrasi “ dan pasal 18
menyebutkan “yang pelaksanannya diatur oleh DPRD dan
Walikota sesuai Peraturan perundang- undangan yang
berlaku“ ;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
161/3211/SJ , tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
antara lain: “Menentukan mengenai penghasilan Pimpinan
dan Anggota DPRD meliputi Uang Representasi , Tunjangan
Keluarga , Uang Paket , Tunjangan Jabatan , Tunjangan
Khusus, Tunjangan Panitia , Tunjangan Komisi , Tunjangan
Badan kehormatan, Tunjangan Kesehatan®;

Disampingitu Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan
Telaahan Anggaran DPRD kepada Pimpinan DPRD Kota
Yogyakarta melalui suratnya tertanggal 20 Pebruari 2004,
Nomor : X.910/011 tentang perbandingan anggaran DPRD
Kota Yogyakarta TA 2004 dengan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor : 161/3211/SJ , tanggal 29 Desember 2003
yang is 1 nya ‘“Pada prinsipnya perlu disikapi dan dilakukan
pencermatan kembali, pada lampiran 1 butir 9, tentang uang

penghargaan DPRD Kota sebesar Rp75.000.000,-  per



81

anggota karena di dalam SE Menteri Dalam Negeri tersebut
tidak diatur® ;

Dari perbuatan pelaku diatas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku diindonesia, atas tindakan
yang melawan hokum pelaku dituntut dan diancam pidana
sesuai dengan pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang
Nomor 21 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.
4.3.2.3. Putusan Pengadilan

Kasus korupsi yang sudah melalui tiga tingkatan upaya
hokum mulai dari pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah
Agung dan dilanjutkan dengan melakukan upaya hokum luar
biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang ditempuh oleh salah
satu pelaku yaitu Bahtanisyar Basyir, SE (BAP terpisah dengan
putusan Nomor 19 PK/Pid Sus/2011). Titik akhir dari perjalanan
upaya hokum yang dilakukan oleh para pelaku ketika Majelis
Hakim MA membacakan putusan Nomor 150 K/Pid.Sus/2009
yang berkekuatan hokum tetap dan final atau disebut
inkracht van gewijsde dengan vonis pidana penjara selama 1
(satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- subsidair

selama tiga bulan kurungan dan membayar uang
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pengganti.(Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta
Kejaksaan Negeri, 2012).
Tabel 4.1.
Tabel Vonis Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota

Yogyakarta 1999-2004

Terdakwa Nama Denda

I Nazaruddin, SH Rp 9.450.000,-
1 H. Sukardi Yani., MM Rp 10.080.000,-
VI H. Awang Nuryanto Rp 9.450.000,-
VIl Drs. Suhartono Rp 9.450.000,-
VI M. Syalhut Aridloi Rp 9.450.000,-
IX Drs. Herkitanto Djawadi C. Rp 9.450.000,-

apabila para Terdakwa I, I, VI, VII, VIII, F dan IX tidak dapat membayar uang
pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka
diganti dengan pidana penjara selama 2 dua) bulan

Il Nanda Irwan Rp 62.250.000,-
vV Turino Junaidy Rp 57.250.000,-
\ Drs. Tjatur Gono Rp 62.250.000,-
X H. Totok Pranowo Rp 62.250.000,-
XI Ary Dewanto Rp 62.250.000,-
XII M. Surandi Rp 62.250.000,-
X1 Anderias Neno Rp 62.250.000,-

apabila para Terdakwa 11, 1V, V, X, XI, XII, dan XIII tidak dapat membayar uang
penggant i selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka
diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Sumber : Diolah dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150

K/Pid.Sus/2009
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Putusan diatas belum termasuk putusan yang dijatuhkan
kepada tiga pelaku lain yang memiliki BAP terpisah dengan
pelaku diatas. Dan ada salah satu pelaku yang melakukan upaya
hokum luar biasa atau (Peninjauan Kembali) dengan putusan
yang berbeda dan terpisah
Keterjadian Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota
Yogyakarta
4.4.1. Akuntansi Forensik

Dalam bagian ini selanjutnya akan dijelaskan kerja dari
akuntansi forensik dalam mengungkap kasus tersebut sampai dengan
kasus tersebut dikatakan sebagai kasus korupsi. Dalam pengungkapa
kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta penulis
mencoba membagi dua perspektif akuntansi forensik pada pengungkapan
di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan DIY. Di Kejari Kota Yogyakarta difokuskan
pada proses penyidikan dimana dalam membuktikan kasus ini menjadi
kasus korupsi penyidik melakukan beberapa proses pemeriksaan mulai
dari pemeiksaan saksi, tersangka dan saksi ahli yang dianggap kopeten.
Peran BPKP DIY dalam kasus ini yakni membantu instansi (Kejari
Yogyakarta) yang melakukan permintaan untuk menghitung jumlah

kerugian negara yang terjadi dikarenakan adanya kasus ini.

Pada kasus ini proses audit forensik yang dilakukan oleh

Kejaksaan yakni melakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mendukung
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proses hukum yang sedang berlangsung seperti pemeriksaan saksi-saksi
dan saksi ahli, penyitaan barang bukti yang dianggap dapat membantu
penyidik dalam membuktikan keterjadian tindak pidana korupsi, serta
tuntutan-tuntutan yang didakwakan kepada pelaku korupsi sebagai dasar
hukum yang menyatakan tindakan yang sudah dilakukan oleh pelaku
adalah hal yang tidak dibenarkan. Dalam proses ini penyidik setidaknya
melakukan pemanggilan kepada saksi yang dianggap dapan mendukung
proses penyidikan, sekurang-kurangnya tercatat ada 53 saksi yang
dipanggil dan memberikan keterangan kepada penyidik dimana dari ke
53 orang saksi tersebut berasal dari unsur pemerintah yang terdiri dari
walikota, sekda dll, kemudian dari pihak DPRD Kota Yogyakarta, serta
akademisi yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan
sebagai saksi ahli .(Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta

Kejaksaan Negeri, 2012).

Selain saksi, dalam proses ini juga penyidik melakukan
pengumpulan barang bukti berupa dokumen serta arsip-arsip yang
mendukung dalam pembuktian karena dokumen-dokumen serta arsip
tersebut merupakan bagian dari kronologi kasus ini. Ada pun bukti-bukti
arsip dan dokumen yang diperoleh diantaranya .(Berkas Perkara DPT

DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012):

1) Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepada
Walikota Yogyakarta Nomor : 903/263 Tanggal 19 Februari 2004

Hal : Telaah Anggaran DPRD Kota Yogyakarta;
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3)

4)
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Surat Kepala Badan Pengelo laan Keuangan Daerah (BPKD) kepada
Walikota Yogyakarta Nomor : 173/566 Tanggal 23 Maret 2004 Hal
Telaah Surat dari Pemprop DIY No: 173/0884;

Tanda Terima Uang Presensi Rapat :

- Tanggal 29 Desember 2003, pk.14.00 dan pk.16 .00 WIB,
Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE tentang Pembahasan
RAPBD TA. 2004,

- Tanggal 30 Desember 2003, pk.10.00 WIB, Rapat Paripurna
DPRD;

- Tanggal 30 Desember 2003, pk.14.00 wib dan pk.16.00 wib,
Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE tentang Pembahasan
Lanjutan RAPBD TA.2004;

- Tanggal 28 Januari 2004, Rapat Pimpinan DPRD dengan
Pimpinan Panitia Anggaran membahas Surat Mendagri
N0.161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- Tanggal 16 April 2004, pk.08.00 dan pk.10.00 WIB, Rapat
Pimpinan DPRD membahas Realisasi Anggaran DPRD;

Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta

DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2004 beserta SK Walikota

Yogyakarta Nomor 46/KD/BEL/DASK Tahun 2004 tentang

pengesahan Dokumen anggaran satuan Kerja (DASK) yang dibiayai

dari APED Kota Yogyakarta TA 2004;



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
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Surat Menteri Dalam Negeri No 161/3211/SJ , tanggal 29 Desember
2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD;

Surat Walikota Kota Yogyakarta No : X.910/011, tanggal 20
Februari 2004 tentang Telaahan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
Surat Walikota Kota Yogyakarta No : 172/2109, tanggal 23 Juni
2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD;

SKO tanggal 1 April 2004 Nomor 102/KD/SKO/2004, Kode reken
ing 2.01.01.1.1.01.09.2 sebesar Rp3.000.000.000, - ;

Surat Perintah Membayar TA.2004, tanggal 22 April 2004 Nomor
SPM 530;

Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Nomor 27a Sekretariat
DPRD Kota Yogyakarta yang di tujukan kepada Walikota
Yogyakarta (BPKD) ;

Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2004 Bulan April
2004,

Surat pernyataan untuk SPP Pengisian Kas;

Perincian  penerimaan dan  pengeluaran Kode rekening
2.01.01.1.1.01.09.2 TA.2004, tanggal 30 April 2004;

Bukti Kas Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk

pembayaran uang penghargaan bagi anggota DPRD Kota
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Yogyakarta masa bhakti 1999- 2004 tanggal 30 April 2003, sebesar
Rp2.625.000 .000 , - beserta bukti penyetoran PPH;

15) Tanda Penerimaan Uang Penghargaan Bagi anggota DPRD Kota
Yogyakarta Masa Bhakti 1999- 2004;

16) Surat Menteri dalam Negeri No. 163.1 /711 /OTDA, tanggal 24 Mei
2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD; dan

17) Risalah-risalah sidang di DPRD Kota Yogyakarta selama tahun
2003-2004

Berdasarjan bukti-bukti yang diperoleh serta keterangan dari
para saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik akhirnya penyidik
menetapkan 16 orang tersangka yang dianggap bertanggung jawab
dikarenakan tugas dan wewenangnya dalam penganggaran DPT DPRD

Yogyakarta 1999-2004. Seluruh tersangka yang terlibat dalam

penganggaran ini merupakan anggota DPRD Kota Yogyakarta yang

terdiri dari Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Pimpinan Panitia

Anggaran, dan seluruh anggota Panggar DPRD Kota Yogyakarta

.(Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

Dalam proses penyidikan ini pula dilibatkan Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DIY (BPKP DIY) yang
membantu penyidik dalam mengetahui perhitungan kerugian negara yang
terjadi dalam kasus ini. BPKP DIY bekerja sama dengan Kejaksaan atas

dasar permintaan untuk menghitung kerugian negara. Dalam kaitannya
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dengan perhitungan kerugian negara BPKP sebagai instansi yang
mempunyai sumberdaya manusia dengan keahlian khusus dan kemabhiran
profesional dibidang ini. Dalam penugasannya BPKP mengutus auditor
forensik dengan kemahiran profesional dan pengalaman yang mumpuni

untuk melaksanakan penugasan yang diberikan kepada auditor.

Penugasan untuk penghitungan kerugian negara biasanya
didasarkan pada permintaan untuk menghitung kerugian negara yang
timbul akibat tindak pidana korupsi oleh instansi penegak hukum seperti
kejaksaan dalam kasus ini. Setelah permintaan tersebut diterima
kemudian BPKP melakukan ekspos terhadap kasus tersebut dan untuk
mengetahui lebih dalam permasalahan yang ada. Setelah dilakukan
ekspos oleh BPKP atas permintaann tersebut kemudian pimpinan
menerbitkan surat penugasan kepada auditor internal yang terdiri dari
Ketua, Anggota, dan Pengendali Teknis dimana auditor yang diberi
penugasan merupakan auditor dengan keahlian profesional dengan
kualifikasi khusus. Ketika surat perintah penugasan terbit, kemudian
masuk pada proses audit untuk mengetahui kerugian negara yang terjadi.
Dasar dari perhitungan negara didapat dari data dan bukti yang diperoleh
oleh penyidik didalam proses penyidikan. Setelah proses audit untuk
perhitungan kerugian negara ini diketahui, selanjutnya tim melaporkan
hasil auditnya yang kemudian dijadikan bukti dalam pengungkapan kasus

ini (Wahyana, 2014).
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Gambar 4.3

Alur Proses Penugasan Audit Forensik Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara di BPKP Perwakilan DIY

Proses Penyidikan Permintaan Perhitungan Ekspos Kasus Korupsi
(Kejaksaan Negeri e — Kerugian Keuangan }————| Dana Purna Tugas Oleh
Yogyakarta) Negara Kepada BPKP DIY BPKP DIY
h 4
Surat Penugasan . Penugasan Oleh
Audit -~ Pimpinan BPKP DIY

Laporan Hasil Audit Proses Audit Bukti-bukti dan
Perhitungan Kerugian — [j————| Perhitungan Kerugian e == = data dalam proses
Keuangan Negara Keuangan Negara penyidikan

Sumber : Diolah Dari Transkrip Wawancara Penelitian

Dalam kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota
Yogyakarta, untuk menghitung kerugian negara ditugaskan tim audit
yang terdiri dari ketua, anggota dan pengendali teknis. Dimana mereka
yang ditugaskan merupakan auditor dengan kemampuan khusus dan
kemahiran profesional untuk melakukan perhitungan kerugian negara.
Dari bukti-bukti yang diperoleh penyidik, selanjutnya auditor forensik

tersebut melakukan prosedur-prosedur audit yang mendukung dalam
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perhitungan kerugian negara seperti melakukan prosedur analitis
terhadap Bukti Kas Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
untuk pembayaran uang penghargaan bagi anggota DPRD Kota
Yogyakarta masa bhakti 1999- 2004 tanggal 30 April 2003, sebesar
Rp2.625.000 .000 , - beserta bukti penyetoran PPH. Selain bukti tersebut
auditor juga melakukan perhitungan kerugian negara atas dasar Surat
Perintah Membayar TA.2004, tanggal 22 April 2004 Nomor SPM 530,
Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Nomor 27a Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta yang di tujukan kepada Walikota Yogyakarta (BPKD),
Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2004 Bulan April 2004,
Surat pernyataan untuk SPP Pengisian Kas, Perincian penerimaan dan
pengeluaran Kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2 TA.2004, tanggal 30
April 2004. Dari data tersebut dapat dikalkulasikan berapa kerugian
negara yang muncul dikarenakan kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD

Kota Yogyakarta.

Hasil dari audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan
oleh BPKP yang kemudian dilaporkan seperti pada Surat Kepala BPKP
Perwakilan DIY Nomor : S-2906/PW.12/52005, tanggal 29 Juni 2005
perihal : Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembayaran Uang
Penghargaan kepada pelaku Cinde Laras Yulianto dkk sebesar Rp
2.486.250.000 (Putusan MA, 2009) dengan rincian dan perhitungan dapat

dilihat pada lampiran.
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4.4.2. Analisis Fraud Triangle dalam Kasus Korupsi Dana Purna
Tugas DPRD Kota Yogyakarta
4.4.2.1. Presure (Tekanan)

Tekanan yang muncul dalam kasus ini bisa muncul dua
macam indikasi tekanan yakni tekanan keuangan dan non-
keuangan. Tekanan keuangan adalah takanan yang disebabkan
atas kebutuhan keuangan pelaku dimana faktor tersebut
menyebabkan dilakukannya korupsi. Sedangkan tekanan non
keuangan merupakan tekanan yang bisa disebabkan bukan atas
dasar kebutuhan pelaku terhadap uang, tetapi faktor non
keuangan misalnya partai/fraksi dan jabatan yang menyebabkan
pelaku dengan sadar atau tidak sadar melakukan tindak pidana
korupsi tersebut.

Dengan kata lain, tekanan yang terlihat dalam kasus
korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta dapat
dikarenakan sebagai berikut:

a. Tekanan Finansial
1. Mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Kota
Yogyakarta
Sebagian anggota DPRD Kota Yogyakarta yang
ketika itu berada di kursi anggota dewan, sebagian
diantara mereka memiliki maksud untuk mencalonkan

kembali (Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta
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Kejaksaan Negeri, 2012). Yang terlihat dari berkas
perkara yang penulis dapat beberapa pelaku dan saksi-
saksi yang juga sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta
menyebutkan bahwa gaji yang diterima sebagai anggota
DPRD dan bahkan DPT yang diterima tidak 100% sampai
kepada anggota dewan, pasti ada potongan-potongan
apakah itu pajak, sumabangan partai, dan uang untuk
konstituen dengan maksud untuk melakukan pencalonan
lagi menjadi anggota dewan.

Salah satu pelaku yang juga anggota Panggar
menyebutkan bahwa ada sumbangan yang dikeluarkan
untuk pencalonan kembali sebagai anggota DPRD Kota
Yogyakarta. Pencalonan kembali yang dilakukan disebut
memerlukan dana termasuk sumbangan yang masuk
kepartai dan sumbangan yang diberikan tersebut diberikan
menggunakan uang Dana Purna Tugas tersebut (Berkas
Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri,
2012). Dalam pencalonan kempali sebagai anggota dewan
pastilah memerlukan dana-dana lainnya yang digunakan
oleh para angota dewan apakah itu untuk melakukan
kapanye dan keperluan pencalonan kembali lainnya yang
menyebabkan dana purna tugas dapat dijadikan dana yang

dianggap wajar untuk melakukan pencalonan kembali. Hal
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tersebut sangat rasional ketika seorang anggota DPRD
Kota Yogyakarta mencoba menganggarkan dan anggarang
yang diterima dari anggaran Dana Purna tugas selanjutnya
digunakan dalam pencalonan kembali. Ditengah
banyaknya potongan-potongan gaji yang dikeluarkan tentu
dari sisi kebutuhan akan secara otomatis berkurang seiring
dengan adanya potongan-potongan tersebut. Sehingga,
potongan-potongan yang ada mendorong anggota DPRD
Kota Yogyakarta khususnya Panggar melalui usulan
besaran dari  fraksi untuk melakukan tindakan
penganggaran tersebut.

Hal diatas dapat dikatakan sebagai tekanan
kKhususnya tekanan untuk pencalonan kembali yang
tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Jika
hanya mengandalkan gaji dan tunjangan yang diterima
setiap bulan, tentu tidak akan mencukupi sehingga DPT
sangat mampu untuk mendanai pencalonan kembali
anggota dewan. Seperti yang diterangkan oleh salah satu
pelaku yang ketika itu bagian dari Panggar saat ditanya
terkait dana untuk pencalonan kembali, beliau mengatakan
bahwa:

“saya ga kepikiran kesana mas. Tapi, kalo ada
yang berniat seperti itu saya bisa katakan mungkin

saja, mereka dapet uang dari mana lagi kalo tidak
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pake uang itu, kecuali kalo mereka punya usaha
sebelumnya yang bisa mendanai pencalonan

kembalinya mereka” (Pelaku, 2014)

Untuk menghindari tekanan tersebut dalam
mekanisme pencalonan khususnya yang terkait dengan
kampanye seharusnya ada mekanisme dan peraturan
khusus yang diterapkan agar kampanye tidak
menggunakan sumber daya dan sumber dana yang didapat
dari tindak pidana korupsi. Contohnya, melakukan
pengendalian kampanye dengan mengharuskan para calon
memberikan transparansi besaran dana dan asal dana yang
digunakan untuk pencalonan kembali serta dilakukannya
pembatasan atas dana kampanye agar dalam melakukan
kampanye tidak memerlukan sumber dana yang teramat
besar dan menekan anggota dewan untuk melakukan
korupsi (Arifudin, 2013).

. Tekanan yang disebabkan adanya setoran partai

Ketika pemeriksaan saksi dan pelaku dalam BAP
DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri
Yogyakarta disebutkan bahwa setiap gaji termasuk dengan
Dana Purna Tugas dipotong oleh fraksi/partai. Pada waktu
itu dengan Uang Representasi kurang dari 1,5 juta rupiah
saja dilakukan pemotongan dengan besaran yang berbeda-

beda. Contohnya untuk beberapa partai seperti PAN yang
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memotong 25% dari gaji dan DPT yang diterima, PPP
memotong 30 %, PDIP memotong 15% dan Golkar
memotong 20% (Berkas Perkara DPT DPRD Kota
Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

Dengan adanya potongan-potongan gaji termasuk
DPT, menyebabkan gaji yang mereka terima tidak
diteriman secara utuh sesuai dengan besaran yang diatur
dalam  keputusan  Pimpinan DPRD  Nomor
19/K/Pimp/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004 dan Perda
tekait dengan pemberian gaji anggota DPRD Kota
Yogyakarta. Besaran yang diterima pun semakin
berkurang karena gaji yang mereka terima harus dipotong
dengan pajak penghasilan. Semakin kecilnya pendapatan
yang diterima menyebabkan besaran DPT yang harus
dipertimbangkanpun otomatis harus lebih besar agar DPT
yang diterima pun bisa besar pula.

Potongan oleh fraksi/partai menyebabkan timbul
tekanan yang cukup kuat dimana besaran uang gaji yang
diterima harus dengan jumlah yang besar agar potongan
partai dengan potongan yang bervariasi tersebut tidak
mengurangi secara signifikan jumlah penerimaan anggota
dewan dari penghasilannya sebagai anggota DPRD. Hal

tersebut juga diperjelas bahwa ”... tekanan dikasus ini bisa
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muncul dari partai karena setiap partai menetapkan tarif
sumbangan partai, dan pelaku pasti beranggapan bahwa
gaji yang diterima terlampau sedikit dan kebutuhan lebih
besar dibandingkan gaji yang diterima” (Wahyana, 2014)

Pelaku saat wawancara juga menyebutkan bahwa
”sumbangan partai sih emang jadi kewajiban kita kepada
partai, karena partai yang bawa kita jadi anggota dewan,
kalo saya tertekan dalam menyusun DPT sih engga tapi ga
tau sama yang lain, hanya saja Kita itu setiap dapet gaji,
gaji kita selalu dipotong untuk partai, termasuk DPT yang
bermasalah ini. Saya itu ngasih ke parta tiap gaji sebanyak
15 persen dan kemaren DPT itu saya juga memberikan
sumbangan untuk peruntukan pemilu juga yang dikurangi
dari DPT. Ya gitu lah mas kalo jadi anggota dewan, mesti
bener ngabdi, kalo mau cari duit gampang, tapi banyak ga
gampangnya, mesti loyal sama lembaga dan pengabdian.
Karena kalo Cuma cari duit itu ga bakal dapet banyak, gaji
kita ga bakal pulang kerumah 100% kalo kerja di DPRD
mas” (Pelaku, 2014)

Walaupun sumbangan yang ada dianggap wajar
oleh seluruh anggota dewan bukan hanya pelaku tentu bisa
menjadi tekanan yang memang bisa sangat mempengaruhi

besaran uang DPT. Apalagi terlihat bahwa besaran yang
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muncul pertama yakni berasal dari usulan partai mulai dari
besaran terkecil yakni 30 juta rupiah sampai dengan 15
juta rupiah sebagai usulan terbesar, kemudia usulan
tersebut akhirnya disepakati di Panggar dengan
mekanisme perata-rataan dari seluruh jumlah besaran
dibagikan dengan jumlah fraksi yang ada di DPRD Kota
Yogyakarta.
b. Tekanan Non-Finansial
1. Tekanan Jabatan

Jabatan bisa dijadikan tekanan yang terjadi dalam
kasus ini ketika seseorang/ anggota DPRD Kota
Yogyakarta khususnya bagi mereka yang berada di Panita
Anggaran yang ketika itu melakukan penganggaran untuk
Dana Purna Tugas. Bisa dikatakan demikian karena
dengan adanya usulan untuk dianggarkannya DPT setelah
mendapat usulan dari masing-masing fraksi selanjutnya
harus dibahas di Panitia Anggaran yang kemudian di
laporkan kepada pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.
Setelah masuk usulan dari panggar, dibahas kembali di
rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang selanjutnya
usalan tersebut sampai disahkan dan dicantumkan dalam

APBD Kota Yogyakarta TA 2004.
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Dalam perjalanan pembahasan secara tidak
langsung mereka yang duduk sebagai anggota Panggar
wajib membahas apa-apa saja yang diusulkan terkait
dengan penganggaran. Dalam kasus ini usulan Dana Purna
Tugas yang pada awalnya dibahas di fraksi terkait besaran
awal, kemudian mekanisme yang harus ditempuh yakni
dilakukan pembahasan di Panggar, terlepas mereka yang
menginisiasi atau tidak. Mekanisme pembahasan di
panggar terkait dengan penganggaran ini setidaknya
melibatkan mereka (pelaku) yang duduk menjabat sebagai
anggota Panggar dan apapun hasil dari pembahasan di
Panggar menjadi suara secara kolektif bidang/divisi/
bagian tersebut (Panggar).

Disini  terdapat tekanan  jabatan  yang
menyebabkan mereka dianggap terlibat dan bahkan secara
meyakinkan didepan hukum melakukan tindak pidana
korupsi. Terbukti dengan putusan pengadilan yang
memvonis seluruh anggota Panggar dan pimpinannya (dan
pimpinan DPRD Kota Yogyakarta ketika itu). Hal tersebut
terlihat bahwa orang-orang yang divonis bersalah yakni
orang-orang yang mempunyai tugas dan fungsi terkait
dengan penganggaran serta otorisasi terhadap anggaran.

Jabatan-jabatan tersebut secara tidak langsung menyeret
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mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi terlepas
hal tersebut direncanakan untuk melakukan fraud atau
tidak, namun yang menjadi poin penting adalah tugas dan
fungsi pokok jabatan sebagai anggota panggar yakni
mereka yang membahas terkait dengan adanya usulan
kKhususnya Dana purna tugas, karena secara mekanisme
baku yang ada mengharuskan mereka untuk membahasnya
di posisi atau jabatan tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Kepala Divisi Investigasi BPKP
Perwakilan DIY yang menyebutkan:

“Tekanan yang mungkin terjadi bukan hanya dari
gaji saja namun bisa saja karena jabatan dan
tekanan dari pimpinan, karena secara tidak
langsung dengan dia menjadi anggota panggar
yang mengharuskan mereka menyusun
/mengusulkan anggaran khususnya DPT ini.
Karena tekanan itu tidak selalu dengan uang, gaya
hidup juga bisa jadi tekanan selain jabatan dan
pimpinan itu juga bisa jadi tekanan” (Wahyana,
2014)
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4.4.2.2. Opportunity (Kesempatan)
Gambar 4.4.
Tindak Pidana Korupsi DPT DPRD Kota Yogyakarta menurut Perspektif

Teori Fraud Triangle

> Setoran Partai

= Finansial -
Cal

Pencalonan Kembali
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>| Non-Finansial
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Bersifat Kultural W

Tekanan Jabatan

Anggapan Sesuai
dengan Peratui‘an N

I Technical Skill I I General Information I

Hak Budgeter
g —)I Bersifat Kultural I
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oleh Peraturan

Sumber : Diolah dari Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan
Negeri, Transkrip Wawancara, dan Himpunan Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Yogyakarta
Dalam publikasinya Donal L. Cressey mengemukakan
bahwa terdapat dua komponen perspektif kesempatan dalam

melakukan tindakan fraud yakni diantaranya yang disebut
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dengan General Information yang berarti pengetahuan bahwa
kedudukan yang terdapat didalamnya kepercayaan, dapat
dilanggar tanpa mendapat konsekuensi. Hal tersebut dapat
dilakukan karena ada hal yang bersifat kultural khususnya
secara historis sudah ada yang melakukannya terlebih dahulu.
Berbeda dengan Technical Skills yakni keterampilan, keahlian,
wewenang dibutuhkan dalam melakukan fraud, hal tersebut
terjadi karena seseorang mempunyai kewenangan dan power
untuk melakukan suatu kebijakan tertentu (Arifudin, 2013).
a. General Information
1. Dana Purna Tugas sebagai hal yang besifat kultural
Dana purna tugas dianggap sebagai dana yang
diberikan kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta yang
bersifat wajar dan selalu diberikan disetiap tahunnya. Hal-
hal yang bersifat kultural dianggap sebagai salah satu
kesempatan yang dianggap bahwa mereka yang duduk
sebagai anggota DPRD berhak untuk mendapatkan hal
yang sama dengan yang didapatkan oleh anggota DPRD di
periode sebelum-sebelumnya.
Paradigma demikian bisa saja dimanfaatkan
ketika memang terdapat motif yang mengarahkan hal yang
sifatnya kultural dijadikan suatu tindakan fraud. Tindakan

yang demikian dapa memberikan alasan yang kuat dalam
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mengurangi resiko tuduhan pelanggaran hukum. Adapun
hal laiinya yang bersifat kultural yang bisa saja
dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan yakni
kesempatan yang ada dikaitkan sebagai tindakan yang
mereka anggap benar, selanjutnya dapat dimasukan juga
sebagai tindakan pembenaran atau rasionalisasi.
Kemungkinan tersebut dapat penulis kemukakan
dengan penjelasan yang dikemukakan oleh pelaku ketika
penulis bertanya terkait dengan kesesuaian peraturan
bahwa beliau menyebutkan
“Mas coba deh dipikir orang udah ngabdi dan kerja
masa ga dikasih pesangon, buruh aja dikasih masa
anggota DPRD tidak. Memang sebelum-
sebelumnya itu bentuk uang penghargaannya bisa
bukan dalam bentuk uang, tapi tanah dan macem-
macem mas, nah untuk yang kemaren Kkita
melakukan mekanisme pembahasan yang memang
sifatnya sudah dilakukan jaman dahulu karena
uang penghargaan selalu diberi diperiode
sebelumnya pun. Jadi, hal-hal kaya gini bukan hal
baru Cuma memang terkadang bentuknya berbeda
dibandingkan periode-periode sebelumnya bahkan
pejabat eksekutif pun seperti itu banyak mas”

(Pelaku, 2014).
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Oleh karena itu, cukup jelas terlihat bahwa hal
yang bersifat kultural bisa menjadi tekanan yang dapat
membawa kesempatan dan kesempatan tersebut
dimanfaatkan untuk menganggarkan dana purna tugas ini.

. Kesempatan yang diberikan oleh regulasi

Regulasi menjadi instrumen yang sangat penting
dalam melaksanakan tugas, dengan regulasi seluruh arah
kebijakan diharapkan dapat membawa kemaslahatan.
Namun regulasi dalam kasus ini menjadi bumerang yang
malah memberikan kesempatan seseorang melakukan
kecurangan. Kecurangan terkait dengan regulasi yang ada
selain menjadi alat pembenar, regulasi dikatakan sebagai
kesempatan yakni karena regulasi yang ada memiliki celah
dan memberikan peluang seseorang untuk melakukan
tindak pidana korupsi.

Kasus ini muncul berawal dari adanya usulan
karena dalam RAPBN TA 2004 belum dicantumkan dana
purna tugas sebagai mata anggaran pesangon bagi anggota
dewan. Selanjutnya usulan untuk dicantumkannya DPT
dalam APBD ditindaklanjuti dengan dasar Keputusan
DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 34/K/DPRD/2000
tentang Susunan Kedudukan Keuangan DPRD Pasal 15

yang berisi :(1) Pimpinan dan anggota DPRD pada akhir
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masa bhakti atau berhenti antar waktu dengan hormat
diberikan Uang Penghargaan; (2) Uang Penghargaan
dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang besarnya ditetapkan
dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendapat
pertimbangan dari Panitia Anggaran.

Dasar hukum diatas yang menjadi dasar dalam
penyusunan anggaran DPT, selain itu aturan tersebut dapat
dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 menyatakan : Pasal
20 (2) “Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja
yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk
dibahas dalam rangka penyusunan Rencana APBD dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan
Daerah®. Hal tersebut yang menjadi dasar pembenaran
dengan anggapan bahwa tindakan tersebut dapat
direalisasikan dengan dasar hukum diatas, tetapi ada satu
yang harus dipertanyakan dengan keputusan menteri diatas
yakni terkait dengan indikator “kemampuan daerah” yang
belum jelas dan belum ada peraturan lainnya yang secara
rinci menjelaskan aspek-aspek yang dimaksud dengan

“kemampuan daerah”, hal itu yang menjadi poin penting
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kenapa penganggaran tersebut bisa sangat meyakinkan
bahwa terjadi tindak pidana korupsi.

Jika yang dimaksud dengan “kemampuan daerah”
tersebut adalah hasil dari pertimbangan Panitia Anggran,
disisi lain panitia anggaran pun tida mengkaji lebih dalam
terkait dengan kemapuan daerah yang menjadi hak
anggota DPRD melainkan yang dibahas di rapat Panggar
yakni tentang usulan besaran DPT yang berasal dari
usulan fraksi. Apakah fraksi sudah mempertimbangkan
kemampuan daerah? Itu yang menjadi pertanyaan besar
dengan besaran tersebut.

Tetap saja pada intinya regulasi yang ada tidak
dapat dijadikan sebagai peluang yang membawa mereka
kepada tindakan yang dianggap curang dan secara
kepatutanpun dan  keadilan dapat dipertanyakan
kesesuaiannya seoerti yang diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah R. 1. Nomor : 105 tahun 2000 Tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
pasal 4 bahwa “Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan
secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan
yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan

kepatutan*
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b. Technical Skill
1. Kesempatan sebagai pemilik Hak Budgeter

Hak budgeter dimiliki oleh DPRD sebagai
amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 1 (e) menyatakan
bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama
dengan Gubenur, Bupati atau Walikota menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” dilanjutkan
pada pasal 19 ayat 1 (g dan h) “DPRD mempunyai hak
mengajukan Anggaran Belanja DPRD, dan menetapkan
Peraturan Tata Tertib DPRD”. Peraturan diatas
memberikan kewenangan untuk mekukan pembahasan dan
menetapkan APBD, selain itu DPRD juga mempunyai
kewenangan yang memperbolehkan untuk mengajukan
Anggaran Belanja DPRD untuk dapat dianggarkan pula

dalam APBD.

Adapun aturan turunan dibawah Undang-undang
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang
menjadi asumsi pembenaran sahnya penganggaran untuk

dana purna tugas , antara lain:

a. Peraturan Pemeritah Nomor 110 tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah pasal 15
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b. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor
3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD
Kota Yogyakarta Pasal 15

c. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor
34/K/DPRD/2000 tentang  Susunan  Kedudukan
Keuangan DPRD Pasal 15 yang

Aturan diatas sangat dapat dikatakan lumrah
ketika memang penggunaan aturan tersebut tidak keluar
dari norma yang berkembang dimasyarakat seperti yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah R.l. Nomor : 105
tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah pasal 4 bahwa “Pengelolaan Keuangan
daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-
undangan yang berlakum efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azaz keadilan
dan kepatutan”. Denagn munculnya kasus ini berarti ada
yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak adil dan tidak
patut.

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor :
3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD
Kota Yogyakarta Pasal 15 ayat 1 “ DPRD berhak
menyusun Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran

Belanja Sekretariat DPRD dengan mengikat hak
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Protokoler, Keuangan dan Administrasi” dan ayat 2
Anggaran belanja DPRD dan Anggaran Belanja
Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD
dan dicantumkan dalam APBD” perarturan tersebut
mengikat pada keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor
:34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan Keuangan
DPRD yang memfokuskan pada penganggaran dana purna
tugas bahwa DPRD berhak menyusun anggaran

belanjanya sendir

Peraturan Pemeritah Nomor 110 tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pasal 15 “ Berdasarkan pedoman yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini, Pimpinan DPRD dan
Sekretaris DPRD menyusun Rancangan Anggaran DPRD
yang selanjutnya rancangan anggaran tersebut dibahas
bersama dengan Eksekutif untuk kemudian dicantumkan
dalam RAPBD”. Yang menjadi masalah adalah
mekanisme ketika perumusan atau perencanaan sampai
penganggaran disahkan bahwa jumlah besaran yang
seharusnya diberikan harus sesuai dengan nilai keadilan

dan kepatutan.
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Tabel Rasio Dana Purna Tugas terhadap APBD, PAD, dan Anggaran

Belanja DPRD

Rasio Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta 1999-2004

APBD TA 2004 Rp 386.457.534.000
RasioDPT-APBD 0,78% Rp
3.014.368.765,20
PAD 2003 Rp 68.618.333.000
2004 RP 79.911.419.100
Rasio DPT-PAD | 2003 | 4,37% Rp
2004 | 3,75% 2.998.621.152.10
Belanja DPRD | AG* Rp 8.811.876.640
PR** Rp  8.537.150.940
Rasio DPT -|AG 34.05% Rp
Belanja DPRD PR 35,14% | 3.000.443.995,92
Dana Cadangan Rp 18.500.000.000
APBD 2004

Sumber : Diolah dari Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan

Negeri, Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2004, dan Risalah Paripurna

DPRD Kota Yogyakarta

Salah seorang pelaku menjelaskan terkait dengan

besaran yang dianggap masih dalam batas adil bahwa :
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” kita itu cuma nerima 0,4 % dari PAD loh
padahal selama kami menjabat hubungan
kami dengan eksekutif itu baik sampai PAD
kita yang tadinya hanya hampir 18 miliar,
pada periode kami naik drasti sampai
dengan lebih dari 130 miliar. Itu kan berarti
kinerja eksekutif dan legislatif yang dapat
mengoptimalkan dari sisi kebijakan dan
teknis, padahal lazimnya kita bisa dapat
lebih dari itu dari PAD, tapi kita hanya
ngambil 0,4%. Coba anda liat aja BAP itu
ada perbandingan PAD dengan DPT yang

kami terima” (Pelaku, 2014).

Pelaku menganggap rasio pada tabel diatas
dianggap masih dalam batas wajar sehingga dalam
penganggaran Panggar tidak terlalu mempermasalahkan,
bahkan sudah menganggap bahwa besaran Rp
75.000.000,00,- menjadi hal yang tidak terlalu banyak
dibandingkan rasio yang dianggap pantas diberikan
kepada anggota DPRD menurut pelaku yakni sebesar

10%.
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4.4.2.3. Rasionalization (Rasionalisasi)

1. Dianggap Sesuai Dengan Aturan yang Ada

Seperti yang sudah dijelaksan sebelumnya bahwa
faktor atau motivasi dilakukannya kecurangan dalam
penganggaran Dana Purna Tugas Yyakni mereka
menganggap bahwa yang mereka lakukan adalah sudah
sesuai dengan hukum yang berlaku ketika itu. Dasar-dasar
hukum yang menjadi dasar usulan ini muncul yakni dari
Keputusan DPRD Kota Yogyakarta  Nomor
34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan Keuangan
DPRD Pasal 15 yang berisi :(1) Pimpinan dan anggota
DPRD pada akhir masa bhakti atau berhenti antar waktu
dengan hormat diberikan Uang Penghargaan; (2) Uang
Penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang
besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD
setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Anggaran.
Dasar diatas menjadi hal kunci dari usulan yang muncul
ketika itu pasca pembacaan nota RAPBD TA 2004 Kota
Yogyakarta dengan tidak dimasukannya Dana Purna Tugas
didalam mata anggaran APBD Kota Yogyakarta tahun

2004.

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor

34/K/DPRD/2000 diatas juga diperkuat dengan Keputusan
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DPRD Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 tentang
Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta dimana
didalamnya menyebutkan kewenangan DPRD menyusun
anggaran belanja DPRD dan anggaran belanja Sekretariat
DPRD dikarenakan melekat didalamnya hak Protokoler,
keuangan, dan administrasi. Peraturan yang didasari pada
kedua keputusan DPRD Kota yogyakarta dianggap syarat
akan kelemahan khususnya dalam perencanaan dari
penganggaran dana purna bakti tersebut apalagi peraturan
yang dimaksud diatas adalah peraturan yang dibuat sendiri

oleh DPRD Kota yogyakarta dimana

“Keuangan DPRD yang mereka buat sendiri, hal
tersebut tidak dibenarkan, kecuali dibahas dalam
Undang-undang tentang Pemerintahan daerah
bahwa DPRD pada akhir masa jabatannya
diberikan dana purna tugas atau bahkan pensiun
misalkan itu ga masalah. Dalam UU Pemerintahan
Daerah tidak diatur, Surat Edaran Mendagri tidak
mengatur adanya Dana Purna Tugas hanya saja
mereka berdasarkan pada aturan yang mereka buat
sendiri. Kalaupun ada peraturannya itu tidak
semata-mata  diperbolehkan  karena  harus
memperhatikan ~ kepatutan,  kelayakan, dan
memperhatikan kemampuan daerah. Kemampuan
daerahnya pun tidak jelas apalagi ketika itu masa
transisi dan ekonomi kita ga seperti sekarang yang
sudah cukup baik. Kaitannya dengan ada atau tidak

adanya pembenaran yang jelas dasar pembenaran
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yang mereka anggap benar tidak kuat dimata
hukum karena tidak sesuai dengan UU
Pemerintahan Daerah dan surat edaran menteri
dalam negeri yang tidak mencantumkan

diaggarkannya dana purna tugas” (Rohman, 2014)

Anggapan yang muncul dari penganggaran ini
yakni ketika dirasa ada hal yang tidak sesuai dengan dalih
sesuai dengan peraturan, tindak pidana korupsi dapat
dibenarkan. Seperti halnya dengan pernyataan saksi ahli
ketika itu Ahli Deni Indrayana, SH, LLM, PHD, dalam
kasus ini beliau beranggapan bahwa menurunya, anggaran
uang penghargaan bagi DPRD tidak ada dasar hukumnya
baik dilihat dari UU No. 22 1999 dan UU No 22 yahun
2003 maupun PP-nya, sehingga diaturnya uang
penghargaan secara tidak sah dalam Keputusan DPRD no.
24/K/DPRD/2000 tentang kedudukan keuangan dan
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, justru semakin
menegaskan rangkaian rencana korupsi dengan mencoba
berlindung dibalik produk hokum Keputusan DPRD , sebab
tidak ada satupun peraturan perumdamh-undangan yang
mendelehasikan kewenangan kepada Keputusan Pimpinan
DPRD wuntuk mrmberikan uang penghargaan kecuali
Keputusan DPRD tersebut. Adapun PERDA No. 6 tahun
2003 tentang APBD Kota Yogyakarta TA 2004 yang

didalamnya terapat uang penghargaan itu menurut saksi
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tidak sah.walaupun tidak ada koreksi atau juditial review
terhadap Perda tersebut, tetap tidak menghapuskan pidana
korupsinya karna hokum tata Negara terpisah dengan
hokum pidana. Seharusnya Panggar menggunakan surat
edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember
2003 sebagai pedoman dan dasar hokum penyusunan
anggaran belanja DPRD (Kejaksaan Negeri Yogyakarta,

Dokumen Perkara DPT DPRD Yogyakarta : 2012)

Tindak pidana korupsi ini pun dianggap tidak layak
akrena dinilai tidak mempertimbangkan asas kelayakan,
kepatitan dan keadilan dimana hal tersebut penting ketika
melakukan penganggaran sektor publik. Seperti yang
dijelaskan Rohman (2014) bahwa “Tindakan korupsi yang
dilakukan dengan cara menganggarkan dana purna tugas
nya sendiri bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB). Asas-asas kelayakan,
kepatutan yang memang tidak secara lengkap di catat dalam
UU namun sifat dari asas tersebut universal dan memang

menjadi pertimbangan.”

Ketika peraturan yang dibuat internal lembaga
kemudian dijadikan sebagai dasar tindakan kecurangan dan
diperkuat oleh keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga

yang sama dengan maksud untuk penegasan contuhnya
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pada Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor

3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota
Yogyakarta dan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor
: 34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan Keuangan
DPRD malah semakin jelas mengindikasikan terjadi
kelemahan sehingga dapat menjadi celah dan ruang
belindung untuk melakukan tindakan kecurangan. Terlebih
dengan tidak adanya peraturan yang memberikan penjelasan
baku terhhadap jumlah besaran dana purna tugas yang
diberikan kepada anggota dewan, bukan berdasarkan usulan
dari fraksi dan Panggar, melainkan besaran yang diberikan

dijelaskan secara lebih jelas dalam peraturan kembali.

Contoh konkret yang dapat menjadi rujukan ketika
memang peraturan belajar dari kasus korupsi ada pada
Perda Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Terkait dengan aturan yang mengatur
pemberian uang jasa pengabdian/dana purna bakti yang
diberikan kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta
tercermin pada pasal 23 ayat 2 (f) yang mengatur dengan
jelas besaran uang jasa pengabdian yang diberikan kepada
pimpinan dan anggota DPRD Kota Yogyakarta, didalamnya

menyebutkan bahwa “Masa bakti sampai dengan lima
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tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar enam bulan

uang representasi’’.

Ketika aturannya sudah jelas terkait dengan
besaran yang bisa diterima oleh anggota DPRD baru masuk
pada aturan yang menyatakan bahwa sekretaris DPRD
menyusun anggaran belanja DPRD yang salah satunya
adalah belanja penghasilan termasuk dana purna tugas
dianggarkan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2004
Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 23
ayat 2 (f). Pada dasarnya peraturan dibuat dengan dasar
tidak memperbesar resiko terjadinya kecurangan malah
digunakan sebagai alat pengendalian.

“Kalo memang sekarang seperti itu misalkan berapa
kali dari gaji pokok itu lebih bagus karena jelas
berapanya yang nanti diberikan sebagai DPT. Dan
yang paling penting yakni menghindari resiko dan
tidak memberikan kesempatan orang untuk

melakukan kecurangan, peraturan meman harus

seperti itu”.

Peraturan tersebut pun diamini oleh pelaku yang
ketika itu menjadi bagian anggota Panggar, beliau
berpendapat “Ya kalo sekarang seperti itu menurut saya

sudah lebih jelas dibandingkan jaman saya” (Pelaku, 2014)
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2. Bersifat Kultural

seperti yang dijelaskan diatas pada bagian general
information bahwa salah satu kesempatan yang muncul
adalah karena adanya pengetahuan terkait dengan dana
purna tugas yang diberikan, diberikan pula di periode-
periode sebelumnya. Pada bahasan kali ini yakni membahas
alasan pembenaran penganggaran yang dilakukan untuk
dicantumkannya DPT dalam APBN TA 2004 Kota
Yogyakarta bahwa alasan pembenaran/rasionalisasi dimana
hal-hal yang sudah diberikan diperiode-periode sebelumnya
berhak didapat pula oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta
periode 1999-2004.

Faktor kekulturalan ini menjadi sangat penting dan
menarik untuk dikaji ketika penulis menemukan dokumen
dalam bentuk Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
Il Yogyakarta yang berisikan Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat Il Yogyakarta Nomor 30 tahun
1999 tentang Pemberian Dana Mobilitas Purna Tugas Bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Yogyakarta periode 1997-1999
didalamnya memutuskan bahwa pada pasal 1 : memberikan

dana mobilitas purna tugas bagi anggota dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta
Periode 1997-1999 sebesar Rp 9.365.000,-.

Hal ini dianggap sangat lumrah ketika dana purna
tugas diberikan kepada seluruh anggota DPRD disetiap
periode kapanpun itu. Dan hal tersebut juga sangat lumrah
ketika dijadikan sebagai alasan pembenaran dikarenakan
anggapan terkait uang penghargaan/dana purna tugas/uang
pengabdian dijadikan satu hal yang tidak dapat dipisahkan
dalam suatu instansi dimana didalamnya memperkerjakan
sumber daya manusia yang pada akhir jabatannya ada dana
yang dijadikan uang apresiasi suatu lembaga terhadap
pengabdian seseorang pada lembaga tersebut. Senada
dengan pendapat pelaku yang berpendapat “namanya orang
kerja itu kalo udah selesai masa bakti itu pasti dikasih
pesangon, masa kami tidak. Liat anggota DPR RI, mereka
bukan Cuma dikasih pesangon, tapi mereka juga dapet gaji
pensiun. Ini nih yang memang salah kaprah di sini” (Pelaku,
2014).

Hal tersebut tidak dibenarkan menurut Rohman,
menurutnya:

“Adapun kalo memang beranggapan bahwa hal
tersebut  dianggap wajar  karena  periode
sebelumnya dan sebelumnya dianggarkan berarti
rezimnya yang koruptif. Tindakan yang sama

ketika dulu yang menjadi dasar dianggarkannya
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DPT berarti mereka mengikuti budaya yang salah.
Kebiasaan yang tidak patut dan tidak layak itu
tidak boleh diikuti dan kultur yang koruptif tidak
bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan
public” (Rohman, 2014).

Rasionaisasi semacam ini juga diproyeksikan

sebagai awal dari alasan kenapa dana purna tugas ini harus
mereka anggarkan walaupun dalam surat edaran Menteri
Dalam Negeri No. SE 161/3211/SJ Perihal Pedoman
Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD tidak disebutkan terkait dengan uang penghargaan.
Uang penghargaan yang sudah melalui proses pembenaran
akan secara tidak langsung akan dianggap bahwa uang
tersebut secara sah dan meyakinkan adalah milik mereka,
walaupun ketika kasus ini mudali diperkarakan didepan
hukum, uang yang diterima oleh para anggota DPRD Kota
Yogyakarta diberikan kembali kepada negara, walaupun
sebagian laiinya tidak mau mengembalikannya. Seperti
yang terjadi pada salah satu pelaku yang sangat meyakini
uang DPT adalah uang yang sah dimiliki baginya, beliau
tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada negara dan
rela untuk ditambah masa tahanannya

“Ketika kasus ini ramai, dan sudah melalui proses
hukum semua yang menerima itu disuruh untuk
mengembalikan tapi saya tidak. Saya tidak

mengembalikan uang DPT tersebut mas, makannya
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saya mendapat hukuman lebih  sebagai
penggantinya. Saya tetap yakin bahwa saya berhak
mendapatkannya jadi saya ga mau
mengembalikannya. Saya gunakan itu ya bener-
bener peruntukan dana purna tugas ya istilahnya
sebagai pesangon lah” (Pelaku, 2014).

4.4.3. Analisis Fraud Elements Triangle dalam Kasus Korupsi
Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta
Hasil dari analisis motivasi yang selanjutnya dikorelasikan
dengan elemen-elemen yang mendukung dalam tindak pidna korupsi
Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta 1999-2004 bisa dilihat dalam
analisis Fraud Element Triangle. Dimana selanjutnya penulis
merekonsiliasi langkah-langkah yang mendukung dari unsur-unsur
berikut ini, yakni thef/act (tindakan), concealment (proses
menyembunyikan), conversion (menikmati hasil).
4.4.3.1. Act
Mengacu pada modus operandi yang telah penulis
dapatkan act (tindakan) dalam tindak pidana korupsi Dana Purna
Tugas DPRD Kota Yogyakarta dapat direkonsiliasi dari
kronologis terjadinya penganggaran Dana Purna Tugas ini,
mulai dari perencanaan sampai dengan disahkannya anggaran
tersebut sebagai produk regulasi yang dianggap sah secara
hukum bagi para pelaku. Memasukan mata anggaran untuk dana
purna tugas ini sebenarnya secara cepat dapat disimpulkan

terlihat terburu-buru dari rentang waktu yang ada. Tingkat
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kewajarannya pun ketika dibenturkan pada waktu yang ada
ketika itu terkesan ada hal yang memang dipaksakan agar
penganggaran tersebut dapat segera dimasukan dalam APBD
TA 2004 Kota Yogyakarta.

Act muncul mulai dari adanya usulan muncul setelah
diselenggarakannya rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta
dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota Kota
Yogyakarta tentang Raperda APBD TA 2004 yang didalamnya
tidak dianggarkan uang penghargaan. Munculnya inisiasi dari
fraksi-fraksi untuk dianggarkannya uang penghargaan yang
selanjutnya dibahas dalam Panggar DPRD Kota Yogyakarta
terkait besaran uang penghargaan yang akan diberikan kepada
seluruh anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004.
Usulan muncul dari setiap fraksi dengan besaran yang berbeda
mulai dari Rp 30.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,-.
Karena dari hasil rapat dengan pembahasan jumlah besaran
Uang Penghargaan tidak mengerucut pada angka yang
disepakati, akhirnya terjadi mekanisme perata-rataan dengan
menjumlahkan seluruh jumlah besaran uang penghargaan
dibagikan dengan jumlah fraksi yang ketika itu muncul angka
Rp 75.000.000,-.

Dengan waktu yang mendesak usulan tersebut

disampaikan kepada pimpinan dan dibahas dirapat paripurna
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internal dimana didalam rapat paripurna tersebut diusulkan pula
untuk dicantumkan uang penghargaan dalam APBD TA 2004
sebesar Rp.75.000.000,- per anggota dengan total Rp
3.000.000.000,-. Untuk menetapkan anggaran uang penghargaan
akhitnya rapat paripurna internal tersebut melahirkan Keputusan
DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 30/K/DPRD/2003 tanggal 30
Desember 2003 tentang Anggaran belanja DPRD Kota
Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota
Yogyakarta TA 2004 vyang didalamnya tercantum uang
penghargaan sebesar Rp 75.000.000,- peranggota atau dengan
total Rp 3.000.000.000,-.

Pada malam harinya diadakan Rapat Paripurna bersama
Walikota Yogyakarta untuk menetapkan APBD TA 2004 Kota
Yogyakarta. Didalam rapat paripurna tersebut diusulkan kembali
untuk dicantumkannya dana purna tugas bagi 40 anggota DPRD
Kota Yogyakarta masing-masing Rp 75.000.000,- dengan total
anggaran yakni Rp. 3.000.000.000,- pada rekening nomor :
2.01.01.1.1.01.2, karena tidak ada yang keberatan pada rapat
paripurna tersebut terkait anggara uang penghargaan, sehingga
RAPBD TA 2004 Kota Yogyakarta menjadi APBD TA 2004
Kota Yogyakarta melalui Keputusan DPRD Kota Yogyakarta

Nomor : 31/K/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003.
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4.4.3.2. Concealment

Dalam kasus ini terdapat pembiaran yang menyebabkan
kasus ini tidak terlihat bermasalah dan dianggap wajar-wajar
saja pada awalnya, namun Kketika diruntut berdasarkan
kronologis dari berkas perkara yang ada ditemukan adanya
penyembunyian apakah itu dalam bentuk pembiaran terhadap
anggarang yang telah dibuat dan tidak adanya pembahasan lebih
lanjut terkait dengan adanya usulan dari Walikota Yogyakarta
melalui suratnya tanggal 20 Februari 2004 Nomor X.910/011,
tentang perbandingan anggaran DPRD antara Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri dengan anggaran DPRD kota Yogyakarta
TA 2004.

Terkait dengan diterimanya Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003
perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD hanya dianggap sebagai referensi yang berarti
hanya bacaan setelah melalui proses pembahasan di Panggar dan
sebelumnya dilakukan rapat kordinasi untuk membahas SE
tersebut. Seharusnya Panitia Anggaran melakukan perubahan
atas anggaran uang penghargaan sesuai dengan pasal 53
Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta  karena
bertentanggan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

tersebut. Hal ini penting karena dalam Surat Edaran Mendagri
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tersebut tidak membahas terkait penganggaran Uang
Penghargaan.

Kegiatan tersebut menimbulkan asumsi bahwa adanya
perlakuan pembiaran terhadap Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 161/3211/S) agar mata anggaran uang
penghargaan yang telah sah dianggarkan dalam APBD Kota
Yogyakarta TA 2004 tidak direvisi, bahkan tidak dihapuskan
dalam mata anggara belanja DPRD dalam APBD. Seperti halnya
pelaku yang memberikan keterangan bahwa Surat Edaran
menteri dalam negeri memang seharunya tidak dilibatkan dalam
penganggaran di DPRD Kota Yogyakarta dengan alasan bahwa
tidak ada hubungannya penganggaran di DPRD Kota
Yogyakarta dengan Surat Edaran Meteri Dalam Negeri.

“Kita itu mas dijebloskan kepenjara hanya gara-gara surat
edaran. Ingat loh mas hanya surat edaran Mendagri.
Secara hirarki peraturan DPRD khususnya dalam
penganggaran ga bisa kita mengacu pada surat edaran
Mendagri, tetapi pada peraturan yang ada seperti Susunan
Kedudukan Keuangan DPRD, kalo ga salah pasal 15 atau
16 saya lupa, nah setelah itu baru ke peraturan diatasnya,
bukan Surat Edaran Mendagri. Saya masih ga habis pikir
sampai sekarang Kita ini dalam masa transisi ketika itu,
mengabdi bener-bener mengabdi malah dijebloskan
kepenjara gara-gara dana purna tugas lebih-lebih gara-
gara Surat Edaran Mendagri” (Pelaku, 2014).
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Berbeda dengan keterangan Saksi Ahli Edwar Omar
Sharif Hierij, SH.,. M.Hum. yang merupakan ahli dalam hukum
pidana memberikan keterangan bahwa “Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ yang merupakan pedoman
tak terikat tetapi atas dasar Tap MPR No. 3 tahun 2000, hukum
tak tertulis bisa menjadi sumber hukum. Dikarenakan PP untuk
uang penghargaan ini tidak ada, munculah Surat Edaran Menteri
dalam negeri tersebut. Bahwa sesuatu yang tidak diatur dalam
Undang-undang tidak berarti tidak boleh, tetapi tidak berarti
boleh juga. Artinya, boleh diatur atau tidak, boleh ditetapkan
atau tidak, semuanya harus melihat pada kepatutan” (Berkas
Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).
Hal tersebutpun diamini oleh penulis PUKAT Korupsi UGM
yang menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pun
memberikan penjelasan yang tidak terlalu jelas terkait
dengan kondisi keuangan daerah karena indikator
kemampuan daerahnya yang memberikan kesempatan
mereka melakukan korupsi. Sebenarnya kembali lagi
bahwa penganggaran ini layak atau tidak? Patut atau
tidak? Karena didalamnya mengandung unsur melawan
hukum. Mereka memanfaatkan aturan yang tidak detail
untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan
negara karena memanfaatkan keterbatasan peraturan.
Dalam memutus vonispun ada dua alasan hakim
menjatuhkan vonis bebas atau tidak bersalah karena

didalamnya terdapat alasan pemaaf dan pembenar,
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dengan tidak layaknya penganggaran ini dan ketidak
patutan sehingga menyebabkan kerugian negara, kedua
alasan tersebut tidak dapat digunakan dalam kasus ini
makannya hakim menghukum” (Rohman, 2014)

Terkait dengan usulan dari Walikota Yogyakarta
melalui suratnya tanggal 20 Februari 2004 Nomor X.910/011,
tentang perbandingan anggaran DPRD antara Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri dengan anggaran DPRD kota Yogyakarta
TA 2004, disini juga terlihat adanya pembiaran karena dengan
sengaja tidak adanya pembahasan di Panggar sebagai tindak
lanjut atas diterimanya Surat Walikota tersebut hanya dibahas di
tingkatan pimpinan DPRD Kota Yogyakarta kemudian surat itu
langsung diarsipkan. Jika dilihat salah satu pimpinan DPRD
Kota Yogyakarta merangkap sebagai anggota Panggar yakni Ir.
Sukardi Yani, MM., dan Nanda Irwan, SH., seharusnya setelah
mencermati surat tersebut mereka berhak untuk melakukan
usulan agar dapat dibahas di Panggar dan dilakukan perubahan
Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta mengingat defisit
anggaran yang tidak sedikit dan kesejahteraan masyarakat masih
sangat perlu untuk ditingkatkan (Berkas Perkara DPT DPRD
Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).

Pada tanggal 16 April 2004 diadakan tindak lanjut
penganggaran dana purna tugas bagi anggota DPRD Kota
Yogyakarta periode 1999-2004 pimpinan DPRD Kota

Yogyakarta menerbitkan Keputusan Pimpinan Nomor
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19/K/Pimp/DPRD/2004 tentang pemberian Uang Penghargaan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode
1999-2004 sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran
Uang (SPMU) uang penghargaan. Hal tersebut dilakukan untuk
semakin mempertegas penganggaran dana purna tugas dengan
mengikatnya dengan menggunakan aturan yakni berupa
Keputusan Pimpinan Nomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004 tentang
pemberian Uang Penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 (Berkas Perkara
DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan Negeri, 2012).
4.4.3.3. Conversion

Tindakan menikmati hasil kecurangan menurut data
yang diperoleh penulis tidak dijelaskan secara rinci, hanya saja
memang proses menikmati hasil dari dana purna tugas yang
dijelaskan dalam berkas perkara yang diperoleh hanya sebatas
mengalirkan dana purna tugas yang didapat untuk sumbangan
partai dan kepentingan pemilu yang ketika itu pada tahun 2004
mendekati proses Pemilihan Umum di Indonesia. Dengan
adanya aliran dana purna tugas yang masuk ke kantong partai
dengan berbagai alasan seperti memang sebuah hal yang wajar
dan kewajiban sebagai kader partai meengarah pada tindakan

pengalihan hasil yang didapat.
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Untuk mencairkan dana purna tugas yang sudah
dianggarkan dan sebagai penegasan kembali terkait keabsahan
dari penganggaran dana purna tugas, Pimpinan DPRD
menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Nomor: 19/K/Pimp/DPRD/2004, tanggal 20 April 2004 tentang
Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 sebesar Rp
75.000.000 masing-masing anggota. Keputusan Pimpinan
DPRD tersebut dimaksudkan untuk melakukan penarikan dana
purna tugas yang terlah dianggarkan, dan atas dasar Keputusan
DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 19/K/Pimp/DPRD/2004
sekretaris DPRD Kota Yogyakarta membuat dan mengusulkan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada walikota untuk
mendapat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) uang
penghargaan. Yang menjadi poin penting dari pencairan uang
penghargaan tersebut ialah pelaku menerima uang penghargaan
jauh sebelum akhir masa bakti DPRD Kota Yogyakarta yang
akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2004 (Putusan MA,
2009)

Walaupun dengan kasus ini sudah sampai pada putusan
dan dana purna tugas yang diterim selanjutnya dikembalikan
kembali kepada negara karena dianggap pemberian dana purna

tugas ini mengakibatkan adanya kerugian negara, tetap saja
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tidak semua mengembalikan kembali dengan alasan keberhakan
atas dana tersebut. Ketika ini terjadi berarti ada proses
menikmati hasil dari penganggaran dana purna tugas walaupun
tidak selurunya seperti salah satu pelaku yang melakukan hal
demikian dan memilih untuk ditambah masa tahanannya “Saya
tidak mengembalikan uang DPT tersebut mas, makannya saya
mendapat hukuman lebih sebagai penggantinya. Saya tetap
yakin bahwa saya berhak mendapatkannya jadi saya ga mau
mengembalikannya. Saya gunakan itu Yya bener-bener
peruntukan dana purna tugas ya istilahnya sebagai pesangon
lah” (Pelaku, 2014)

Khusus untuk conversion dalam kasus ini selanjutnya
tidak dapat ditemukan kembali khususnya penggunaan secara
rinci dana purna tugas yang diterima oleh para pelaku sebagai
proses menikmati. Hal tersebut tidak ditemukan karena bagian
dari keterbatasan penulis untuk menemukan didalam BAP dan
interview kepada pelaku, namun penulis mengacu khususnya
untuk conversion disesuaikan dengan temuan yang telah dicatat
dalam fraud triangle.

4.5. Upaya Pencegahan Untuk Menghindari Kasus Seperti ini Melalui
Perspektif Prinsip Penganggaran dan Aturan Penganggaran
Berdasarkan permasalahan yang ada dan data-data yang penulis peroleh

masalah tersebut mengerucutnya pada permasalahan penganggaran, dimana dalam
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suatu penganggaran diperlukan perangkat aturan sebagai pedoman teknis dan
pedoman umum dalam penyusunan anggaran serta norma-norma penganggaran
yang disebut prinsip penganggaran. Berikut akan lebih dejalskan kembali
mengenai upaya pencegahan untuk menghindari kasus seperti ini lagi melalui
perspektif aturan penganggaran dan prinsip penganggaran.
45.1. Upaya Pencegahan melalui Perspektif Prinsip Penganggaran
Proses penganggaran di DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-
2004 menimbulkan banyak polemik, terbukti dengan adanya proses
hukum perkara tindak pidana korupsi didalamnya. Jika dilihat dari proses
penganggaran yang terangkum dalam modus operandi atau kronologis
yang penulis susun, terdapat pelanggaran prinsip penganggaran seperti
transparansi dan akuntabilitas; disiplin anggaran; keadilan anggaran;
efisiensi dan efektifitas anggaran; dan disusun dengan pendekatan Kinerja
yang mengakibatkan tindakan tersebut dikatagorikan sebagai
penyalahgunaan dan mengakibatkan adanya kerugian negara. Berikut
penulis menjelaskan upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus seperti ini
lagi dalam penganggaran dana purna tugas di DPRD Kota Yogyakarta
melalui perspektif Prinsip Penganggaran (Permendagri No 13 Th 2006):
1.  Transparansi dan Akuntabilitas
Anggaran dana purna tugas DPRD harus menyajikan
informasi yang jelas mengenai tujuan, hasil dan manfaat yang
diperoleh khususnya bagi masyarakat walaupun peruntukannya

untuk para anggota DPRD. Seharusnya masyarakat berhak
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memiliki akses terhadap proses penganggaran karena apapun
bentuk penganggarannya hal ini menyanglut aspirasi dan
kepentingan umum. Terbukti ketika terjadinya penganggaran
terdapat hal-hal yang terkesan terburu-buru dan minim keterlibatan
aspirasi masyarakat. Padahal penting dalam bentuk penganggaran
apapun khususnya dana purna tugas yang ketika itu aturan yang
masih sangat lemah perlu adanya pengawas eksternal salah satunya
dari masyarakat yang memberikan suaranya sebagai konstituen.

Minimnya akses dan ruang untuk memasukan aspirasi
masyarakat menjadi pertanyaan besar apakah masyarakat juga
menghendaki dengan adanya penganggaran tersebut sehingga dapat
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terkait dengan besaran dana
purna tugaspun yang sangat besar yakni sebesar Rp 75.000.000,-
jika dihubungkan dengan kondisi daerah tentu masyarakat akan
berfikir panjang terhadap penganggaran ini karena ada hal yang
lebih prioritas dalam penganggaran ketika itu. Sehingga perlu
pelibatan dan akses kepada masyarakat sebagai upaya memenuhi
prinsip  transparansi dan akuntabel anggaran di dalam
penganggaran dana purna tugas DPRD Kota Yogyakarta
Disiplin Anggaran

Anggaran belanja yang dianggarakan yang sudah pasti
akan dikeluarkan merupakan batas tertinggi dari pengeluaran

belanja dan penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
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adanya kepastian ketersediaan dana yang cukup, tidak dibenarkan
ketika anggaran dana purna tugas dianggarkan dengan ketersediaan
dana yang defisit. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memvonis para pelaku yakni karena menyalahi asas kepatutan dan
keadilan sehingga perbuatan penganggaran tersebut tidak
dibenarkan, ketika itupun kondisi ekonomi masyarakat belum
sejahtera dan terjadi defisit anggaran. Terjadinya defisit anggaran
memperlihatkan bahwa ketersediaan dana untuk membayar dana
purna tugas tidak tersedia disisi lain dana purna tugas bukan
belanja yang dikatagorikan sebagai dana dengan prioritas tinggi.
Artinya dana tersebut tidak mencerminkan berasal dari
penganggaran Yyang disiplin. Jadi, untuk menganggarkan dana
purna tugas perlu mempertimbangkan ketersediaan dana, kondisi
ekonomi masyarakat dan pertimbangan ekonomi laiinya sehingga
anggaran yang dibuat menjadi penganggaran yang disiplin yang
memperhatikan kondisi keuangan yang ada ketika itu.
Keadilan Anggaran

Dengan munculnya kasus ini berawal dari laporan LSM
sampai dengan diputusnya vonis oleh hakim ditingkat kasasi (dan
PK untuk beberapa pelaku) menandakan bahwa penganggaran yang
dilakukan oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta merupakan
pengaggaran yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sehingga, penganggara harus memenuhi prinsip keadilan dimana
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penganggaran yang dilakukan harus mampu mempertimbangkan
dan mengakomodir seluruh aspek baik itu nominal dan
peruntukan/tujuan yang tidak mengganggu norma-norma keadilan
yang berkembang dimasyarakat.
Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Anggaran harus disusun secara efisien dan efektif,
maksudnya penyusunannya harus dilandaskan pada asas ketepat
gunaan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika
dana purna tugas DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004
dianggarkan tidak memenuhi prinsip ini karena dana tersebut tidak
tepat guna dimana dana tersebut seharusnya tidak dianggarkan dan
memerhatikan aspek prioritas penganggaran yang lebih urgen demi
peruntukan yang lebih banyak bermanfaat dibandingkan dengan
penganggaran dana purna tugas ketika itu. Dana purna tugas ketika
itupun tidak dianggarkan pada waktu yang pas atau pada kondisi
yang tepat karena ditengah defisit anggaran yang terjadi DPRD
malah melakukan penganggaran yang cukup besar untuk
kepentingan mereka pribadi tidak untuk kepentingan masyarakat
yang lebih luas. Penganggaran dana tersebut juga tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena penganggaran ini setelah diuji
secara hukum dan menempuh proses hukum yang panjang terbukti
bahwa tindakan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan didepan

hukum.
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Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja
khususnya pada kasus ini adalah dana purna tugas dimana dalam
penganggarannya seharusnya mengutamakan pencapaian hasil
kerja. Ketika itu dalam pembahasan dana purna tugas para anggota
DPRD khususnya Panggar tidak memperhatikan indikator-
indikator penetapan jumlah besaran dana purna tugas. Mereka
hanya menginterpretasikan “kemampuan daerah” dengan cara
mengjumlahkan usulan fraksi dan merata-ratakannya. Seharusnya
dalam penganggaran dana purna tugas harus didasarkan juga pada
hasil kerja, hasil kerja harus setara dengan anggaran yang akan
dianggarkan sehingga dalam proses penganggaran menumbuhkan
nilai profesionalisme yang baik. Sebagai contoh seperti pada
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD yang baru menjelaskan dana purna tugas yang selanjutnya
disebut uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan lama
pengabdian sebagai contoh disebutkan bahwa uang penghargaan
diberikan kepada anggota DPRD dengan masa mengabdi lima
tahun akan diberikan uang jasa penghargaan sebesar enam kali
Uang Representasinya dan klausul peraturan seperti itu sudah

cukup jelas.
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45.2. Aturan Penganggaran

Penganggaran yang baik adalah penganggaran yang mampu
mengakomodir kepentingan peraturan, dikarenakan peraturan berisikan
norma dan nilai yang baik dalam penyusunan penganggaran, walaupun
tidak secara lengkap dikatakan bahwa terdapat norma-norma yang
terkandung dalam peraturan penganggaran. Dasar dari peraturan yang
tidak tertulis dijadikan indikator seperti kelayakan dan kepatutan dari
suatu penganggaran. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat
prisnsip-prinsip penganggaran yang baik diantaranya transparan dan
akuntabel; disiplin annggaran; keadilan anggaran; efektif dan efisiensi
anggaran; dan disusun dengan pendekatan kinerja. Prinsip diatas yang
bersifat normatif menjadi alat ukur anggaran yang baik, tapi disamping
itu dibutuhkan peraturan yang mengikat dan menjadi pedoman yang jelas
sebagai petunjuk teknis yang jelas pula sehingga tidak terdapat celah
untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam penganggaran khususnya
dana purna tugas.

Berdasarkan keteranan Saksi Ahli Deni Indrayana, SH, LLM,
PHD, dalam kasus ini beliau beranggapan bahwa menurunya, anggaran
uang penghargaan bagi DPRD tidak ada dasar hukumnya baik dilihat dari
UU No. 22 1999 dan UU No 22 yahun 2003 maupun PP-nya, sehingga
diaturnya uang penghargaan secara tidak sah dalam Keputusan DPRD
no. 24/K/DPRD/2000 tentang kedudukan keuangan dan Sekretariat

DPRD Jota Yogyakarta, justru semakin menegaskan rangkaian rencana
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korupsi dengan mencoba berlindung dibalik produk hokum Keputusan
DPRD , sebab tidak ada satupun peraturan perumdamh-undangan yang
mendelehasikan kewenangan kepada Keputusan Pimpinan DPRD untuk
mrmberikan uang penghargaan kecuali Keputusan DPRD tersebut.
Adapun PERDA No. 6 tahun 2003 tentang APBD Kota Yogyakarta TA
2004 yang didalamnya terapat uang penghargaan itu menurut saksi tidak
sah.walaupun tidak ada koreksi atau juditial review terhadap Perda
tersebut, tetap tidak menghapuskan pidana korupsinya karna hokum tata
Negara terpisah dengan hokum pidana. Seharusnya Panggar
menggunakan surat edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29
Desember 2003 sebagai pedoman dan dasar hokum penyusunan anggaran
belanja DPRD (Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Dokumen Perkara DPT
DPRD Yogyakarta : 2012). Pada intinya ketika ada ketatanegaraan yang
tidak benar, tidak bisa dijadikan alasan untuk pembenaran tindak pidana.
ketidak sahan anggaran uang penghargaan dikarenakan 3 hal: 1)
Anggaran uang oenghargaan tidak diatur baik dalam UU, PP, maupun
tatib; 2) Besarnya anggaran yang penghargaan tidak diatur; dan 3)
Mekanisme pembuatan anggaran yang penghargaan menyalahi aturan.
Senada dengan keterangan saksi ahli dalam kasus korupsi DPT
DPRD Kota Yogyakarta terdapat peraturan-peraturan yang ketika itu
belum sempurna dan kurang jelas yang menyebabkan kelemahan dari
peraturan tersebut dimanfaatkan oleh seseroang/kelompok untuk

memperoleh keuntungan dan merugikan negara. Lemahnya peraturan dan
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kurangnya pengendalian menyebabkan kasus tersebut bisa terjadi,
terlepas dari ada atau tidaknya kasus seperti ini dimasa yang lalu namun
ketika dijadikan dasar pembenaran walaupun dengan jumlah berapapun
hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Hal tersebut dilakukan karena adanya
pemanfaatan kelemahan peraturan sehingga memberikan kesempatan
seseorang untuk mendapatkan keuntungan (Rohman, 2014)

Berdasarkan data yang diperoleh dalam proses penelitian yang
menjadi masalah utama dari adanya kasus ini adalah peraturan yang
memberikan kesempatan dan pelaku memanfaatkan kelemahan dari
peraturan. Untuk mencegah terjadinya hal semacam terjadi kembali perlu
adanya perubahan atau revisi terkait dengan peraturan dalam
penganggaran dana purna tugas. Upaya semacam sebenarnya sudah
dilakukan sejak tahun 2004 setelah pergantian kepengurusan DPRD Kota
Yogyakarta 1999-2004 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Khusus untuk pemberian dana
purna tugas yang selanjutnya diganti istilahnya dengan menggunakan
uang jasa pengabdian yang diberikan berdasarkan lama pengabdian.
Sebagai contoh pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD pasal 23 tentang Uang Jasa Pengabdian ayat 2 menyebutkan
bahwa “Besaran Uang Jasa Pengabdian (Dana Purna Tugas) disesuaikan

dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan: a)



139

Masa bakti kurang dari satu yahun, dihitung satu tahun penuh dan
diberikan uang jasa pengabdian satu bulan uang representasi; b) Masa
bakti sampai dengan satu tahun, diberikan uang jasa pengabdian satu
bulan uang representasi; ¢) Masa bakti sampai dengan dua tahun,
diberikan uang jasa pengabdian dua bulan uang representasi; d) Masa
bakti sampai dengan tiga tahun, diberikan uang jasa pengabdian tiga
bulan uang representasi; €) Masa bakti sampai dengan empat tahun,
diberikan uang jasa pengabdian empat bulan uang representasi; f) Masa
bakti sampai dengan lima tahun, diberikan uang jasa pengabdian lima
bulan uang representasi.

Penjelasan terkait dengan besaran uang representasi pun
disebutkan pula secara jelas yang terdapat pada Perda yang sama pasal 11
dimana uang representasi yang diberikan kepada Ketua DPRD sama
dengan Gaji Pokok Walikota Yogyakarta, uang representasi Wakil Ketua
DPRD adalah 80% dari uang representasi Ketua DPRD, dan uang
representasi Anggota DPRD adalah 75% dari uang representasi Ketua
DPRD Kota yogyakarta. Dengan jelasnya peraturan yang memberikan
pedoman teknis penyusunan dan penganggaran dana purna tugas oleh
Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan
upaya agar tidak terjadinya kasus seperti ini lagi dimasa yang akan

datang karena anggita DPRD khususnya Panggar/Banggar tidal lagi
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melakukan pembahasan terkait dengan besaran dana purna tugas yang
akan diberikan kepada anggota DPRD KotaYogyakarta.
Kesimpulan

Dari hasil pembasan berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan,

dapat diambil kesimpulan dari pembahasan diatas sebagai berikut:

1.

Penanganan Kasus dan Pengungkapan

Kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta muncul berawal
dari adanya laporan sebuah LSM terkait adanya dugaan korupsi dalam
penganggaran Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-
2004. Kasus tersebut bergulir sampai dengan jatuhnya vonis melalui putusan
Hakim MA No : 150 K/Pid.Sus/2009 dan telah berkekuatan hukum tetap atau
inkracht van gewijsde.

Akuntansi Forensik

Penggunaan Akuntansi Forensik dalam kasus ini adalah untuk mengetahui
adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh penganggaran Dana Purna
Tugas DPRD Kota Yogyakarta. Kejaksaan Negeri bersama BPKP Perwakilan
DI1Y bekerjasama untuk melakukan perhitungan kerugian negara yang terjadi
dengan melakukan prosedur-prosedur audit dengan dibantu berkas dan bukti-
bukti yang yang telah diperoleh oleh penyidik Kejaksaan ditingkat
Penyidikan. Dari hasil perhitungan yang dilakukan BPKP berdasarkan Surat
Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor : S-2906/PW.12/52005, tanggal 29

Juni 2005 perihal : Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembayaran
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Uang Penghargaan kepada pelaku Cinde Laras Yulianto dkk adalah sebesar
Rp 2.486.250.000.

Analisis Fraud Triangle

Tekanan muncul yang diakibatkan adanya setoran partai, pencalonan kembali
dan tekanan jabatan sebagai Panggar DPRD Kota Yogyakarta. Kesempatan
dalam kasus ini muncul dari adanya paradigma pemikiran bahwa dana purna
tugas merupakan uang penghargaan yang lumrah untuk diberikan.
Rasionalisasi dalam kasus ini pun muncul karena mereka sebagai pemilik hak
budgeter yang melakukan penganggaran memiliki anggapan bahwa DPT
bersifat kultural dan ada peraturan yang menjadi dasar.

Analisis Fraud Element Triangle

Act/Thef dalam kasus korupsi Dana Purna Tugas ini dimulai dengan
dilakukannya penganggaran yang dibahas di DPRD Khususnya di Panitia
Anggaran DPRD yang menerima usulan fraksi tentang DPT. Pembahasan ini
bergulir di Panggar sampai muncul besaran Rp 75.000.000,- per anggota yang
kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk dicantumkan dalam APBD.
Concealment terjadi karena adanya pengabaian dan pembiaran terhadap Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri No : 161/3211/SJ yang hanya dijadikan
referensi dan terjadi pembiaran terhadap Surat Walikota Yogyakarta No:
X.910/011 dimana surat tersebut tidak dibahas ditingkatan alat kelengkapan
DPRD (Panggar) yang seharusnya DPT DPRD Kota Yogyakarta dapat
dibatalkan dan dihapuskan dari mata anggara belanja DPRD Kota

Yogyakarta. Conversion terjadi dengan melakukan beberapa penggunaan
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seperti memenuhi kebutuhan pribadi, setoran sumbangan kepada partai, dan
modal untuk pencalonan kembali.

Upaya Pencegahan

Agar kasus semacam tidak terjadi kembali perlu dilakukan pembenahan
terhadap proses penganggaran, penganggaran di DPRD Kota Yogyakarta
harus sesuai dengan prinsip penganggaran yang baik dan benar yakni
penganggaran harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel; disiplin
annggaran; keadilan anggaran; efektif dan efisiensi anggaran; dan disusun
dengan pendekatan kinerja. Perbaikan juga harus harus dilakukan dalam
peraturan sebagai contoh pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
pasal 23 tentang Uang Jasa Pengabdian yang memberikan petunjuk yang jelas
dalam penentuan besaran uang penghargaan yang diberikan kepada anggota

DPRD Kota Yogyakarta untuk periode-periode selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Pengenalan Bab

Pada bab ini merupakan penjelasan terakhir yang diberikan dari

penelitian ini, dimana penulis akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang

penulis lakukan, dan memberikan saran kepada pihak yang menjadi objek

penelitian khususnya dan penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan yang

dialami penulis selama melakukan penelitian akan dijelaskan pula dalam bab ini.

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan pembahasan yang penulis

susun pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Penanganan Kasus dan Pengungkapan

Kasus korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta muncul
berawal dari adanya laporan sebuah LSM terkait adanya dugaan
korupsi dalam penganggaran Dana Purna Tugas DPRD Kota
Yogyakarta periode 1999-2004. Kasus tersebut bergulir sampai
dengan jatuhnya vonis melalui putusan Hakim MA No : 150
K/Pid.Sus/2009 dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van
gewijsde. Dalam menangani laporan ini pada awalnya kasus ini
dibebankan kepada Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta atas
penugasan dari Kejaksaan Tinggi DIY yang ketika itu langsung

dilaksanakan operasi intelejen  yustisian. Namun, dalam
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perjalanannya tim dari kejaksaan negeri tidak menemukan adanya
tindak pidana korupsi dan kerugian Negara yang ditimbulkan dari
penerbitan kebijakan DPT DPRD tersebut karena masih dalam
koridor tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Dari hasil
laporan operasi yang dilakukan oleh kejari kota Yogyakarta,
kejaksaan tinggi menindaklanjuti dengan mengkaji kembali yang
menghasilkan temuan dimana ada regulasi yang tidak di terapkan
dalam penyusunan kebijakan ini. Setelah disimpulkan, Kejaksaan
Tinggi DIY kembali membuka kasus tersebut dengan membentuk
tim untuk melakukan Operasi Intelejen Yustisian dan memulai
penyelidikan berdasarkan Laporan Operasi Intelejen Nomor : R-
OPSIN-02/0.4.3/Dek.3/02/2005. Dalam perjalanan operasi ini, untuk
menunjang pengambilan keputusan dan pertimbangan hokum para
penyidik melibatkan akademisi dalam bidang hokum pidana dan
hokum tatanegara untuk menilai sejauh mana kebenaran atau
kesalahan dari kasus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi yang
dimintai keteranggannya dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar
pengambilan  keputusan, tim  Operasi Intelejen  Yustisial
menyimpulkan bahwa terdapa penyalahgunaan dan pelanggaran
hokum dalam asus tersebut. Setelah melakukan upaya hukum sampai
dengan Mahkamah Agung (Kasasi dan PK) Majlis Hakim memutus

bersalah para pelaku dikarenakan dalam penganggaran terdapat
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unsur tindak pidana korupsi yang mengakibatkan adanya Kerugian
Negara sebesar Rp 2.486. 250.000,-.

Akuntansi Forensik

Penggunaan Akuntansi Forensik dalam kasus ini adalah untuk
mengetahui adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh
penganggaran Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta.
Kejaksaan Negeri bersama BPKP Perwakilan DIY bekerjasama
untuk melakukan perhitungan kerugian negara yang terjadi dengan
melakukan prosedur-prosedur audit dengan dibantu berkas dan
bukti-bukti yang yang telah diperoleh oleh penyidik Kejaksaan
ditingkat Penyidikan. Dari hasil perhitungan yang dilakukan BPKP
berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor : S-
2906/PW.12/52005, tanggal 29 Juni 2005 perihal : Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Pembayaran Uang Penghargaan
kepada pelaku Cinde Laras Yulianto dkk adalah sebesar Rp
2.486.250.000.

Analisis Fraud Triangle

Dalam analisis Fraud Triangle dalam kasus ini terdapat motivasi
yang menyebabkan mereka melakukan penganggaran ini seperti
adanya tekanan yang diakibatkan adanya setoran partai, pencalonan
kembali dan tekanan jabatan sebagai Panitia Anggaran DPRD Kota
Yogyakarta. Kesempatan dalam kasus ini muncul dari adanya

paradigma pemikiran bahwa dana purna tugas merupakan uang
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penghargaan  yang lumrah  diberikan  sehingga  mereka
memperkuatnya dengan kewenangan sebagai anggota DPRD untuk
membuat peraturan sendiri berupa Keputusan DPRD Kota
Yogyakarta No : 34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan
Keuangan DPRD. Rasionalisasi dalam kasus ii pun muncul dimana
mereka sebagai pemilik hak budgeter yang melakukan penganggaran
dikarenakan adanya pengetahuan dan paradigma dana purna tugas
bersifat kultural dan rasionalisasi pun muncul ketika diikat oleh
peraturan yang mereka bikin sendiri dalam bentuk Keputusan
DPRD.

Analisis Fraud Element Triangle

Act/Thef dalam kasus korupsi Dana Purna Tugas ini dimulai dengan
dilakukannya penganggaran yang dibahas di DPRD Khususnya di
Panitia Anggaran DPRD yang menerima usulan fraksi tentang perlu
adanya dana purna tugas dalam APBD Kota Yogyakarta TA 2004.
Pembahasan ini bergulir di Panggar sampai muncul besaran Rp
75.000.000,- per anggota yang kemudian diusulkan kepada
pemerintah untuk dicantumkan dalam APBD. Penetapan dana purna
tugas DPRD Kota Yogyakarta selanjunya diputuskan dalam
Keputusan DPRD Kota Yogyakartaditetapkan dalam Keputusan
DPRD Kota Yogyakarta No. 30/K/DPRD/2003 Anggaran Belanja
DPRD dan Sekretariat DPRD dan Keputusan DPRD

31/K/DPRD/2003 tentang Penetapan Perda No 6 tahun 2003 tentang
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APBD Kota Yogyakarta TA 2004. Concealment terjadi karena
adanya pengabaian dan pembiaran terhadap Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri No : 161/3211/SJ Perihal Pedoman tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang hanya
dijadikan referensi dan terjadi pembiaran terhadap Surat Walikota
Yogyakarta No: X.910/011 Tentang Perbandingan Anggaran DPRD
antara Surat Edaran Mendagri dengan Anggaran DPRD Kota
Yogyakarta TA 2004 dimana surat tersebut tidak dibahas ditingkatan
alat kelengkapan DPRD (Panggar) yang seharusnya DPT DPRD
Kota Yogyakarta dapat dibatalkan dan dihapuskan dari mata anggara
belanja DPRD Kota Yogyakarta. Conversion terjadi setelah
diterbitkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor
:19/K/Pimp/DPRD/2004 tentang Pemberian Uang Penghargaan
Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta sebagai
dasar penerbitan SPMU untuk mencairkan DPT tersebut. Setelah
uang diterima oleh para anggota seperti pada pembahasan diatas
selanjutnya mereka melakukan beberapa penggunaan terhadap Uang
Penghargaan tersebut seperti untuk memenuhi kebutuhan pribadi,
setoran sumbangan kepada partai, dan modal untuk pencalonan
kembali seperti yang dijelaskan didalam analisis fraud triangle
Upaya Pencegahan

Agar kasus seperti ini tidak terjadi kembali perlu dilakukan

pembenahan terhadap proses penganggaran, penganggaran di DPRD



148

Kota Yogyakarta harus sesuai dengan prinsip penganggaran yang
baik dan benar yakni penganggaran harus dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel; disiplin annggaran; keadilan anggaran;
efektif dan efisiensi anggaran; dan disusun dengan pendekatan
Kinerja. Perbaikan juga harus harus dilakukan dalam peraturan
sebagai contoh pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD pasal 23 tentang Uang Jasa Pengabdian yang memberikan
petunjuk yang jelas dalam penentuan besaran uang penghargaan
yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta untuk

periode-periode selanjutnya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa keterbatasan,

diantaranya :

1.

Penelitian sulit untuk melakukan pengecekan pada aspek triangulasi
sumber dikarenakan dari jumlah pelaku yang tersangkut kasus
korupsi Dana Purna Tugas hanya satu yang mampu penulis
wawancarai dan ada sebagian yang penulis coba untuk wawancarai
namun yang bersangkutan tidak mersedia untuk diwawancarai.

Keterbatasan akses pada dokumen rahasia seperti hasil audit
perhitungan kerugian negara untuk kasus korupsi Dana Purna Tugas
DPRD Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan

DIY.
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Dokumen Perkara kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota
Yogyakarta yang ada di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang
merupakan dokumen rahasia tidak bisa dijadikan bagian dari
lampiran skripsi ini sebagai penjelas dalam melakukan penelitian

Kemungkinan adanya potongan kejadian yang hilang karena faktor
waktu terjadinya kasus ini memungkinkan adanya penjelasan yang

tidak terlalu mendetil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan keterbatasan yang

muncul selama penelitian berlangsung, maka penulis menyarankan kepada

beberapa pihak sebagai berikut :

1.

Kepada penulis selanjutnya, diharapkan dapat menggali sumber data
lebih banyak lagi khususnya narasumber yang terlibat langsung
dalam kasus tersebut agar lebih mudah melakukan pengecekan
terhadap aspek triangulasi sumber. Selain itu, penulis selanjutnya
pun dapat meneruskan penelitian pada objek yang sama dilihat dari
perspektif kriminologi agar dapat lebih membantu melakukan
analisis fraud triangle dan fraud element triangle.

Kepada DPRD Kota Yogyakarta, lakukan pertimbangan lebih
mendalam terhadap seluruh bentuk penganggaran yang akan
direncanakan apakah itu dari sisi peraturan dan prinsip penganggaran

itu sendiri agar dimasa yang akan datang tidak terjadi kasus seperti
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ini lagi yang menyeret nama baik institui terhormat DPRD Kota
Yogyakarta

Kepada penegak hukum, lanjutkan tugas mulia khususnya dalam
memberantas tindak pidana korupsi dengan melakukan kordinasi dan
kerjasama yang masiv dan junjung integritas profesi sebagai
penghormatan kepada institusi dan negara.

Rakyat Indonesia, mari kawal dan awasi roda pemerintahan dan
birokrasi di sekitar kita sebagai upaya bersama untuk ikut turun
tangan mewujudkan cita-cita Indonesia yang bermartabat dan melek

hukum.
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TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

ANALISIS AKUTANSI FORENSIK PADA KASUS KORUPSI DANA PURNA

TUGAS DPRD KOTA YOGYAKARTA 1999-2004

Hari/Tanggal . Selasa / 25 Februari 2014 dan Senin / 10 Maret 2014
Waktu :13.00-14.15 WIB

Penanya : Dikri Abdika (DA)

Narasumber : Slamet Tulus Wahyana, SE., Ak., CA., CFr.A. -

Kepala Divisi Investigasi BPKP Perwakilan DIY (ST)

Selasa / 25 Februari 2014

DA : Bagaimana peran BPKP ketika terdapat indikasi adanya Tindak
Pidana Korupsi?

ST : BPKP bekerja atas dasar permintaan berupa apakah audit dengan tujuan
khusus yakni untuk perhitungan kerugian negara atau audit investigasi. Biasanya
untuk tindak pidana korupsi dan menghitung kerugian negara, BPKP diminta oleh
aparat penegak hukum seperti kejaksaan setelah masuk proses penyidikan, dimana
auditor BPKP mencari kerugian negara dikarenakan adanya tindak pidana korupsi
tersebut.

DA : Bagaimana prosedur audit yang dilakukan oleh auditor BPKP ketika
terdapat indikasi fraud khususnya untuk fraud terhadap ketidakteraturan
regulasi?

ST : Prosedur audit yang dilakukan bisa dengan prosedur analitis, kemudian
konfirmasi dan wawancara kepada pihak yang memiliki hubungan dengan yang

bertanggungjawab sampai dengan yang dianggap paling bertanggung jawab.
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Prosedur audit yang dilakukanpun sesuai dengan apa yang ingin diperoleh
misalkan dokumen yang ada dianalisis apakah isi dari dokumen tersebut sudah
mencerminkan sesuai dengan dokumen atau karakteristik sudah sesuai dengan
kondisi. Dari situ dilakukan prosedur analisis atau membandingkan tingkat
kesesuaiannya.

DA : Mengacu pada Kronologis yang disusun oleh penulis, Apakah
pengendalian internal di DPRD Kota Yogyakarta sudah dapat dikatakan
baik khususnya untuk penganggaran Dana Purna Tugas yang didalamnya
spesifik menyebutkan 6 kali dari uang representatif? Mengapa?

ST : Untuk peraturan yang saat ini yang menyatakan bahwa aturan untuk
menganggarkan DPT sudah jelas dibandingkan ketika terjadinya penganggaran
yang akhirnya dikatagorikan sebagai TPK yang hanya menjelaskan bahwa DPT
diberikan sesuai dengan kemampuan daerah. Kemampuan disini yang menjadi
celah, karena indikator kemampuan tidak dijalaskan lebih lanjut diperaturan-
peraturan selanjutnya sehingga hal ini bisa menjadi kesempatan. Jika dilihat pada
peraturan yang sekarang dengan mencantumkan dengan jelas misalnya enam kali
gaji pokok sudah cukup untuk meniadakan multi interpretasi yang sebelumnya
terjadi.

DA : Bagaimana Pengendalian internal yang baik bagi DPRD agar lebih
ideal lagi dalam melakukan penganggaran?

ST : Pengendalian internal yang baik bagi DPRD dalam penganggaran khususnya
dalam aturan penganggaran DPRD harus ikut pada aturan yang berlaku namun

peraturan yang dibuat tidak multi interpretasi dan tidak memberikan kesempatan
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orang untuk bertindak fraud . Peraturan yang ada harus detil untuk mengurangi
resiko, taat pada hirarkis peraturan yang ada atau tidak bertentangan dengan
peraturan lainnya. Biasanya yang cukup rawan yaitu ketika perencanaan dimana
perencanaan yang dibuat harus detil agar terindar dari resiko, taat pada aturan
yang ada, serta diperlukan adanya check and balance. Tetapi tidak cukup disana
ketika dalam pelaksanaan pun harus tetap diawasi agar tidak ada celah untuk
fraud

DA : Apakah ada kesempatan ketika penganggaran yang mengacu pada
hasil UU Otonomi Daerah bahwa penganggaran alokasi keuangan harus
berdasarkan kemampuan daerah?

ST : Bisa jadi, karena indikator kemampuan daerahnya tidak jelas dan tidak
dijelaskan kembali berapa yang dimaksud dengan kemampuan daerah. Disana
bisa timbul kesempatan dimana peraturan yang ada memberikan peluang
seseorang bertindak fraud. Jangan sampai aturan yang ada dibuat menguntungkan
bagi pelaku fraud. Jika dikaitkan dengan teori fraud triangle bahkan bisa mungkin
ini sebagai alasan pembenaran atau rasionalisasi

DA : Pak yang kita analisis juga kan terkait perspektif fraud triangle dan
fraud element triangle. Khusus untuk fraud triangle spesifik pada tekanan
apakah ada tekanan yang menyebabkan mereka melakukan ini? Apakah
sumbangan partai juga bisa dikatagorikan tekanan pak karena saya lihat di
BAP tiap anggota dibebankan dengan sumbangan partai tergantung

partainya?
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ST : Kalo tekanan dikasus ini bisa muncul dari partai karena setiap partai
menetapkan tarif sumbangan partai, dan pelaku pasti beranggapan bahwa gaji
yang diterima terlampau sedikit dan kebutuhan lebih besar dibandingkan gaji yang
diterima. Tapi sebenarnya tekanan yang mungkin terjadi bukan hanya dari gaji
saja hamun bisa saja karena jabatan dan tekanan dari pimpinan, karena secara
tidak langsung dengan dia menjadi anggota panggar yang mengharuskan mereka
menyusun/mengusulkan anggaran khususnya DPT ini. Karena tekanan itu tidak
selalu dengan uang, gaya hidup juga bisa jadi tekanan selain jabatan dan
pimpinan itu juga bisa jadi tekanan

DA : Apakah peraturan tentang pemerintahan daerah nomor 22 tahun 1999
memberikan ruang rasionalisasi dimana daerah bisa menyusun anggaran
termasuk dana pensiun sesuai dengan kemampuan daerah seperti pada pasal
75? Bagaimana dengan aturan yang sekarang dengan adanya perda Kota
Yogyakarta no 7 tahu 2004 yang langsung menetapkan bahwa DPT yang
diberikan misal langsung enam Kkali dari gaji representatifnya?

ST : Ya kan sudah dijelaksan kalo peraturan bisa saja menjadi alat pebenaran atau
rasionalisasi, karena peraturan yang ada waktu itu tidak jelas dengan hanya
menyebutkan sesuai dengan kemampuan daerah yang jelas dapat menimbullkan
penafsiran yang luas, seharusnya ada penjelasan kembali sesuai dengan hirarki
peraturan bahwa kemampuan daerah yang dimaksud untuk DPT itu berapa agar
tidak hanya dijadikan sebagai rasionalisasi bagi pelaku tetapi malah mengurangi
resiko dan dibuat tidak menguntungkan pelaku. Satu lagi bahwa kemampuan

daerah disini indikatornya tidak jelas dan menimbulkan penafsiran yang berbeda.
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Kalo memang sekarang seperti itu misalkan berapa kali dari gaji pokok itu lebih
bagus karena jelas berapanya yang nanti diberikan sebagai DPT. Dan yang paling
penting yakni menghindari resiko dan tidak memberikan kesempatan orang untuk
melakukan kecurangan, peraturan meman harus seperti itu.

DA : Terkait dengan fraud element triangle dalam kasus ini apakah sudah
terpenuhi pak? Dan khusus untuk concealment. Apakah dengan tidak
ditindak lanjutinya surat dari walikota oleh pimpinan DPRD itu bagian dari
concealment?

ST : Ya kan kalo di fraud elements triangle itu kan act/thef, kemudian
concealment, dan conversion. Kalo act nya sudah cukup jelas mulai dari
perencanaan sampai dengan disahkannya aturan DPT diterbitkan dan uangnya
diterima, kalo concealment berarti proses penyembunyiannya. Kalo ditanya
khususnya untuk dengan adanya surat dari walikota yang menyebutkan bahwa
anggaran DPT harus di tinjau dan di refisi menurut saya sebelumnya kita harus
tahu terlebih dahulu apakah yang menerima surat tersebut (pimpinan DPRD)
mengetahui prosedur yang ada di DPRD terkait pembahasan kembali DPT ini,
kalo memang prosedurnya bahwa surat yang masuk harus dibahas di panggar
namun tidak disampaikan berarti ada niat untuk menyembunyikan, tapi kalo dia
tidak tahu berarti memang tidak ada niat, yang susah disini kan membuktikan
niatnya. Katakanlah kalau prosedur yang seharusnya seperti itu dan mereka tahu
prosedur tersebut tapi tidak menyampaikannya, berarti ini sudah jelas bahwa ada
niatan. Kalo conversion sendiri itukan menikmati hasil yang dicuri nahh ini yang

harus dicari lebih dalam, saya tidak bisa menerka sembarang sepertinya.
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Senin / 10 Maret 2014

DA : Pak Bagaimana proses Penugasan Auditor Forensik di BPKP DIY
untuk mengaudit berapa kerugian negara yang timbul akibat adanya tindak
pidana korupsi?

ST : Proses Penugasan Auditor Forensik di BPKP biasanya dimulai dengan
adanya permintaan terlebih dahulu dari aparat penegak hukum, kemudian Kita
melakukan ekspos terlebih dahulu apakah layak atau tidak, setelah itu baru
diterbitkan Surat Penugasan Audit oleh Pimpinan, masuk proses audit selanjutnya
auditor menghitung kerugian negara yang terjadi dengan didukung data yang telah
diperoleh penyidik didalam proses penyidikan, setelah diketahui berapa besaran
kerugian negara baru diterbitkan laporan audit yang selanjutnya dijadikan sebagai
alat bukti sebagai pembuktian hukum.

DA : Kualifikasi seorang auditor forensik yang diberi penugasan untuk
perhitungan kerugian negara ini seperti apa pak? Dan berapa orang
biasanya yang diberikan penugasan dalam satu kasus?

ST : untuk jumlahnya tidak menentu tergantung kasusnya, yang jelas dalam satu
tim tersebut berisikan ketua, anggota, dan pengendali teknis. Kalo ketua berarti
dia sudah punya kualifikasi dengan telah mengikuti DIKLAT, sertivikasi sebagai
ketua, jenjang pendidikan juga, dan pengalaman mengaudit. Kalau anggota itu
mulai dari yang junior, dan pengendali internal dia biasanya sudah melalui
pendidikan khusus serta penjenjangan dan sudah melalui proses assessment

(penilaian) agar bisa menjadi seorang pengendali teknis.
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TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

ANALISIS AKUTANSI FORENSIK PADA KASUS KORUPSI DANA PURNA

TUGAS DPRD KOTA YOGYAKARTA 1999-2004

Hari/Tanggal : Senin / 10 Februari 2014

Waktu :13.00-15.15 WIB

Penanya : Dikri Abdika (DA)

Narasumber : Pelaku - Nama disamarkan atas permintaan

narasumber (PX)

DA: Pak, sebenarnya bagaimana sistem penganggaran di DPRD khususnya
ketika menganggarkan Dana Purna Tugas?

PX: Sistem penganggaran yang ada ketika itu ya menurut susunan kedudukan
yang ada ketika itu yang menyebutkan bahwa kami sebagai anggota DPRD berhak
mendapatkan uang penghargaan atau DPT. Kalo dalam teknis nya kita sudah
lakukan sesuai dengan tatib yang ada di DPRD, saya sudah lupa persisnya karena
sudah cukup lama. Selama kami menganggarkan, tidak ada yang kami langgar
bahkan sampai saat itu disetujui, walikota pun ikut menandatangani, berarti secara
tidak langsung bisa dikatakan sah dong. Hanya saja, kita ini tergelincir oleh Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri yang selalu dianggap sebagai dasar utama
penyusunan DPT, secara hierarki menurut saya tidak bisa seperti itu, makannya
ketika itu kami hanya menjadikan SE tersebut sebagai referensi saja, tetapi dalam

pelaksanaan Kkita sudah sesuai dengan peraturan dan hak kita.
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DA : Apakah bapak merasakan ada yang tidak sesuai dengan penyesunan
anggaran ini??

PX : Kalo tidak sesuai itu relatif karena saya yakin yang sekarang pun ketidak
sesuaian masih dapat terjadi. Namanya juga peraturan yang dibuat manusia pasti
ada kekurangannya, namun yang menjadi penting adalah bagaimana kita dalam
membuat suatu kebijakaan bisa taat pada peraturan yang ada, naah itu lah dasar
yang kami lakukan dalam menganggarkan DPT ini. Jadi sangat relatif mas kalo
kita melihat kesempurnaan dari peraturan. Tapi mas yang coba deh dipikir orang
udah ngabdi dan kerja masa ga dikasih pesangon, buruh aja dikasih masa anggota
DPRD tidak. Memang sebelum-sebelumnya itu bentuk uang penghargaannya bisa
bukan dalam bentuk uang, tapi tanah dan macem-macem mas, nah untuk yang
kemaren kita melakukan mekanisme pembahasan yang memang sifatnya sudah
dilakukan jaman dahulu karena uang penghargaan selalu diberi diperiode
sebelumnya pun. Jadi, hal-hal kaya gini bukan hal baru Cuma memang terkadang
bentuknya berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya bahkan pejabat
eksekutif pun seperti itu banyak mas.

DA : berarti bapak menerima uang itu dan apakah bapak juga ikut
mengembalikan uang DPT tersebut setelah vonis?

PX: iya saya menerima, orang sudah dianggarkan ya saya terima. Bukan cuma
saya, tapi seluruh anggota dewan ketika itu menerima walaupun setelah itu ada
satu anggota yang mengembalikan uang DPT tersebut. Ketika kasus ini ramai, dan
sudah melalui proses hukum semua yang menerima itu disuruh untuk

mengembalikan tapi saya tidak. Saya tidak mengembalikan uang DPT tersebut
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mas, makannya saya mendapat hukuman lebih sebagai penggantinya. Saya tetap
yakin bahwa saya berhak mendapatkannya jadi saya ga mau mengembalikannya.
Saya gunakan itu ya bener-bener peruntukan dana purna tugas ya istilahnya
sebagai pesangon lah”.

DA : Kalau menurut bapak tidak ada yang salah dengan penganggaran
tersebut, jadi menurut bapak apa yang salah sehingga bapak dan teman-
teman panggar bisa dituntut melakukan korupsi?

PX : Kita itu mas dijebloskan kepenjara hanya gara-gara surat edaran. Ingat loh
mas hanya surat edaran Mendagri. Secara hirarki peraturan DPRD khusushya
dalam penganggaran ga bisa kita mengacu pada surat edaran Mendagri, tetapi
pada peraturan yang ada seperti Susunan Kedudukan Keuangan DPRD, kalo ga
salah pasal 15 atau 16 saya lupa, nah setelah itu baru ke peraturan diatasnya,
bukan Surat Edaran Mendagri. Saya masih ga habis pikir sampai sekarang Kita ini
dalam masa transisi ketika itu, mengabdi bener-bener mengabdi malah
dijebloskan kepenjara gara-gara dana purna tugas lebih-lebih gara-gara Surat
Edaran Mendagri. Mas kamu bayangin aja yah yang namanya orang kerja itu kalo
udah selesai masa bakti itu pasti dikasih pesangon, masa kami tidak. Liat anggota
DPR RI, mereka bukan Cuma dikasih pesangon, tapi mereka juga dapet gaji
pensiun. Ini nih yang memang salah kaprah di sini. Tapi saya ga permasalahkan
itu hanya saja tolong lah yang jadi penegak hukum dan saksi ahli manusiawi
sedikit. Mereka seakan-akan gatel pengen jeblosin kita ke penjara.

DA : Kalau boleh saya tahu, siapa yang menginisiasi pertama kali dana

purna tugas ini??
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PX : Saya juga tidak tahu, karena rapatpun ketika itu saya tidak selalu hadir
karena sakit. Tp mas menurut saya itu tidak penting siapa yang menginisiasi
pertama kali untuk menganggarkannya DPT didalam APBD. Terlepas dari itu kita
masih melakukannya sesuai dengan peraturan yang ada.

DA : Terus mekanisme perata-rataan besaran DPT sehingga muncul angka
75 juta rupiah itu gimana pak?

PX : Saya juga kurang tahu persis karena memang ketika itu ada usulan yang
berbeda-beda dari tiap fraksi untuk jumlah besaran DPT kalo ga salah dari 30 juta
sampai dengan 150 juta rupiah. Tapi karena waktu yang sudah mendesak dan
hasilnya segera harus dikomunikasikan kepada pimpinan jadi kita sepakat untuk
merata-ratakan besaran tersebut. Tapi ada itu satu anggota yang tetap tidak setuju
dengan besaran 75 juta sehingga dia tidak mau menerimanya. Tapi mas terepas
dari itu Kkita itu cuma nerima 0,4 % dari PAD loh padahal selama kami menjabat
hubungan kami dengan eksekutif itu baik sampai PAD kita yang tadinya hanya
hampir 18 miliar, pada periode kami naik drasti sampai dengan lebih dari 130
miliar. Itu kan berarti kinerja eksekutif dan legislatif yang dapat mengoptimalkan
dari sisi kebijakan dan teknis, padahal lazimnya kita bisa dapat lebih dari itu dari
PAD, tapi kita hanya ngambil 0,4%. Coba anda liat aja BAP itu ada perbandingan
PAD dengan DPT yang kami terima.

DA : Sebenarnya peraturan yang ada ketika itu sudah ideal atau memang
memberikan kesempatan seseorang melakukan korupsi?

PX : Saya kira ideal-ideal saja ketika kita tidak ada maksud buruk, hanya saja kita

dianggap punya motif buruk. Padahal niat pun ga ada, ehh malah jadi masalah.
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Kalo anda liat peraturannya emang kita disebutkan bahwa kita berhak
mendapatkan dana purna tugas. Tapi saksi ahli mengatakan bahwa kita melakukan
korupsi dibalik baju peraturan. Itu yang saya masih ga habis pikir mas.

DA : Sebenarnya apakah bapak merasa tertekan oleh partai yang
menetapkan tarif sumbangan, jabatan atau pimpinan dalam melakukan
penyusunan DPT ini?

PX : Kalo sumbangan partai sih emang jadi kewajiban kita kepada partai, karena
partai yang bawa kita jadi anggota dewan, kalo tertekan dalam menyusun DPT sih
engga, hanya saja Kita itu setiap dapet gaji, gaji kita selalu dipotong untuk partai,
termasuk DPT yang bermasalah ini. Saya itu ngasih ke parta tiap gaji sebanyak 15
persen dan kemaren DPT itu saya juga memberikan sumbangan untuk peruntukan
pemilu juga yang dikurangi dari DPT. Ya gitu lah mas kalo jadi anggota dewan,
mesti bener ngabdi, kalo mau cari duit gampang, tapi banyak ga gampangnya,
mesti loyal sama lembaga dan pengabdian. Karena kalo Cuma cari duit itu ga
bakal dapet banyak, gaji kita ga bakal pulang kerumah 100%. Kalo dari jabatan ya
mungkin bisa jadi mas, soalnya saya juga ga tau, tiba-tiba DPT ini bermasalah
saja dan kami satu Panggar terseret semua. Kalo pimpinan sih saya rasa tidak
hanya saja ada yang aneh, masa dari seluruh anggota panggar dan ketua panggar
ada 1 yang lolos, yakni wakil ketua Panggar. Nahh dimana persamaan hukumnya.
Dia pimpinan loh. Itu yang saya heran.

DA : Sampai saat ini bapak menerima tidak dengan putusan hukum yang

ada?
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PX : Saya menerima hukumannya tapi saya tidak menerima vonis dan
tuntutannya. Mungkin saya masih ada yang dirasa kurang amanah kepada
masyarakat dan saya kurang maksimal dalam menjalankan tugas sebagai anggota
dewan. Jadi saya ambil hikmahnya disana dan saya harus ikhlas dengan apa yang
sudah terjadi. Tapi mas untuk tudahan saya sebagai koruptor, saya masih tidak
terima. Karena saya masih beranggapan bahwa yang kami lakukan sudah sesuai
dengan peraturan yang ada, saya tidak tahu kalo diluar itu ada pihak yang
memanfaatkan situasi ini untuk benar-benar melakukan korupsi.

DA : Apakah peraturan yang ada sekarang ini sudah cukup jelas dalam
mengatur DPT?

PX : Kalo peraturan sekarang aku kurang tau mas jelas atau tidak jelasnya mas,
emang peraturan yang sekarang kaya gimana?

DA : Peraturan sekarang itu contohnya untuk DPT yang diberika itu
sebanyak 6 bulan dari uang representasi.itu bagaimana pak?

PX : Ya kalo sekarang seperti itu menurut saya sudah lebih jelas dibandingkan
jaman saya.

DA : Menurut bapak peraturan yang sekarang memberikan peluang untuk
bertindak curang tidak pak dibandingkan periode bapak?

PX : Kalo memang Kklausulnya seperti itu menurut saya itu bisa untuk
menghindari orang untuk berbuat curang.

DA : Pak ketika itu ada tidak pak anggota DPRD Kota Yogyakarta yang

bermaksud untuk mencalonkan kembali?
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PX : mas. Mereka mencalonkan kembali untuk menjadi anggota DPRD, tp itu kan
hak mereka saya Ada kok tidak mau masuk ke wilayah itu mas. Mungkin dari
mereka masih merasa ada yang harus diperbaiki, makannya mereka mencalonkan
kembali.

DA : Ketika itu mungkin ga pak ada yang memang memanfaatkan dana
purna tugas untuk mencalonkan kembali?

PX : saya ga kepikiran kesana mas. Tapi, kalo ada yang berniat seperti itu saya
bisa katakan mungkin saja, mereka dapet uang dari mana lagi kalo tidak pake
uang itu, kecuali kalo mereka punya usaha sebelumnya yang bisa mendanai
pencalonan kembalinya mereka.

DA : Menurut bapak, mungkin tidak pak pencalonan kembali anggota
dewan menekan anggota dewan untuk merancang anggaran untuk DPT?

PX : kalo saya ga da maksud seperti itu mas, boro-boro mencalonkan saya
berencana saja tidak mau. Tapi ya saya ga tau teman-teman yang lain kalo ada
yang memanfaatkan kondisi DPT ini digunakan untuk mencalonkan kembali.
Diluar itu menurut saya sah-sah saja kelo memang secara regulasi ini sudah sah
secara hukum juga, nanti peruntukannya untuk apa kan kembali kepada mereka

masing-masing.
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TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

ANALISIS AKUTANSI FORENSIK PADA KASUS KORUPSI DANA PURNA

TUGAS DPRD KOTA YOGYAKARTA 1999-2004

Hari/Tanggal : Selasa/ 11 Maret 2014

Waktu :11.00-12.30 WIB

Penanya : Dikri Abdika (DA)

Narasumber : Zaenur Rohman — Penulis PUKAT Korupsi UGM
(ZR)

DA : Apakah sistem penganggaran/aturan penganggaran ketika itu sudah
dapat dikatakan efektif dan efisien mengingat ketika itu masih dalam masa
transisi?

ZR : Efektif artinya mendukung tujuan dari peraturan penganggaran tersebut dan
efisien artinya tidak terlalu ada hambatan dalam pelaksanaan dari peraturan yang
ada. Ketika itu, keterkaitan adanya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah
untuk membangun otonomi daerah dimana didalamnya memisahkan antara
kewenangan pusat dan daerah atau desentralistik yang sebelumnya sentralistik.
Sebagian pihak menganggap bahwa dengan memisahkan kewenangan pusat dan
daerah, mengarah kepada pemerintahan federalistik karena kewenangan daerah
yang diberikan oleh undang-undang sangatlah besar. Kewenangan yang dimaksud
ada kewenangan keuangan dan kewenangan penganggaran, ketika itu dalam
bidang keuangan coraknya cenderung federal karena kewenangan yang diberikan
sangat luas. Untuk kasus ini adalah kewenangan penganggaran, hanya saja aturan

penganggaran yang satu dengan yang lainnya tidak begitu singkron seperti Susduk
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Keuangan DPRD dan tartib sebagai pedoman teknis prosedur penganggaran serta
aturan lainnya karena cenderung memberikan ruang atau celah untuk melakukan
korupsi. Contohnya yakni dasar mereka menganggarkan Dana Purna Tugas yaitu
keputusan DPRD tentang Susduk.

Tindakan korupsi yang dilakukan dengan cara menganggarkan dana purna tugas
nya sendiri bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
(AUPW). Asas-asas kelayakan, kepatutan yang memang tidak secara lengkap di
catat dalam UU namun sifat dari asas tersebut universal dan memang menjadi
pertimbangan.

DA : Apa yang menyebabkan anggota panggar dianggap sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi? Disisi lain mereka
beranggapan bahwa DPT sudah sesuai dengan Keputusan DPRD Kota
Yogyakarta Nomor : 34/K/DPRD/2000 tentang Susunan Kedudukan
Keuangan DPRD Pasal 15 yang berisi :(1) Pimpinan dan anggota DPRD
pada akhir masa bhakti atau berhenti antar waktu dengan hormat diberikan
Uang Penghargaan; (2) Uang Penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini
yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah
mendapat pertimbangan dari Panitia Anggaran?

ZR : Anggapan-anggapan pembenaran yang sifatnya subjektif dari pelaku seperti
itu salah karena tidak sesuai dengan vonis hakim. Hakim memberikan vonis atas
dasar tuntutat walaupun yang terbukti hanya subsidernya saja atau primernya
tidak terbukti itu hanya permasalahan pasal apa yang disangkakan kepada pelaku.

Sudah jelas hal tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum karena
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bertentangan dengan peraturan laiinya. Yang tidak dicantumkan dalam undang-
undang bukan berarti diperbolehkan, bisa juga dimasukan kedalam unsur yang
melawan hukum. Dalam kasus ini, unsur melawan hukumnya sudah terpenuhi
karena penganggaran ini tidak memenuhi asas kepatutan, kelayakan, mencederai
rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan kerugian negara. Kalaupun mereka
diamanahkan didalam undang-undang bahwa jelas anggs DPRD mempunyai
fungsi anggaran sehingga berhak membuat anggaran untuk dirinya sendiri.
Anggapan sebagai pemilik fungsi anggaran disini seperti itu tidak bisa dibenarkan,
pertanyaannya adalah ‘untuk siapa penaggaran tersebut, apalaj sudah memenuhi
asas hukum yang baik dan tidak melawan hukum?’ kalau dalamkasus ini sudah
jelas yakni untuk memperkaya diri sendiri dan terbukti melawan hukum. Kalau
misalkan penganggaran tersebut diperuntukan untuk periode selanjutnya mungkin
tidak masalah karena tidak ada konflik kepentingan, tapi kalau untuk dirinya
sendiri berarti untuk memperkaya diri

DA : Bagaimana posisi Surat Edaran Menteri Dalam negeri, Susunan
Kedudukan keuangan DPRD, dan surat pemberitahuan walikota dalam
kasus ini? Apakah ketiga aturan tersebut terjadi pertentangan sehingga hal
tersebut tidak dibenarkan?

ZR : Sebenarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pun memberikan penjelasan
yang tidak terlalu jelas terkait dengan kondisi keuangan daerah karena indikator
kemampuan daerahnya yang memberikan kesempatan mereka melakukan korupsi.
Sebenarnya kembali lagi bahwa penganggaran ini layak atau tidak? Patut atau

tidak? Karena didalamnya mengandung unsur melawan hukum. Mereka
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memanfaatkan aturan yang tidak detail untuk memperkaya diri sendiri dan
merugikan keuangan negara karena memanfaatkan keterbatasan peraturan. Dalam
memutus vonispun ada dua alasan hakim menjatuhkan vonis bebas atau tidak
bersalah karena didalamnya terdapat alasan pemaaf dan pembenar, dengan tidak
layaknya penganggaran ini dan ketidak patutan sehingga menyebabkan kerugian
negara, kedua alasan tersebut tidak dapat digunakan dalam kasus ini makannya
hakim menghukum

DA : Apakah terlihat ada tekanan yang menyebabkan mereka melakukan
penganggara dana purna tugas? Mengingat tiap partai menetapkan tarif
sumbanga, atau hal lain seperti tekanan jabatan sebagai anggota panggar,
tekanan pimpinan, atau bahkan tekanan kebutuhan dikarenakan gaji yang
diterima tidak 100% masuk ke saku anggota dewan?

ZR : Kalo dikatakan ada tekanan dari partai karena mereka harus membayar
sumbangan kepartai saya tidak tahu, tapi kalo mereka ada beban keuangan itu
mungkin bisa terjadi. Bahwa beban itu bisa dari partai, konstituen yang biasanya
menyodorkan proposal-proposal kegiatan dan karena jabatannya sebagai anggota
dewan biasanya sering dimintai. Biasanya mereka mengusahakan pendanaan
politik baik yang sah maupun tidak sah (korupsi). Sistem pendanaan politik
seperti itu yang bisa dijadikan tekanan, kalau benar adanya demikian mungkin itu
bisa timbul adanya tekanan. Terkait dengan tekanan jabatan, jabatan yang
diemban masalahnya mereka lakukan dengan melawan hukum. Siapapun yang
melawan hukum dia harus bertanggung jawab atas yang dia lakukan. Seperti pada

pasal 55 KUHP dimana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
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yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
DA : Apakah terlihat ada pembenaran (regulasi) sehingga mereka
melakukan penganggaran Dana Purna Tugas dan merasa tidak ada yang
salah dalam penganggaran tersebut?

ZR : Keuangan DPRD yang mereka buat sendiri, hal tersebut tidak dibenarkan,
kecuali dibahas dalam Undang-undang tentang Pemerintahan daerah bahwa
DPRD pada akhir masa jabatannya diberikan dana purna tugas atau bahkan
pensiun misalkan itu ga masalah. Dalam UU Pemerintahan Daerah tidak diatur,
Surat Edaran Mendagri tidak mengatur adanya Dana Purna Tugas hanya saja
mereka berdasarkan pada aturan yang mereka buat sendiri. Kalaupun ada
peraturannya itu tidak semata-mata diperbolehkan karena harus memperhatikan
kepatutan, kelayakan, dan memperhatikan kemampuan daerah. Kemampuan
daerahnya pun tidak jelas apalagi ketika itu masa transisi dan ekonomi kita ga
seperti sekarang yang sudah cukup baik. Kaitannya dengan ada atau tidak adanya
pembenaran yang jelas dasar pembenaran yang mereka anggap benar tidak kuat
dimata hukum karena tidak sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan surat
edaran menteri dalam negeri yang tidak mencantumkan diaggarkannya dana purna
tugas. Adapun kalo memang beranggapan bahwa hal tersebut dianggap wajar
karena periode sebelumnya dan sebelumnya dianggarkan berarti rezimnya yang

koruptif. Tindakan yang sama ketika dulu yang menjadi dasar dianggarkannya
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DPT berarti mereka mengikuti budaya yang salah. Kebiasaan yang tidak patut dan
tidak layak itu tidak boleh diikuti dan kultur yang koruptif tidak bisa dijadikan
dasar untuk membuat kebijakan publik.

DA : Apakah ada tindakan penyembunyian agar tidak dilakukan revisi dan
tidak dibahas di Panggar oleh pimpinan DPR? Dimana ketika itu Pimpinan
DPRD menerima surat Walikota Yogyakarta tanggal 20 Februari 2004
namun tidak ditindaklanjuti dan dibahas dipanggar, padahal salaha satu
pimpinan ada yang merangkap sebagai anggota Panggar (Surat
Pemberhentian Walikota No x.910/011 tentang perbandingan anggaran
DPRD antara Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan anggaran DPRD
Kota Yogyakarta TA 2004 yang antara lain berisi “Pada prinsipnya perlu
disikapi dan dilakukan pencermatan kembali, pada lampiran 1 butir 9,
tentang uang penghargaan DPRD Kota sebesar Rp 75.000.000,- peranggota,
karena di dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29
Desember 2003, tersebut tidak diatur)

ZR : Hal tersebut lebih condong kearah pembiaran sih bukan tindakan
penyembunyian diluar itu usaha penyembunyian tapi lebih jelas hal tersebut

adalah usaha pembiaran
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Nomor ; 159

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Tahun 2004 Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 7 TAHUN 2004 (7/2004)
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOT,

Menimbang :

Mengingat :

A DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerzh  perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa dalam rangka mendukung Kkelancaran
tuﬂas. fungsi dan wewena Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota VYogyakarta, maka perlu
mengatur hak-hak protokoler dan kevangan
gmp;:an dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
aeran;

bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf
a dan b di atas, serta sebagai pedoman
pengaturan hak protokoler dan  Keuangan
pPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nemor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
L'lngkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa arat dan Dalam Daerah Istimewa
Y:gyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan
ls.gggaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang
Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3363);
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—

Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003 tentaqa
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tzhun 2003 Nomor 47, Tambahan
Iiczzgg.):ran Negara Republik Indonesia Nowmor

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Parwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran ara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Parbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
kf;tﬁmﬂ Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perixangan %(euanqan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990
tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata
Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
(Lembaran Negara Republik TIndonesia Tahun
1990 Nomor 930, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3432);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Prapinsi sehaiai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
54,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952):

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/
Administratif Kepala _Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas  Wakil
Ke?a'la Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993
(Lembaran Ne?ara Republik Indonesia Tabun
2000 Nomor 121):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pe rtangqungj awaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara epublik
Indonasia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
kou;ggran Negara Republik Indonesia Nomor

12, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan  Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nowor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416).

Denm persetujuan bersama
DEWAN PERWAKI RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAN
WALIKOTA YOCYAKARTA
MEMUTUSKAN
Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KEDUDUKAN

PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETEh?TAUBANI UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

4, Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD,
5. Walikota adalah Waliketa Yogyakarta.



184

dd dexs veyipelip ousd nf yaun voypeip Sunk

BuIRdpRg pdry weep styRqe iedep sesmipy enieeg ohay ey infue) ywpeig
‘RENS

UnymeSaip edasedm mme Jjppesq eduueseinesd noew eyl yemss ida
urudimig o[o nuse waindueg iedey {03 UrIEgNgp Snenyy RoERg (|
‘(84 urudunyg

wesfunday uefuap naw ni y0iun sosngy eyepep fund remdueg wdry wejep
opuadsdip nere Aoefuedisdip wdep sneray eppung unsefouad nyes exfurp (|

qdda

ueurdingg vpeday ame swndun wdey rpadsy qume@unaduniag uep vAur{iay
(5o weymdRRAUNG jue (g | () AR pesyruap Duewiedigss snsey visung (g
AN el g ussmndsy

uzduap miye ewemdurg edey mERw qudel ussminday wrduop weydmanp
ML tyesm eTuel W) s seing weyrarsyREw sHsagYy wued ()

95 ey

toderad wieges vlumodiue ervuep Bunioss ynlunuaos pdep snemyy vaued  (¢F

‘rndTee seygng snvs
eFuap ummumanasoy reesyerad yoppe risumeqel puasry Ydq sureyag  (Z)

" ueundung yago usyninayp Sued

SUmANGES AUNaes uep unssy [ Ty & v 15y syl
fTues woffee Bumio (wwwa) 9 sdsfuminy-Formyas usp pe sosniy el (1)
? 55 veg

RmjuIwas sq Sued (dq uedeyduagay e
weyednao tus geseg (1) wde epod prsyewrp Suvd eowsuinges sningy eaiewg (2

JummeAsngy eisueg undumgauniad
WFUIpUI ywNas SOSNYY WUeg yorusqman wdnp guJQ uenidwrg (1)

Lol |

SRSHY =pjueg sulng GUp WEYOPAPIY ‘tmunsng
yujodasry vegdng

vandieg iediy wepep unydnsyp vl (ygq rumanps
V e (idq eleveg unm¥Buy uevpoiead sefuesues unsndusw  p
noy
) W0 seyeeduesip gees Foed feweduninpag tuss umgEgnag ‘yRIeg
|| Uep smedepaag ueredSuy unfumsury swp uefuweay woN depey
UYda doyts cexipelip yoaun wdepusd wep ueses LU LT TR

. quseq) efuegoq wep umedepuag peedfuy uep uedeg

I ydessap ound moymy, audesp eSounyseurpiooySuan TS (THAQ
piyas seredfuy wep AudQ eloveg vnrdduy usZomsary unsnivsw 4

‘wfa

Wiy uep umymqruad ‘uaang eferg uep eriedepuag weeiioy welues
¥ Ueydepsiadmont wepep moyiwp weFuIp [seUipiooy vEyaxEPw T

tse2m edundussen oemdFuy vniueg

£5 ey

wuandurg mdey weEp unydnaup vendiuy eiung urmoRuway wensng  (§)
wenRdduy g moRiue gago wep pep gi|dip Suelk

MARHS BURI0SE Uep ey (D{UA TN VR WD) VemEuY eneg uemidurg (g)
moFBur g

Wiels wrZusp umenmangey reesyred goupe e oerRanl B (A SUTReS (7)
. nadifor mdvgar (Jidq vrusduig mam Fuio wng 9
“suoy denas wp joey, Jumins q
TeSRuw ywwn urdusguinad vmysenaag ey denss [y

' {Ep s uemiFoy wawg nodday ()

s Py
i (M4 Y10
ARG uep des epeiag Bues (gga erdeyiuagey e wryrdnsw verduy Tameg
1§ Juseg
ursERuy epjueg sedng, uep ‘ueynpnpay ‘BRENSHS
supquasy uedeg

G661 UNGAL 3IERTATOL ] 718 NAp N yrseq] QUIXT URYRQUIRL 2 Jiusan

5

A661 SNERL TURNEATOL || e eAPOURON URIIEC VRIS | URYRGUIEL T Iw0N

"




185

HYHAVA NVANLYYAD NVAVIINTD NYA NYNASOANTD
Xdava
ummnyBurssag fued tne@fuy umpl e angyRiag yeaas eeng
w0 eSuIequiv|- Qe s urydesnIp (4 Y uriumisg Surten (e umesag ()
g uwsny@ursaq Suvd uesfiuy enyup wnisqos weng
v3n RAnRQUIR]- gL YEnap QEdY wegeqnuag Juwus) gesec smsag ()
ingassay
zeR2iuy ungel youn eeday WuRag wep depuag unrdiduy underauod
GUES UM IES TAUIBGUORY-TRqUI{3s Unidnssp (14 Y Tumua) s iminig ()

RI1 1msng

YRy
NEE WRI3S s WUU|SE ST nnedvpua,y
vespdfuy usyeqniog (eeaiuauw yeiew wuniesay weBueoury usseynguag vy
o] nepsq run menday 91 | (e W 51| [P PRSYEI SURUITARGIS umIuSIY

LT =g

wfsrjag uvp Jepuag uemiioy wed

") wen| radang
qnien ansnyy unyepmp Fund (udga edeiwdes wopep svyoyeggp w sesmindsy
S11 PSR POSYRIUI VUBUMERRQIS (RIRCT araminia] wedunauey depeios sesequguiag

91y g

e
upsmanday (7] eeng weduap mAWNs TT] [R5 GRnauay By uda Tar [ese g
(1) &R pasyewip veriedeqas (usug] veinwisg urBuesury duseyequiag (p)
wesmyogquiad umgeg mArqas 10y sioy wpeday
uEyERIAS fuy esrg (Z) wede propesip soesteedegas unmETuy g indepesg  (g)
wiuprdepuad ysposadume ymen wendBuy toiueg
wpeday ‘s st 1) 104 prsyeunp suswmedog s wSeuridwey ovp (JE4YV Y Femuan
QeI nunpesd f ueSuoouny uep uefoenay noy uryyREaiuaw (10 urwdeng (2

6661 UNIEL nuryeiSox ] arg vAf N PRIaR(] URIRQUIZT URYRQUITE T 0UsON]

v

(18dQ vpeday uedunnayg moN eefuap eiudn@ua(es
\dire) wep gy Fevion gesng uumesy neivsery sopedumia
fum gﬂ?&.o%.!ih&!ﬁ-i-ig%g (n

STI posug

HVEIVA VINVTIS NYT NVLVAYUNSD NYEVOONY NVIVIANS
Xigave

‘whunyusg
Wrieyei wseis wepep soqeny s g3y uepopa(p redep pn ¢ 1 fesed umpp
posyesip euemmedeqes (da G0 BAeueqeme(Fenifonuad yronp fund moyim

FIL ey

Tueq Fuek moyguA IS sosoxiuEa
LI I1HE MOY|[um Uinqel ssvw winaqas uwmg nes wAmeque]equEs  (§)

uenyuusgwad qUiRs uejeg wdwa

s eyaees ipgasisy uegeaefuniforped unymdweluaw wep (140

2!»3_ vhumeegef esew Jgye GB:;-?...!:SB& .3_?.:&!2- WO
i peseg () edn sped posyeuap mifoge yuuagud vivepe wedusq ()

hunieges uning weus e duesieq Jeed epeday
JipiE; Teaas moateay umogel esu AWy veRe urymuiequeal (pida (1)

€171 [vs=g

whwEInquf svE mppE e edums aepmg RS mimap
TP IpEQUISY wEreIp (W (eerg (1) bedn nped prsyruitp verueieges visanop
“up ygnday unnresay smian qe1aq qeassuaw ndep Sued erengiad wep mryew
{OOfE AL (YNQIE) YEpn mrdusy veppessd sseoad e qeRses Buek mogiem  (€)

NdQ uenimeazad wduns vapisasg gepo eisumege! urp

..5_ wsysqp dmay fued womny venenoyey gepossdwsw Yo Teed ueppelioag

esunday wedusp wepereiung fuwd spsovopay yignday uemesay exfsa gepg
pastse wdvp Sued umengasd upp ey umpnyUEue NangsE Bued ooyesm (2

(14 day mezpaw vduwy uapesas] 530 qef uep

M UrynuagaRgp vsasopu] yignday ueniesay E-uue (UG YEIIE

wedep foed ey unengiad nn up ew ueynyeee edapp Sued wogpey ()
TIT (wsug

1661 UNYE] NCAEATOR, [T BRC] SAP N IR TR SRGUILY T JOUSON

or




186

ONOSHVY WS I0TATHY LOHLTVAS W

VHVINIWIS NYNIdId

VINVNVADOA VIOY
HYHIVE LVANVE NV TIHYMEEd Nvanaa

6661 =quadss ¢ [wiRur sped
mmyeiTox ip weydesic

MURNCATOL eIy YRS InTquE ]

wrepup wlueredwsead oefusp s yearg 1YY uspYTAIf ] unsminday |

usFuvpanguad umpyeeuseau elevgesfuaa edup Juwso denzs sivdns miy

umydestp 33uel oped Byepag e w uveninday
Y1 [esuy

30| fyEisag epA WrymEAG mumyeATox [T
1IYFaLE e eipeumoy yessac] 1ndyey UR[PYRAI] Uema(] QI ving urmeiag
umen (661 ATAACANY J0woN muryeiioy 1) imyFep e vipeumoy qeseq
1AYEY Ui EmIag sesag uesnindsy TR Uy uesmindayg nlunyepiaq unduag

£ [wsug
WUIPAII MNP uee ur uesnanday wemwp ammp wm|dq Fues (my-pry
1 ey
JILLINT NVUINDLIY
mxavs

6661 B0YEL u1Exe {TOX [] HRG FAPRMEILY Jea0] UNIUQI] GRqEqUIT] T 0RO

13

QU] SUmARS R
Mg wisnfes unueSueyad €136 JIN[EY RI0S SEP RTINS werereouad o e)

IE1 g
HYNTAN LYHNS NV MASYW LYHNS
X ave
LHPURSIA] ISP (NEJQ TEURNGS ey 1m wep 1sRsruuiso UNuRsTs SEEPNpSY
OFT 1eg

‘oo femay mep seln sepRmiSes
oot urepep cre e vurdung yuequesa Jued jms ansun Ye[EpR (54 FLERNIS

671 s
N0 I¥THVITENES SYOLL NYA NVNANGTE ‘NYNNSHS
xeave

O
0 sunBussepuelp radd wmlnssaad uejosaduram g Fued guize memwag

ST g
IprRg veanyeig avendunepuweg
edunoy weiieg

w0y
g yefunap 3und sogeiad usduap ewws-IIUSIAG UEYRE|ID Bumd sosnupy aniued

L jeder uBEap MMUPD RYEW weYRUESRIp A CEyR] USRIEIIqUR4 WAIIJIS

LT1 fesed

N e P
sngues umyrduredusw ynien n—Mx._-B epeday umndwossy urLAqERg F
uesnanday undmavag ¢
oAy Y210 eryredumsp Jund spey iedepuag
1nuio ueFunquil teve a0y i epep uprmnquad ey uesodey 1
teedija
e ueRuap minuepe CRECE NN YRIseC] URInsg miwoury rguREg g

ih | GRGTL VLYEARDA (] 00 BANUIERION HERE(] VRSP SRQUIE] § KGN

L




187

unp wnyy

Sfup umieyaa) Tuod msese
BION ywaarg] idyiny ungiytsmiag HEMIC] qiag M)
wnunms g Furua G660 [HTSIAN/E XN TR Rox N
(AT umsmndy enprgnind weynywgmr ynsun djmad ey
Yuaangy epelayg [y op YruaR(] wodsy uenexsquizg
o umEsaRuay vty ) wey 1
15T MWON qriuaesy e sfunyepsg uedusp yaieg v ¢ Fungua gy

VIMYHVADOA VIOY HYHIVA LVANYH NY TN VANED Nvaaa

VSH VHVIN DNVA NVHAL LVINHVY N

7

Ad

VEAVIVADOL VION HVHIVA LYANVE NV HN YA 834 NVM3a
HUMGLL VAVE NVHLLYHAL ONVINAL
666 LATHIANA NOWON
VINVMVADOA YLOM HYHAVA LVANVY NV ITHVANIA Nvada
NYSLAGAN SVLV NVHYINNS
ONVINAL
HOTATH AN = HOWON

VINVNVADOA VIO
RYHAYQ IVANVE NVIDEYAHd NYAEA
NVSILA4EY

—
10T wnyy | * ouong

| eiigeASox noyf nisay mizag )
VIAVIVADOA VIO HVHAVA NVIVEIN']
NVHVEWVL




188

ERINAN (FWVAN e gy
Jups

YR YOO v { 1D inesad yeoiy
cluweFum A Pl el Ry

P (e el

A :.:QU—.“.:

Mpuadiog

_—.

puy

1 QUL yepuy

3

WISy wep wivau, nday urmesay BRI wpeclay men unp g

TR oy ey, s g wpeday embieg
{5 1y
1T e w10t A el it wedop fied o
56 vy

LU DAL T
I JwiSnrny
TIONNTAY HTA p miose gy wegipuag
el ueriey
VLONITYM 1IN VAL NYQ YIONI'TYM
1A fiva

1007 vagep wueyeiSoyp Oy yessvcr uviegiusy UEyTgwey | Jowo

36 1AW

[ 5 IHA v VEfep goqne Rue
N Prangy TOANHM W DR IaE eana(] gea) FIEL unsnnaag Tuviuag pan | NISdaNE
N O, TR 1R e lyey g qimaag IRt iesmindyy wepep LAy

LRLLLE

YIAVIVADOA VION HYNIVA IvANYH

IAVAAEd NYMIA BILNTEL YIVL NVHNLY YA
ALNHL 666 1AOQNAWN/E HOWON YENVHVAOOK ¥LON
VO IVANYY NV IRV Nvmaa NYSILLNEEN
NYHVEHd ONVINIL VINVNVADOA VIOX

V; L LUAY INYMETA NVNWET NYSOLLAGTN ¢ urydmacagy

VISALOWwan

sy L2 |eFRum ey dGoy RION YrEng wAYEy
1ndityg WEEp yrra eSS |1y

| 1V g7 unp 4 7

TSN 1S ) empegaariusapy

=
B3 =07y
QUOT Uy, (] Joon ywauimsisa,) meinmiag
PRSI |
SIS 656 | UNKNL TT 20N R Zunpapy ! yedop@ua gy

e Liog moy yeang

np

A PSS voyrorierats ymen myny
R, § unp

ngey 154

M U Huaysa Qi

Sunyeifog moy yeang QT weyequieg | Jowmoy




189

A redums iueyepuad
ey andijz Fun s egasd pmpe! seywnanison [P THETER R 3

P01 g

URRIRIP SNENY g NSk umy {seaq rediss)
L mgu Sl umyursye)p ampEilag Qs g

U0 qrasa) e ) ueyesseuaie
uup Uwycden A e srsmipy FTIEUR P)0 UOYTEESYO| i rua], meg ninsnia
01 ey
qpaag ey pensndus gy
€ Jusderey

A Q) mit wdusp mnsas gepepe ueeqjusdsy unysiuaqiusd oo L]

IO, umegel esew nAwmnppeag wngages UE| g
(iedhurs ] 4 oquszy Suped ymsaqip mowieg [Hw ump BIOYfIuA UIy|isuag ennmg

01 posegy

e voma ueBunsed aRfOured ummday uryrursyEagy

Yiyrdsn vopes

weRuesed swpag umeu@uad e unmrepag Jued seasiupe EEUURSRR N
11 B snvniy mundund sedes HRIRIEXY Uywuesyi]ay

ipdaay sopes eefursed uednauad spumipe UrysseSEag

‘wnpriusd

edrpa v igede yuqnd eninfuad ueituzp evimpog Sund umpEIIay uTyRuRs YAy
't wexfug snenyy mundund wdes URIRITaY Uy

‘uojE [wyrg
srfusnd undmavad venn@ay weiluap umrryiag Funs e sianape RIS YTy

‘wedeurAusd vemidoy Ueduap eeyryag Fued SBAS U e yeurs )y
uemRpuad woeiiay sefuap uninnyiagq Sund BUASUTIPT UryouTomiagy

sEanL mlundioau ey o

v 1a pesng

1007 unyep vUeyNASos w10y eI Ueirquia UNYOQUIEL | JO0sIGN

d Uty
| Ry Tond uopea poyeg pefiau

1T TR TSI SUTRNRS Yulepn nAuseTegqel suRiny (T SUmE0NeS

Riodfius degdumain weginus g e wmay

I Fa S e oo ged suRny (540 1Ay (1A eod

RN MSH SIS Un LUP LPIAT SR ¢ 4 moBy

FIOIVA,

moejug ey uad geaef Sunddeeuad uep sedduapAnsd oivges seing

st Fun & (rgdq sty uesnind sy unifizp ynsusqip ustisiia g e
LOT poseg

URGRINIP WOWIAY [P
DI Seyiiiag quag VIRY, UIINTEyg 1RES spd Jiay g snsumg sedng
‘LSRG INTRN-MSUN (8D LIP3 sesurg madfey
TERDIE M (DAL P TN
(3], weey ueanesag ursnduaug youn sednusg iep rddo ururdiag
uaiuap youaqep vy ingasth wkwndungas Sk snaigy snmeg
001 (g
Mty
UML) R GRSt R B 1A T SN TR TN TS TR E R g T A |
06 ISk
mirepeday
T praifwawg

g Varmiusey eeduap mesas W g Tuveamig
A{im EIAY [EYNN T o oAy, Teefuau
e e uogesusy fued [EIOW/INL Pem unp NG wodfur Sonoss

1 R W58

G e AS-JIRAY 1geiauisan yiun urynpadip
3ur Fend spnuss png-nyng ueygeaiea

FATOL FIOY RIINCE MMISQUIAT UeqeqIR) | SDION




190

.-:.J.J_; 4_"..::'_“‘1 Uiy e
P OEnng arynyesai NGy

AN N1 oo sodep 2uns
A A—.,d A [F4eA8 o UED P10y A J 1" {

.w_I.:__.,nJ:,J.._uM
=% XNun umwia

Fued uy

=M At w0l epoyr

Wao

M 1 )

KO peseg

15 DIOHITEAY [N GTp MOy Ry g,
UL ynga

A 1 e

M turiteyy

InNa% .J—,a
IIEBRGRS (T «

901 1vexy
001 [*sieg
e, g unp e yodmny ‘vnugef ey
’ iy,

diynpuny .4_:..;.__ W Ay gy g .
TR

1| vS20ry uwgem e

n-dwwpuy op TS0 ey pavyewp weew rgas

\ » 1y y vﬂ

O ARIOND esery Ay WESuy uniyey Y segoaslFunidy: (IER]
3 Se

(W I undravad

o o

o oy

e |

noN Farpun-il

. UPRIN) RY Seg eeuony mASurau
" WP prsyeup esiureZngge Eeqinay yowes v au .‘&..;

ST Jeseg
IOV (0 20 G5 T eniy 7 a0

g :1—:.__.‘..: AV 96 0¥ unp eropipn 139 s | unges 7z ::E.rvm _x_zr._h.u

HIRPEL CE vele 7y poseg diinep PREUIL D utnraie Segas mdpgrdums Iediuejopg

yrsaen 1o ope Jues
wpel beinunguag ¢

L TS ST R T TN

T ey

00T unguy eteseidor w
A WOy ymorg GEinguay seyRqump | sou) WNNY), tusyRaTo) Gloy yuiamg uminquaty seyuquie] | Jowon




191

A5 MIASVE HVASINVIHVE

VOI3IN

VINVNYAOOA viOX
HVYNIVA IVANYY NVIDNYANED Nvasaa

1002 [y £
nueyRATo) i weydesvingg

unpdeap [eFFam yefas nyepag menu e eesmnds

111 jeseg

WL qepn futp st dFo] VIO WRIARCT AN UL S (] Gruay
Vbmessg JUENIaL 4661 AN Jmon PUE{eLBOL Moy (T ersunday
e anep Suns URMIUILSY Gemuaidy mpry ‘rut umsminelay o Smneydiny

IRLELE
WAL werequl e usepep woyy, [TEAN IEIR pup moy)

fEp jedep 1w P pneyrunp wuniedng
A4 Yyoro eduwegeaeiiunitonad MO BukA BN OV ARID e Ry

LR |
og 2Rk VoA vesuad sasorduma wnm
CONTL “Spyeaadg moyiea unimged eavs wmgagas usgng s wAueguInE g umag
ieoymessquind yejses unng edied
FAVIRQLUbT yequESE gy e meTandBurind ey e S URPY () MdeT

npeday eduwemgel w Hpyr ungean(
‘Wl joseg () win ol precfeusp e

UAUIN[2GPS UEnG e ummy T Tued vpndoy
SHPR Enes moygey wriegel e visigyesg umyge teysgeicsgusw addl

11 usey

I

JEST VAN, (1A U MO BN Ay urBuags s SRy

= ad 1P HNURPP WN[EG IR MO (O{EA URP RIOYITEN, unyEuepas

v stz SR QR WREEA, [OIEAY TP oy, seTeaged wjqedy

eiuwemage! pemo sigey redwies 18P
i ] i) Jrang; g gesvd

o (v Sngel (2) mAe sy § Tesed wep o) |
n.... Fnqas YU AFTR (UGG A (1AL 1000y

FICHITEAN [THRA, 1p miooqpey A cleon veiuop mdues selin

1 yyun mexdeisnp une) moetay neve geEeq suRRiNes (7) edv wped

9 e BTGRP M e |, PRSI moyies By

| UM FOEG
Pos-uuresIag woopea § prume go)| (estd WRED posyemn -!::5...“!
i) G010 Fepap EONIEA, unyel Juppe ongumedendFovizad wiqedy
omge T eSWYRIeG mdus moyyus [Ofy 10 nuEsp

Uthged (7) whv w1 pesug T (]| (RSB Y URp 3 9 P ‘g ¥ yamy
prsyrap SURE g SRMUIGAGIP neR HuRG MOXITA Trqedy

T 1584

‘uaBay mmrdag wieqas seing wy
sy AUl onERsoy nduag wn) weBuesry ENS wey
‘o emeiag refeges nuagiaq wesoqoniad seynf
< amnyRuvsiog ek ey
oIy, e vep ey panad . g3j0 10| WEXNIDIHP
“eBau pemuiad teieg nuapsquead woy(p eluung P Aep
Fsritad milngas snursaq Bnd EXNIEAN [T UTP SIORINAL UVRUStHAqEa]

111 y=sug

wkuummyed esein Jnpye mdaes

A FITIE UEP RIOYIIAY TORRESS 1M {NIHAND BT 1RGEIY uey I
(1) 10dn spod posyowip mingas mrsatopu) yqndy >
Wi Lot iedep Surd urengrad uep IR U {1 Y
prousscd s i[O U] 365 Runk moxrmay (EYEA I USD EX0P R

,,_'.__E.z_.& wduny sapsasg g0 vAuuNge! urp uepteosagn U
M| ariinyay yojosdusa qean 2urk ueppeitiag wesnnday ueiuop

8




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
e PR L e T i 1 =

PERATURAN DAXRAH KCTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG

PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENJAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAKEMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIXOTA YOGYAKARTA

Menimbang . a bahwa schubungan dengan telah berakhimys Tahun Anggaran 2004
perlu dilalkukan Pertangringiaweban Pelaksanann terhadap Anggaran

Pendapatan dan Belania Dasrah;

b, bahwa hasil Pertanggumejawnban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanjs Daerah schacuimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daersh,

1. Undang-undang Nome: 16 Tabun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Desar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengzh, Jawa Barat dan Dalam Dacrah Istimewa Yogyakara
(Lembaran Negsra Ropublit Indonetia Tahun 1950 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor $59),

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (I mbarmm Negars Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

mbahan Lembzran Negar Nomor 3312) scbagaimana telah
@ Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
1§94 Nomor 62, Tambahsn Lembaran Negara
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15.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarean
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupst, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 temtang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun
2000 Nomor 206, Tambahen Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor | Tahun 2004 Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan
Daerah scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undangamdang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintnhan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dans
Perimbangan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) sehagaimana teiah dinbah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonecsia
Tahun 2001 Nomeor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165),

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Peranggungjawaban Kevangan Dacmah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022),

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambehan Lembaran Negara
Nomor 4027),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keusngan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembamn
Negara Republik Indonesia Tehun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembarag Negara Nomor 4028);
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 Nomor 115 Tahan 2000 tentang Pembagian
3 Pajak Penghasiian Orang Pribadi Dalam Negeri dan
Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Negara Republik Indonesin Tahun 2000
Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4034);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tabua 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),

Peramran Pemerintsh Nomor 23 Talun 2003 fentang Pengendalian
jumlah komulatif defisit Anggeran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggeran Pendapatan dan Belanja Dacrah serta jumlah komulatif
pinjaman Pemerintsh Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 48, Tembahan lembaran Negara
Nomor 4287) ;

Peraturan Daerzh Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahvn 2002 tentrng
gmmmmammmmnmmmwn
D),

Peraturan Dacrah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Program Pombangunan Dacrah (Lembaran Daerah Tahon 2002
Nomor 28 Seri D)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Telun 2003 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerall Tahvn Anggaran 2004
{Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 151 S=ri D),

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Talym 2004 tentang
Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembamn Dacraly
Tahun 2004 Nomor 48 Seri D),

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubshan Anggaran Peodapatan dan Belanja Dacsah Tahun
ummammmmrmzomummwswm

WM@M«IWTMMWDMMM
Umum Daersh Propinsi dan Deerah  Kebupoten/Kota Tabun
AanOOl(‘LembamNemRmbﬁklndowdaTabmzooa
Nomor 160), .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tabun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaben dan  Pengawnsan
WMMT&MPWWPW
Dan Belanja Dacrah, Pelaksanaan Tata Ussha Kevangan Dacrah dan
Peqmm?ﬂhiﬁmAnmPendapmdedaq?aDmh;

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan IV di
YogymmAmLapmmengwahKonYogahraTm
Anggaran 2004 Nomor 11/R/14.4/6/2005 tanggal 30 Juni 2005,
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA DAN WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN
Menctapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA  YOGYAKARTA  TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.
Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarmn 2004,
sebagai berilut :
& Pendapatan..... Rp 369.649.879.034,51
b Belanja ............. Rp 370.340.575.770,04
¢ Pembiayaan

- Pemerimaan ... Rp  95.637.955.980,87
. ... Rp 5494725924534

Rp 69069673553
Pasal 2

(1) Selisth anggaran dengan  realisasi pendapatan  sejumiah
Rp. 28.505.497.034,51 dengan rincian sebagai berikut :

a  Anggaran Pendapatan setclah perubahan ~ Rp  341.144.382.000,00

b Realisast Rp 369.649.879.034 51
Selisih lebih Rp  28.505.497.034,51
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja scjumlah Rp (44.866.61 5.546,96)
dengan rincian sebagai berikut :
& Anggaran Belanja sctelah perubahan Rp 415207.191317.00
b Realisas Rp 370.340.575.770.04
Selisih kurang Rp (44.866.615 546,96)

(3) Selisibh anggaran dengan realisasi penerimaan pembrayasn  sejumlab
Rp. (760.464.917,13) dan selisih anggaran dari realisasi pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp. 72.611.647.664,34 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pencrimaan
1) Anggeran penerimaan setelah perubahan Rp 96.398.420.898,00
2) Realisasi Rp  95.637.955.980,87

Sclisih kurang Rp  (760.464917,13)
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shperuhahanRp  22.335.611.581,00
2) Realisas Rp  94.947.259.24534
Selisih lebih Rp  T72.611.647.66434

(1) Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Decrah scbagaimana dimaksod dalam Pasal 1,
posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam

Neraca Daerah, sehagai berikut

8 Jumlah Aset Rp  2.048918.991.98594
b Jumlash Kewajiban Rp 27.256.412.746,82
¢ Jumiah Ekuitas Dana Rp  2021.662579.239,12

(2) Berdasarkan Pernanggungiawaban Pelaksanaan Realisasi  Anggaran
Peadapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
sebagai berikut :

6 SsldoKas | Jamuari 2004 Rp  77.137.955.980,87
b Jumlsh peoenmaankss  Rp 388.149.879.034,51

Rp 465.287.835.01538

¢ Jumish pengelusran kas Rp 392.665.566.644,87
d Sisa Lebik Perhitungan Anggaran 2004 Rp 72.622.268370,51

Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam
Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 36.419.909.815,51.

Pasal 4

1 mexnn

2. Lampiran I :  Neraca Dacrah

3, Lampian Il . Laporan Arus Kas

4, LampiranTV  : Catatan Atas Laporan Kevangan

Pasal 5

Lampiran-lampiran tebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan satu
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Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
Du-hm . Lemibaran Dacrah Kota Yogyakarta.
Dihiphndl‘log&:m

pada tanggal 30 Juni 2005

!
-
H ZUDIANTO

Disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta, deagan Persetujuan Bersama

. 03/PB/DPRD/200S
Nomor & &y PR/PERDA/2005
Tanggal :30 Jum 2005

Diundangkan dalam Lembaran Dacrah Kota Yogyakarta
Nomor : 70 SeriD
Tanggal : 4 -7 - 2005.

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

1,‘( £

Drs. SUBARKAH
NIP 350018605
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Wakil Walikota adalah Wakil walikota Yogyakarta.
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Sekretariat DPRD adalah unsur pendukunq. DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakiian Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRO.

Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada
seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata
tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

Protoko]l adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan
atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat,
tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan
Eenghormatan ke?ada Seseorang sesuai deQ?an jabatan dan atau
edudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.

Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam
melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dibadiri oleh gejabat
negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta
undangan lainnya.

Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam
acara kenegaraan dan acara resmi,

Tata tempat adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam
acara kenegaraan dan acara resmi.

Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian
hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat
emerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara
enegaraan atau acara resmi.

Uang representasi adalah wang vya diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan  Anggota PRD  sehubungan dengan
kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

Uang paket adalah uang vang diberikan setiap bulan kgﬂadg
Pimpinan dan Anggota DPRD "dalam mengbhadiri dan mengikuti
rapat-rapat dinas.

Tunjangan jabatan adalah uvang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai
ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD,
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Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPR
sehubunaan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketya
atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi,
atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau Panitia
Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia Teknis.

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
kepada  Pimpinan dan Anggota DPRD  berupa tunjangan
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan
periengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian
cjﬂmaséh uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan
enazah.

Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggpta DPRD atas jasa pengabdiannya setelah
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Ang?aran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah suatu  rencana  kewangan  tahunan
Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
ngeabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang
diberi tug as tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang
diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau
Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
BAB II
KEDUDUXAN PROTOKCLER
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler
dalam Acara Resmi.

Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah,

b. Acara Resm{ Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat
Pemerintah.

C. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh
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Pejabat Pemerintah Daerah

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang
diadakan di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Walikota;

b.  Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah
pejabat instansi vertikal lainnya;

€. Anggota OPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah
Daerah iainnya Kaﬂg setingkat Sekretaris Daerah, Asisten
Sekretaris Daera an Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan
Kerja Daerah lainnya.
Pasal 4
Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;

b. walikota dan Wakil Walikorta ditempatkan sejajar dan di
sebelah kanan Ketua DPRD;

C. Wakil-waki7 Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD:

d.  Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk
anggota;

€. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondist
Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan
Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yan? akan mengambil
Sumpah/Janji dan Melantik Walikota dan WakiT walikota;

b.  Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

C. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk
Anggota;

d. Walikota dan Wakil Walikota Kang lama, duduk di sebelah kanan
Pejabat anai akan mengambil  Sumpah/Janii dan melantik
Walikota dan Wakil Walikota;
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e. Calon Walikota dan Wakil Walikota 6“9 akan dilantik duduk di
sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesvai dengan kondisi
Ruang Rapat;

g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk
di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

h, Walikota dan wakil Waliketa yang baru dilantik duduk di
sebelah kanan Pejabat ¥ang _mengambil  Sumpah/Janji dan
melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janjl Anggota DPRD

meliputi :

4. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walfkora dan Ketua

Pengadilan Negeri atau Psjabat yang ditunjuk duduk di sebaiah
kanan Walikota:

Anggota ODPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di
tempat yang telah disediakan;

Setelah pengucapan sumpah/janii Pimpinan Sementara DPRD duduk
di sebelah giri Walikota; 2 i R

Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua pengadilan Negeri atau
Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;

Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

Para Undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang
telah disediakan; dan

Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
Pasal 7

Tata tempar dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan
ﬁgtgz dan Wakil-wakil Ketua DPRC basil Pemilihan Umum sebagai
rikut

a.

b.

Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Waliketa dan
wakil walikota;

Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua-ketua
Pengadilan Negeri;

Setelah pelantikan Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota
dan Wakil Walikota, WakiT-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah
kiri Ketua DPRD;
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d. Mantan Pimpinan Sementara OPRD dan Ketva-ketua Pengadilan
Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8

(1} Tata upacara dalam Acara Resai dapat berupa upacara bendera
atau bukan upacara bendera,

(2) Untuk keseragaman, Kkelancaran, ketertiban dan kekhidmatan
jalannya acara resmj, disel rakan tata upacara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
T:n:ag Penghormatan

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat genghorwatan sesuai dengan
penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat ¢1), dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
" BELANJA PIMPINAN DAN ANCGOTA DPRD

\B‘a‘?im—mma'
enghasilan

Penghasilan Pimpinan dan Anggdta DPRONterdiri dari :

“a. Uang Representasi;

b. Uang Paket;

c. Tunjangan Jabatan;

d.  Tunjangan Panitia Musyawarah;

e, Tunjangan Komisi;

{3 Tuniangan Panitia Anggaran;

g. Tunjangan Badan Kehormatan,
. Tunjangan Alat Kelengkapan L

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.

(2) Uan? Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok
Wal_kg§a yaitu sebesar Rp, 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu
rupiah).,

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% dari uang
Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu
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—

(4)

(&)

(1)
2)
3

()

1)
2
(3)

%)

juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Uang Representasi Anggota DPRD adalah 75% dari uang
Representasi Ketua DPRO yaitu sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu
juta lima ratus tujuh puluh Tima ribu rupiah).

Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan
Beras yang besasya sama dengan ketentuan yang berlaku pada
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 12

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uanoc Paket sebesar 10%
dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Uang Paket Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus
sepuluh ribu rupiah).

Uang Paket Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (Seratus
enam puluh delapan ribu rupiah).

Uang Paket Anggota DPRD sebesar Rp. 157,500,- (Seratus lima
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan sebesar
145% dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga
juta empat puluh lima ribu rupiah).

Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. Z.436.000,-
(Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Tunjangan Jabatan Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (Dua
jut?agt)la ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus 1ima puluh
rup .

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPROD yang duduk dalam Panitia Musyawarah
atay Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau
Panitia Llegisiasi atau Panitia Khusus atau Panitia Teknis,
diberikan tunjangan sebagaf berikut :

a.

getugz ;e;:;ssar 7,5% dan Tunjangan Jabatan Xetua DPRD, vaitu
P + %

(Du$ atlstus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh pulub lima
rup 3

Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD,
yaitu Rp. 152.250,-
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(Seratus 1ima puluh dua ribu dua ratus Tima puluh rupish);
Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD,
yaitu Rp. 121.800,-

(Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

sggqota ;gbesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu
(Sembiian puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

3

(63

(2)

(3)

(65]

(€3]

. Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan
tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan
kesehagan dan Eengobatan yaitu suamioataua?stri beserta 2
(dua) orang anak.

Tunjaﬁ?an Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran presi asuransi
késehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan
Qeggrta perlengkapannya dan {satu) unit kendaraan dinas
jabatan.

Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta rlengkapannya
dan k%ndaraan dinas jabatan dibebankan pada APSS.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya,
wajib mengembalikan rumah jabatan beserta per1engkapanng: dan
kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah
paling Tambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah
dinas beserta perlengkapannya.

Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya
dibebgnkan pada APBD.
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(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa
baktinya, wajib  mengembalikan rumah dinas bheserta
periengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah
paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pernberhentfan.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beéserta

perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak

dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan
atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
Pasal 20

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
gabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang

ersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
besarnya disesuaikan dengan standar harga sewa rumah setempat
yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21
(1) Pirnpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.

(2) Standar satuan har?a dan kualitas pakaian dinas ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggora DPRD meninggal dunfa, kepada ahli
waris diberikan:

A Uang duka wafat sebesar 2 (dea) kali uang representasi atau
apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan
uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah,

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

(1) Pimpinan atau Anggota yang meninggal dunia atau
mengakhird masa baktinya diberikan uvang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
1) disesuai dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD
engan ketentuan:

a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1
(satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1
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(satu) bulan vang representasi;

b.  Masa bakri sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi:

c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;

d.  Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan vang
jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

e, Masa bakti s 1 K %empat) tahun, rikan
uang abdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- Masa bakti sampai dengan 5 (1ima) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi. )
(3) Dalam ha inan--atau Anggota DPRD me_rli_rlgg_al(%_u%u,_gaagf’
l1asa pe:gabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
epada ahij warisnya.

(4} Pembayaran uanig jasa pengabdian dilakukan setelah yang
bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BELANIA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung
kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada a¥at (¢h)
d;susun berdasarkan Rencaqa ang ditetapkan Pimpinan

K
DPRD —
BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN
al 25

K); Sekretaris DPRD menyusun belanja OFRD yang terdiri atas
<77 belanja penghasilan Pimpinan dan Anggora DPRD Tunjangan
kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRO dan Bﬂania Penunjang

Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DERD.

(2) Belanja Penghasilan Pimpipan dan An1ggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10
dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpipan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Kketentuan Pasal 16,
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Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal
23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat
DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Perjalanan Dinas;

d. Belanja Pemeliharaan;

&, Belanja Modal.

(4) Pengelolaan belanja OPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e Pasal 26

?;3 Angggran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- x

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertan gungjawaban
belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (fs di samakan
dengan belanja satuan kerja perangkat daerah Tainnya.

Pasal 27
Tidak dibenarkan untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang
berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di
Juar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 34/K/DPRD/2000
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rayat Daerah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku Jagi.

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2004
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WALTKOTA YOGYAKARTA,
ttd.
H. HERRY ZUDIANTO
mndangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
or 159 Seri D

Tanggal 31 Desember 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

trd.
Drs. SUBARKAH

Pembina Utama Muda
NIP. 490018605
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

FERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAMN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DARN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Manimbang :

DENGAN RAHEMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKDOTA YOGYAKARTA,

batraa o % P Pemecintah Neenar 21 Tehun 2007
tentarg Parubahan Ketiga Als Porsturan Pemerintsh Namoe 24 Tahun
2004 fentang Xedudukan Protokoler dan Keuangan Pimginan dan
Anggols Dewan Perwakfan Rakyat Oaerah, maka perly  dilaiukan
pembahm lavhadnp Ptnium Dalm Koll Vogﬁkam Nnmor 7 Tabun

Pimp dan
Amoubwmﬁdysoaem

. babws uruk melaksarskan maksud tessebut huruf 8, pesh ditetapkan

dengan Peraturan Daarn.

. Undang-Undang Nomoe 16 Tanun 1560 tentang Pembentulan Dagrah-

daersh Kotz Besar Dalam Lingungan Propinsl Jawa  Timer, Jawa
Tengah, Jows Bamt dan  Dalam Caerah istmewa Yegyakara

{Lambdran Negam Tahin 1958 Nomar 83, Tambahan Lembaran Neg
Namor 8585

UndangUncang Nomor 97 Tahun 2002 fgntang Keuangan Negara
(Lembaran Negam Tahun 2003 Nomar 47, T ban L ) Neg;

Noemor 4288);

. Undang-Uncang Nomar 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kaouduian  Majelis  Permusyswermtan Raaysl, Dewsn  Perwakisn
Ranyst. Dewsn Perwskilan Daersh can Dewsn Paswakilan Rakyal
Dacran (Lembaran Negars Tehun 2003 Nomot 92 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);

. Undang-Uncang Nomeor 1 Tahun 2004 1aniang Pactsndanarsan Negara

(Lembaran Negara Tabun 2004 Nomer 5, Tamisahas Lembaran Negara
Nomor 4358); =

Nomor 32 Tahiun 2004 1entang Pamedintahen Dasrah Menjadk Undang:
MmmmﬂommuTmzoosmmtm.
dan T; Republik Ind Nomor 4348);

e
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6. Unaang-Undang Nomar 23 Tahun 2004 lecdsng Permbangan Keuangan
Antara Pemedinieh Pusat dan © Daerah {L Negars
Tahun 2004 Homor 126, Tambahan Lembaren Negams Nomor 4438);

7. Peraturan  Pemenntah  Nomor ©  Tahun 1980 fantang Hek
Keuangan/Administratif Kepala OaermfvWiail Kepata Daerah cdan Bekas
Kepalo DaeratvBekss Waké Kepalo Dacrah Sena Janda/Dudanya

gaimana telah b pa kak duboh tomkhic dengan Perdluran
Pemetrtah Nomar 156 Tahun 1993 (Lemboran Negarms Tabun 2000
Nomor 121).

8 Persluan Pemerntah Nomoe 24 Tahun 2008 tentang Kedutiksn
Protokoler dan Keuangan Pumplnan dan Anggota Dowan Perwakian
Rakyal Daernh (Lombaran Nagam Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negsra Nomoe 4415) sebagaimana felah dubah bebarapa
kall, lerakhir gengan Peraturan Femonntah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Tshun 2007 Nomoe 47, Tambahan Lembaran
Negars Nomoe 4712)

8. Peraturan Femerintsh Nomar S8 Tahun 2005 fentang Pangelolsan
Keuangan Daoran  (Lembarsn Negera Tahon 2005 Nomee  140),
Tambahan Lemnbaran Negara Nomeor 4578);

10.Persturan Pamearintsh  Nomor - 76 Tahun 2005 tentang Pedaman
Pembinsan dan Pergm yelenggarman Pemedintahan Dserah

11 Paraluran Mersert Dalam Negeri Nomoe 13 Tehun 2008 teetang
Padoman Pangsialann Keuangsn Daerah;

12 Pevsturan Mentesi Dalam Negeri Nomor 21 Tahon 2007 lentang
Pengelompokan K pusn Keuangan Dasrah. Pengangaran dan
Pedtanggungiawaban Penggunssn Belerga Opergsional Pimpinan Dewan

Parwakisn Rakyat Dasrah sedta Tata Cara Pengembaian Tunjangan

Kemunikas: Intensif Dan Dana Oparasionst,

13 Paratran Daecah Kota Yogyskaria Noenor 7 Tahun 2004 tantang
Kadudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Peraskilan Rawys! Doecah Kota Yogyakana |Lembsran Oaerah Kota

Yogyakarta Tahun 2004 Nomer 1% Sed )

j Dengan Perastupian Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN
Manstapkan: PERATURAN DAERAM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN
(ATAS PERATURAN DAERAM KOTA YOGYAXARTA NOMOR 7 TAHUN
200 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Pasal |
: dabm Parafuran Dasrah Kola Yogyakara Nomar 7 Tahun 2004
Kedudukan P dan X Pimpinan dan Argaota Dewan Parwekiian

lontang gan Pimp :
Rakyat Daecsh (Lembaran Daerah Kola Yogyakasts Tahun 2004 Nomoe 159 Seri Oy,
duibah sohingga berurys sebagai beriug |

1. D= antaen angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka. yakni angks 205
don angka 200 sehingga berbunyi sebagal beckut |




20u. Tunjangan Komunkasi infonsil adalah uang yang dbgrkan kepada Fimpinan
dan Angaala DPRD seliap bulan dalam rangka mendorong paningkalan Ynena
Pimpinan dan Anggota DPRD.

208. Belanja Panunjang Operasional Prnpman adalsh dang yang discdakan bagi
Fimpnan DPRD setiap buan unfuk jang k n ap | yang
herk; dangan  rep pekiy dan  kebuluhan lain  guna
mefancarcan palaksanaan tugas Bimpinan DPRD seharkhan.

2 Meleouan Pasal | angka 21 dlubah, sehingga derburny s=bagal bevikyl |

21 Tunfangan Kesgjsht=raan adaleh lunjangan  yang  disediakan  berupa
pembenan jaminan pemeliharaan Xesahatan, @nas kepada Pimpnan
dan Angeats DPRD, peryedian rumah jabatan Pimgican DPRD dan

pesiengkapanny. kangsraan dinas [abstan Pimpinan DPRD, serts rumsh
dings bagi Anggota DPRD dan periergkapannys

3. Katentuen Pasal 10 dubah, gebioggs-bactuynyi sebagai berikut -
Pasal 10

Plmpinan dan Anggata DPRD Leedin atas -

a. Uang Reprasantas .
b. Tunjangan Kelusrge.

< Tunjangan Baras,
d. Uanyg Pakat;

Pasal 108

(1) Selain Penghasilan sebagamana dimakswd datam Pasal 10, Kepaga Pimpiran
amw%mo dibrian perermaan 1ain berups Tunjangan Komunikasi
intgnsl (TKI) canga & gkan wuan Keuangan daersh, yaeg
Sbayarkun erhitung mus tangaal 1 Januan 2007

{2) Besaran THI bagl Pimpman dan Anggols DPRD sebagaimana dimsksud pada
Syt 1) dietaokan dangan Keputusan Waikots .

/jm.m 11 85 {5) dhapus. sshinggs Passt 11 borbunyi ssbegat berikut:
(1) Pimpinan can Anggols DPRO dbariken Uang Representasi.

@) Vang Reprssentasi Ketuz DPRD setara congan Gaji Pokok Wallkota Yty
sabasar Rp. 2.100.000 - (Dus [uts seratus riou rupiah),

(3) Vang Represenzast Wakll Ketua DPRD adalah 80% deri Uang Reprasentast
Katug DPRD yaitu seberar Ry, 1.680.000 - (Satu jta enam ratus dalapan puloh
nby rupish),

(4} Uang Representasi Anggtta DPRD adaloh 75% dan Uang Represertiasi Kotwa
OPRD yalu sebasar Rp. 1.570.000.- (St juta ima U8 lujuly puluy fma rbo
rupiah)

6. Di anlara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 {satu) pasal, ysinl Fassd 11A yang
barbuny! sehagal Darkul.
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Pasal 114
[4}] Pimpmn can Anggota OPRD dibadkan Turfangan Kelsrga dan Tun@ngan

@} Tunmn Keluarga dan Tunjgngan Béras sebagmmana dimaksud pada ayet
{1), basarnyn same dengan kesantuan yang bedaku pads Pegawal Negari sun
7, Ketantuan Pasal 15 diubah, sahingpa bertuny sebagal derkut -
Pasal 15

(1) Pajak Penghasian Pasai 21 Pimpinan dan Anggum DPRD atas panghasitan
ssbagaimana dmaksud dalam 10 sbebankan pada AP|

(2] Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD alns penerimaan lain
sebagsmana  dimaksud  dalam  Pasal 10 A dibedanksn kepeda yang
bersangkitan sesual dongan  Ketsnlusn  Peratuean  Perundang-undangsn
Gbgang perpajekan

B Ketentuan Pasal 16 dubah_ sehingge Pasat 18 betbunyi sebagal berikut -
Fazal 18
(1) Fimpinan dan Anggots DFRD buenl keluseganya nlhunun }amn
pemalihaman kesahatan datam bent, DAYAAN prémi
kepada Lembaga Asixans: yang mmn alah Pamerintah Daerahy;

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggosa DPRD yang mencapsl jaminan pemeliharman
kesehatan, yaitu suami #au @i dan 2 (dua) orang anak;

3 B W& peami | sebag: dimaksid pada ayst (1) termasik baya
mmunmymcmmumnwmmmmm

(4) Pembayaran prami asuransi sebagaimans dimsksud pads ayat (1) ddebankan
pada APED

9 Kesentuan Passi 20 diubsh, seningga Pasal 20 bértunys sebagal derft -
Pasai 20
m mnmmmmmmmmmm
Pimpnan 3%y rumah dinas Anggots DPRD. kepads yang bersang
dibecikan wunjangan perumanan
Twm sebagaimana dimaksud pada ayal (1), diberkan dslam
" bentuk vang: ummwmqmwmmlmm

Mv perumahan sehagamana dimaksud 8l (2) harus
] g an 235 kepstuten, kewaamn dan Mwmmzm‘iv hargs

(4) Ketontuan labih ianjut i besamya Wan perumanan sabagsimana
Wmmmmm deng-lkewhum\lﬂm

10, Pemefazan Pasal 21 diubah sebagaimana tercantum datam Parjeiasan

11, 04 antara Passi 21 dan Pasal 22 Baglen Kedup disisipkan 1 {sasy) bagian, yaknl
Bagian Kedua A dan ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua dubah, s=hingga berbonyi
barkus
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Baglan Kedus A
Uang Duka dan SBantuan
Fangurusan Jenazah
Pasal 22

(1) Dalam hal Pumnan alsu Anggota OPRD meninggal dunia tidak datam
ugas. K dn anh warns diberfan yang duks ssbesss Rp.

4200000 « (Empat 3 dua (alus abw rupiah)
2} Dalam hal Pimpiran atau Anggota DPRO meninggal dunia dalam menjalankan
n:_us. kepeda ahl wans dbonkan uang duka sebessr Rp 12.600.000, (Dua

befas pta enam ratus rbu rupiah)

(3] Selain uang duks sebogum-nu aimaksud pada ayat {)) dan ayat (2), kepada
ahll wans dbarksn b 1 peng 5 \

12 Kelentyan Passl 24 diubeh, dengan menamtiahksn syal (3), sshingga Pasal 24
berbury sedagal herikal

Pasal 24

(1) Belanja Penunjarg K-g.un disadiaknn untuk mendukung kslancarn lugas,
fungsi dan wewenang DI

(7}  Befanja panunjang kegiatan sebsgeimans dimaksud pada ayst (1) disusun
Beroasanan rencans kesja yang ditetapkan Pimpinan DPRO.

@ am-s kerjs DPRD capat Darupa Kegiatan |
Rapal-rapst.

Kunjungan kaa:
Mmm mumm peratwen daecah. pkajan dan paneia

m mer daya manysia dan profesonslisme.
Koordinasl gan kiosutas kegiatan pamanntahan dan kemasyarakatan,

oo R

13. i antara Pasal 34 gen Pess 28 asispkan 1 [5a8u) passl. yakni Pasal 24A yang
berbunyi sebagat benkit:

Pasal 24

(1) Salgin belang penunsng tan sebagaimana dimaksud dolam Pasal 24,
hepada Pimpinan DPRDMM Belarga Penunjang Operasionsl se0ap bulan
anwmmmv dangan memoertimbangkan kemampuan
hmlnoan

(2) Besaran Belanjs Pemunjang Operasiona! Pimpnan DERD  sebagamana
cimaksud paca syat (1) dketackan dengan Koputusan Walikols.

(3) Penggunasn Belargs Penunjang Operssingl Pimpnan sabagalmsna dmaksud

mmmm mm DFRD dengnn
pertimbangan

mmmmmm mmwm

) N 081 peranoguncimeaben PeNggusesn Belan Pen

213
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14. Ketontuan Pasal 25 diubeh sehingga Pasal 25 bacbunys sebagal berikut

Passl 25
(1) = is DPRD ¥ belanis Penpinan dan Anggota DPRD yang terdin
su _penghaséan penanmasn len lurgangan PPl Pasal 21 can tunjangan
seris b kegislan DPRD yang diformutasikan ke

panunang
ouam Rencana Medga dan. Arggaran Satuan Kara Perangkat Daerah (RKA.
5KPD) Sekratarst DPRD.

(2] Belania Pimpinan dsn Angaats DFRD sebagaimena dimakeud dalam Pasal 10,
Pasat 10 A, Pasal 20, Pesal 22 dan Pasal 23 danggarksn dsisem pos DPRD.

(31 Tunjengan Kesejsheraan Pmpinan den Anggots DPRO
dimakaud dalam Passt 18, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, sevta Belanja
Panunjang Kegstan DPRD zebagamana dimaksud dalem Pasal 24 ayal (2),
dianggarkan dafam pos Seietariat DPRO yang disrakan ke dalam jenis
belana sebagl berfos |
a Befanja Pegawal;
b Bedfanja Barang can Jasa,
c Befanja Modat

(4)  Bedanj Cp OPRO sebagaimana dimaksud
datam F Pasal mA -yatm duwmmdm Pos Sekretarist DPRD,

(5) Sekrefarns DPRD mangekily betanja DPRD sesual dengan kelentuan peraturan
perndang-undangan o tedang pengelolaan kouangan nagara,

Fasal il
Peraturan Dasrah 0 muls: befsky pada tanggal sundangkan

Agar sellap orang capst mengetahyings, ¢ 4 g
Mnnlmmmumme

o

Ditetapian o Yogyakarts
P3da tanggal 4 Juni 2007

VALIKOTA YOGYAKARTA
Lo
H, HERRY ZUDIANTO

Dundangkan di Yogyakana

Pada tanggal 5 Juni 2007

SEXRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Dra H. RAPINGUN
NIP 450 017 536

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 33 SERI D
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Sexi D Nomor 13 Lembaran Daerah Kotamadys Dati [ Yogyakarta Tabun 1999

2, Surat DPRD Kolamsdya Daerah Tingkat Il Yogyakarta
Nomur | gu.n-uﬁ_ Jusi 1999 tentang Persetujuan
?nﬂi.l?l.li?ﬂcﬂ._ n Dana Mobilitus Parna
Tugas Anggota DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan | KEPUTUSAN WALIKOT, >Z>b<>_nmw§gg
KAT 1l YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN DANA
MOBILITAS PURNA TUGAS BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAE.
RAH TINGKAT Il YOGYAKARTA PERIODE 1997 - 1999

) xn?gn_vnnﬂna! Eg Yogyakarts Pusad |
Nomor 56 Tatun | Swgnggi
Kotamadya Dacrah Tingkat I Yogyakarto Nomor | Tabun gggg.—.ﬂlg?ﬂoﬂg

305?2!%%?0&!? sns&n!g«lzg&uug! Tingkat IT Yogya-
Deersh Kotamadys Dserah Tingkot [l Yogyskana Tabun karts Petfode 1997 — 1999 sebesar Rp. 9,365.000,~ (sembilan
Anggaran 1999/2000; Fata tiga ratus enam pubih ..i-:!:i! setiap orang,.
6 gﬂi _ggwx Dacrah Tinghat 11 gﬁr-:- . Pasal 2
iy Eenctapen Angparin . Pengeluaran dimakssd | dibelankan pats Angparsn
_liieau.r%ol&as._g it i Pendspatan dan Helunja Duersh Kotamadys Daersh Tingkat

11 Yogyakarts Tuhun / ratl 19992000 pada Passl 2.2.1.
DPRD dan Sekretarint DPRD sebewr Rp. 260.870.000,- (dua
L e ot o e i oy
Rp. 93,000,000~ (sembslan puduh lime juta rapish).

Fasul 3

Kepatisan ini mului berlaku pads tanggol ditesspkas dengan
ketestuan gkon diubeh dan dibetulkan sebagaimana mestinya
apobila dikemendian hari termyata terdapat Kekelinsn,
Difetapkan di Yogyakarts
pada tangeal 3 bani 1999
WALIKOTAMADY A KEPALA DAERAH
g:g§4>

K WIDAGDO

L
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LAMPIRAN
Penerima Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta yang Mengakibatkan

Kerugian Keuangan Negara

No Nama Besaran DPT PPH Penerimaan
(Rp) (Rp) Bersih
(Rp)
2. | Bahtanisyar Basyir 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
3. | Nanda Irwan 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
4. | HM. Wahid 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
5. | Nuryadi 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
6. | Turino Junaidy 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
7. | Ary Dewanto 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
8. | TH.Sumardjono 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
9. | M. Surandi 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
10. | Herimawan 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
11. | Rahajeng Arhuna 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
12. | Karsono 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
13. | Herkitanto 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
14. | Hanung Heri Hayoto 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
15. | Tjatur Gono 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
16. | Djati Waluyo 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
17. | Sutaryo 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
18. | Herman Isdarmadi 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
19. | Nazaruddin 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
20. | Abdul Malik Hasan 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
21. | R. Soehardiman 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
22. | Amar Mahkamah Agung’ruf 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
23. | Suwandono 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
24. | Totok Pranowo 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
25. | Suhartono 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
26. | Najib M. 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
27. | Suprijanto 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
28. | M. Yusuf 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
29. | Mayor Sus Catur Sudamadi 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
30. | Haryanto 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
31. | Mustofa 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
32. | Anderias Neno 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
33. | Sutarno 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
34. | M. Syalthut Aridoil 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
35. | Cinde Laras Yulianto 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
36. | Arief Eddy Subianto 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
37. | HM. Wasul Widyapranata 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
38. | M. Hatta 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
39. | Sukardiyani 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
40. | Awang Nuryanto 75.000.000,- 11.250.000 63.750.000
Total Kerugian Keuangan Negara | 2.486.250.000

Sumber : Diolah dari Berkas Perkara DPT DPRD Kota Yogyakarta Kejaksaan

Negeri Yogyakarta




